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1. 1 LATAR BELAKANG

Dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

harus memiliki azas akuntabilitas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dasar dalam menerapkan sistem

penyelengaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme diterbitkanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran

tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran

atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good

Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media

pertanggung jawaban kepada publik.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, disusun Perangkat Daerah

Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Dimana pada Tahun 2021 dalam rangka penyesuaian terhadap

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah

maka telah dilakukan perubahan terhadap Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas
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dan Fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan terbitnya Peraturan

Daerah Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021.

1. 2 ISU STRATEGIS
Pernyataan isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang

menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang

besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada

pembangunan masa mendatang.

Isu strategis merupakan isu yang jika diprioritaskan sebagai bentuk antisipasi

dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan

lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Berikut ini adalah isu-isu

Strategis Pembangunan sebagai hasil analisis pada gambaran umum daerah secara

ringkasan sebagai berikut :

A. Isu Internasional
Berikut empat isu Internasional yang harus menjadi perhatian khusus adalah :

1. Pemulihan Covid-19.

Pada tahun 2022 harus menjadi tahun dimana penanganan pandemi

global menjadi yang utama dan memenuhi target global dimana setiap orang

di setiap negara divaksinasi sehingga mampu mengatasi pandemi ini dan

lebih siap dalam menghadapi pandemi global yang berikutnya.

2. Pengentasan Kemiskinan, dan SDGs.

Di Tahun 2022 juga merupakan kesempatan untuk memperdalam basis

dukungan untuk prinsip-prinsip dasar dan pendekatan SDGs dan planet, dan

berlaku untuk negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Ini juga akan

memberikan kesempatan untuk menghubungkan solusi dan alat lokal dengan

agenda global dan untuk mendorong fokus yang lebih besar dalam

memastikan bahwa mampu pulih dengan lebih baik dan lebih berkelanjutan

untuk semua.

Pada Tahun 2022 juga menandai titik tengah menuju tenggat waktu

Tahun 2030 untuk mencapai SDGs. Berarti jalan ke depan membutuhkan

pemanfaatan dan bekerja dengan optimal dari berbagai sektor, terutama

pemerintah daerah hingga CEO, universitas, dan yayasan masyarakat.
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3. Perubahan Iklim Dunia

Pada tahun 2022 akan menjadi tahun untuk menjaga Emisi karbon

pulih kembali seperti pada tahun 2021, meskipun ekonomi melambat di

tengah pandemi yang tak henti-hentinya. Peristiwa cuaca ekstrem semakin

cepat, dan hilangnya keanekaragaman hayati terjadi dengan kecepatan yang

mengkhawatirkan. Sehingga diperlukan. Arah kebijakan dan program untuk

memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.

4. Krisis dan Konflik Kemanusiaan yang Berkembang

Pada Tahun 2022 akan menjadi tahun yang penting bagi PBB dan

komunitas global yang lebih luas untuk menggalang sumber daya dan

kebijakan seputar pengurangan ketidakamanan dan menghentikan tren yang

mengganggu seputar kelaparan dan konflik di dunia.

B. Isu Prioritas Utama yang diusung Indonesia sebagai Presiden dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 adalah:
1. Arsitektur Kesehatan Global.

Arsitektur Kesehatan Global

Saat ini seluruh dunia sedang mengalami pandemi. Adanya Covid-19

menuntut setiap negara berperan dan saling bahu membahu untuk mengatasi

pandemi. Di antaranya adalah meningkatkan hubungan antar negara dalam

hal mencukupi kebutuhan dunia akan kesehatan. Kesehatan menjadi salah

satu isu utama yang akan didorong pembahasan di forum G20.

Pemulihan global akibat dampak pandemi membutuhkan kerja sama

global yang lebih kuat yang memastikan kesetaraan standar kesehatan global

dan kolaborasi yang lebih erat untuk memastikan ketahanan komunitas global

terhadap pandemi di masa depan.

https://indonesiabaik.id/infografis/bahasan-pada-g20
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2. Transisi Energi Berkelanjutan.

Transisi Energi Berkelanjutan

Tema prioritas yang diangkat lainnya terkait keamanan energi,

kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju sumber energi yang

lebih bersih perlu ditangani dengan pendekatan dan dimensi baru,

memastikan masa depan yang lebih bersih dan cerah bagi komunitas global.

3. Transformasi Digital dan Ekonomi

Transformasi Digital dan Ekonomi

Digitalisasi ekonomi global yang cepat membutuhkan lanskap baru

kerjasama antar negara dan semua pemangku kepentingan untuk

mengamankan kesejahteraan bersama, termasuk bidang ekonomi di era digital.

Indonesia akan terus mendorong perwujudan tata kelola arus data lintas batas

negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip,

yaknilawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
C. Isu Strategis Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

adalah tahapan keempat (final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007.

https://indonesiabaik.id/infografis/dampak-ekonomi-presidensi-g20-pada-indonesia
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RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan

misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan

nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan

RPJPN 2005–2025.

Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan

kemiskinan membaik. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan

rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan

prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Visi Pembagunan 2005-2025

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4

(2020-2024) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang

dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu

memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi

dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu,

pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada

kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan

berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar

kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan
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yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan

sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada

keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin

mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sedangkan isu

strategis bidang pengembangan wilayah RPJPN 2005-2025 adalah menekankan

pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan

partisipatif masyarakat dalam pembangunan.

Gambar 1.2
Tujuh Agenda Pembangunan Presiden

Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program

dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan tujuan pembagunan.

Secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus

SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan tujuh

angenda pembagunan antara lain Pembangunan manusia, Kesejahteraan dan

Pendidikan, Ekonomi berkelanjutan, Akses energi dan Perubahan iklim.
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Berikut 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang berorientasi pada
SDGs.

Gambar 1.3
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
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Secara nyata untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan

tersebut maka diimplementasikan terhadap setiap arah pembangunan yang ada

di pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sehingga penelaahan

KLHS RPJMD sebgai bagian utama dalam tahanpan penyusunan isu isu

strategis.

D. Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan
Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dan

memperhatikan hasil analisis isu strategis, maka visi pembangunan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah “sumatera selatan maju untuk

semua”.

Kondisi Maju itu adalah situasi yang ingin dicapai oleh daerah Sumatera

Selatan dimasa depan. Kondisi ini tidak hanya mampu menjawab kebutuhan

daerah Sumsel, juga dapat berpartisipasi dalam mengatasi krisis global yang

berkaitan dengan pangan (food), energi (energy), dan air (water).

Untuk meraih dan mencapai visi tersebut diatas, tentu saja diperlukan

rumusan beberapa misi sebagai berikut :

 Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung
sektor pertanian, industri, dan UMKM yang yang tangguh untuk
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mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun

di perdesaan.

 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun
perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi
nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dengan mengedepankan efektif, efesien serta akuntabilitas dan

transparansi yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas,

profesional, dan responsif.

 Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk

infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan

perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta

mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan

keseimbangan daerah.

 Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun

karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik

yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata

berorientasi pariwisata religius.

Isu Strategis Pembangunan Sumatera Selatan berdasarkan evaluasi

yang utama adalah:

1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;

2. Peningkatan Produktifitas Pertanian;

3. Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan;

4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata;

5. Penguatan Konetifitas, Infrastuktur Dasar dan Energi

6. Pengembagan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;

7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan;

8. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Bencana.

E. Isu Srtategis Kabupaten Banyuasin
Isu strategis yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Banyuasin, secara

umum kabupaten banyuasin yang didalamnya menyajikan capaian pembagunan

lima tahun sebelumnya menunjukan bahwa masih terdapat beberapa capaian

pembangunan kabupaten banyuasin yang masih harus ditingkatkan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 10

Berdasarakan analisis pada tiga sumber utama sebagai dasar perumusan

masalah dan isu strategis, maka secara garis besar dapat di kelompokan

kedalam tujuh isu strategis yaitu:

 Kemiskinan dan Layanan Dasar.

Isu kemiskinan masih harus menjadi perhatian serius dari pemerintah

kabupaten banyuasin sehingga bertahun tahun mendatang angka

kemiskinan bisa terus ditekan dan terus menurun, serta belum optimalnya

pelayanan publik serta tata kelola pemerintah yang baik masih merupakan

bagian dari permasalahan pembagunan di banyuasin.

 Peningkatan Produksi Berkelanjutan.

Permasalahan ketahanan pangan dan pertanian yang masih terkendala

dengan kondisi geografis kabupaten banyuasin yang sering terjadi

kekeringan yang cukup parah pada saat musim kemarau. Oleh karena upaya

peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan dilakukan dengan

upaya peningkatan pengelolaan pengairan terutama pada daerah daerah

pertanian. Permasalahan lainnya adalah belum atau masih rendahnya nilai

tambah yang di peroleh petani terkait dengan produksi tanaman pangan

yang melimpah di Kabupaten Banyuasin.

 Infrastruktur.

Kondisi geofisik kabupaten banyuasin dengan luas wilayah 1,1 juta ha

lebih hampir 80% wilayahnya merupakan wilayah pasang surut merupakan

tantangan yang berat bagi pemerintah kabupaten banyuasin dalam

menyediakan sarana prasarana insfrastruktur yang memadai, ditambah

dengan terbatasnya anggaran yang ada, maka berbagai strategi dan

kebijakan penyediaan insfrastruktur harus dilakukan dengan tepat dan

seefesien mungkin.

 Lingkungan dan Tanggap Darurat Bencana.

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang terjadi berulang setiap

tahun telah menjadi permasalahan nasional, terlebih kebakaran hutan

dilahan gambut dapat menyebar jauh kedalam tanah sehingga sulit untuk

ditanggulangi.
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Terjadinya KARHUTLA selama ini menunjukan bhwa upaya

pencegahannya belum efektif dan belum terintegrasi dengan baik antar

kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, sehubungan dengan

kondisi tersebut maka dibutuhkan suatu mekanisme yang mensinergikan dan

memadukan ketentuan maupun upaya yang sudah ada.

 Ketenagaankerjaan dan Jaminan Sosial.

Masalah ketenagakerjaan juga masih menjadi permasalahan serius

mengingat masih tingginya angka penganguran dikabupaten

banyuasin.melihat tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian

daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan penganguran yang

masih tinggi serta terbatasnya sumber sumber pembiayaan pembagunan.

Untuk menggerakan segenap potensi pembagunan yang ada di daerah,

sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi

daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur.

 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya disusun 5 sub agenda perioritas sebgai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan pelayanan publik.

2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan

pembagunan.

3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi.

5. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan

publik.

 Pengembangan Sosial, Budaya dan Olahraga sebagai berikut:

1. Selaras dengan kondisi kabupaten bayuasin maka isu strategis ini untuk:

2. Meningkatnya pembagunan karakter, tumbuh jiwa patriotisme, budaya

prestasi dan profesionalitas pemuda.

3. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembagunan,

terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.

4. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga ditingkat regional dan

Internasional.
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2. 1 RENCANA STRATEGI TAHUN 2018-2023
Penyusunan laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 ini, mengacu

pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin

Tahun 2018 - 2023, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2018 - 2023 bermasud:

1. Memberikan arahan dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembagunan

daerah.

2. Mewujudkan pembagunan yang terpadu, strategis, harmonis dan

berkesinambungan.

3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2018 - 2023.

4. Menjadi pedoman DPRD dalam rangka pengendalian pemerintah dan

pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas

dan sasaran program pembagunan.

Visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Banyuasin

Tahun 2018 - 2023 menetapkan visi yang merupakan refleksi dari semua harapan

dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan didaerah, dengan

adanya visi maka semua kemampuan dan potensi yang dimiliki akan dioptimalkan

dalam upaya pencapaian tujuan.

“Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman,

Nyaman, yang Warganya Guyub Dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan

Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua

(BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA)”
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Misi
Visi Kabupaten Banyuasin dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan

menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Banyuasin yang terdiri dari

Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik,

Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Swadaya, organisasi profesi, lembaga

pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten

Banyuasin. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuasin, maka dijabarkan kedalam

misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi

melalui Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas.

2. Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Demokratisasi di Banyuasin.

3. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan masyarakat dengan Nilai-nilai

Kerukunan, Kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi

Gemilang.

4. Meningkatnya Nilai tambah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi menuju

Banyuasin yang Sejahtera.
5. Meningkatnya Keterbukaan dan Keadilan Untuk Semua.

Tujuan
Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan

menangani isu strategi daerah yang dihadapi, serta mendukung Prioritas

Pembangunan Kabupaten Banyuasin RPJMD 2018-2023, maka tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;

Tujuan 2 : Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Tujuan 3 : Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat

denganNilai-nilai Kerukunan, Kebersamaam serta Kreativitas
Sehingga Mampu Berprestasi Gemilang;

Tujuan 4 : Meningkatnya Nilai Tambahan Sumber Ddaya Alam, Sumber

Daya Ekonomi Menuju Banyuasin yang Sejahtera:
Tujuan 5 : Meningkatnya Keterbukaan dan Keadilan untuk Semua.



Gambar 2.1
Sistem Keterkaitan Visi Misi

dengan Tujuan pada RPJMD Kabupaten Banyuasin
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Pemerintah kabupaten Banyuasin melakukan 12 Gerakan Bersama

Masyarakat. Selain 12 gerakan tersebut, ada juga 7 Program Prioritas Banyuasin

Bangkit Adil dan Sejahtera untuk 21 kecamatan di wilayah kabupaten Banyuasin.

Gambar 2.2
Program Perioritas di Kabupaten Banyuasin
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Adanya 12 gerakan dan 7 program yang menjadi andalan Pemerintah

Kabupaten Banyuasin, dilakukan untuk semua masyarakat Banyuasin. Bahkan,

menyentuh langsung warga desa sampai ke pelosok. Gerakan dan program ini,

memberikan peran yang sangat signifikan dalam perkembangan Kabupaten

Banyuasin saat ini. 12 gerakan ini sangat sederhana namun mengangkat hajat hidup

orang banyak. Karena, upaya untuk lebih meningkatkan perekonomian khususnya

warga desa di daerah Banyuasin seperti menanam sayur mayur, beternak unggas

dan mengembangkan perikanan rakyat,”

Dilaksanakannya 12 gerakan tersebut maka saat ini Pemerintah Kabupaten

Banyuasin mampu menyiasati pemulihan ekonomi di Banyuasin bahkan di masa

Pandemi Covid 19. Bahkan, terasa nyata mulai menurunkan angka kemiskinan

di Banyuasin yang menyentuh 10,75 persen.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kabupaten Banyuasin

MISI
Tujuan Sasaran Strategis

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja
1 2 4 5 7 9
1. Meningkatkan

Sumber Daya
Manusia Banyuasin
yang berdayasaing
tinggi melalui
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas.

Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia.

Indeks
Pembangunan
Manusia.

Bangkit pendidikan
(meningkatnya kualitas
pendidikan).

1.Angka rata rata
lama Sekolah;

2.Harapan Lama
Sekolah;

3.Angka Putus
Sekolah (DO)
Pendidikan Dasar
SD (%) SLTP (%);

4.Rata ratanilaiujian
(USBN/UN) SD
SLTB.

1. Bangkit Kesehatan
(Meningkatkan derajat
kesehatan dan
kecukupan Gizi
masyarakat).

1.Angka Usia
Harapan Hidup
(Tahun);

2.Angka kematian
Bayi per 1000
kelahiran Hidup;

3.Angaka Kematian
Ibu per 100.000
kelahiran hidup;
4.Persentase
penurunan
penyandang

disabilitas miskin
dan rentan (%);

5.Pencapaian Skor
Pola Pangan
Harapan (PPH).
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2. 1. Meningkatkan
keamanan,
kenyamanan,
dan demokrasi di
Banyuasin

1. Terciptaya
keamanan,
Kenyamanan dan
Ketertiban
Masyarakat.

1. Angka
kriminalitas.

1. Bangkit Ketentraman,
Ketertiban Umum,
dan Perlindungan
Masyarakat
(menurunnya
Kriminalitas.

2. Angka Kriminalitas
persentase
penurunan
pelanggaran Perda
(%).

2. MeningkatkanPeran
Serta
masyarakatdalamBer
demokrasi.

2.Angka
Partisipasi
Pemilu.

2. (Bangkit Demokrasi)
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi.

1. Angka Partisipasi
Pemilu.

3. 1. Meningkatkan
Keimanan dan
Ketaqwaan
Masyarakat
Dengan Nilai-
Nilai Kerukunan
kebersamaan
Serta Kreativitas
Sehingga Mampu
Berprestasi
Gemilang.

1. Mewujudkan
Masyarakat
Berprestasi dan
Relegius.

1.Persentasi Atlet
Berprestasi;

2.Persentase
prestasi bidang
seni dan budaya

(%);
3.Persentase
penerimaan
zakat dan infak
melalui BAZNAS
Kabupaten (%).

1.(Bangkit Prestasi dan
Keimanan
Masyarakat)
meningkatnya
Masyarakat yang
berprestasi dan
relegius.

1.Persentase Atlet
Berprestasi;

2.Presentasi prestasi
Bidang Seni dan
Budaya;

3.Generasi muda
Hafiz Al-Quran
(orang);
4.Masyarakat

khatam Al-Quran
(orang);

5.Persentase
Peningkatan
Zakat dan Infak
Melalui BAZNAS
(%)

4. 1. Meningkatkan
Nilai Tambah
Sumber daya
Alam, Sumber
daya ekonomi,
menuju
Banyuasin yang
Sejahtera.

1. Meningkatnya
Kesejahteraan
Perekonomian.

1.Pertumbuhan
Ekonomi;
2. Lajuinflasi;

3.Indeks Rasio
Gini;

4.Angka
Kemiskinan..

1.Bangkit pertanian
(meningkatnya
kesejahteraan petani
dan nelayan.

1. Nilai tukar petani;
2. Nilai Tukar

Nelayan;
3. Nilai tukar

Pembudidaya
Ikan.

2.Bangkit
Perdagangan,
Industri, koperasi dan
UMKM terhadap
PDRB dan Investasi
(meningkatnya
kontribusi sektor
perdagangan Industri
Pengolahan dan
Investasi.

1. Kontribusi sector
terhadap PDRB
Perdagangan

industry
pengolahan;

2. Penanaman
Modal Asing

(PMA);
3. Jumlah Nilai PMA

(Milyar Rp);
4. Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN);

5. Jumlah Nilai
PMDN (Milyar
RP).

3.Bangkit Tenaga Kerja
Lokal (Meningkatnya
Kesempatan
Berusaha dan
kesempatan kerja)

1. Rasio Penduduk
yang Bekerja;

2. Persentase
Tingkat

Pengangguran
Terbuka.

4.Bangkit Daya Saling
Produk daerah dan
parawisata
(Meningkatnya
Inovasi Teknologi dan
Destinasi
iParawisata)

1. Presentase
pemanfaatan

Inovasi Unggulan
Daerah;

2. Peningkatan
Jumlah

Kunjungan
Wisata.

2. Mewujudkan
Pembangunan
Berkelanjutan

5. Pencapaian
Indikator SDGs

6.(Bangkit Infrastruktur
dan Pembangunan
Perdesaan)
meningkatnya
Infrastruktur yang
baik, merata
,berkawasan dan
naiknya status Desa

1. Persentase jalan
kabupaten dalam
kondisi baik (>40
KM/)
2. Persentase
Dermag dalam

Kondisi Baik
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3. Cakupan Rumah
LayakHuni

4. Persentase
Penduduk

Berakses Air
Bersih

5. Cakupan Layanan
Terkomunikasi

6. Persentase irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik

7. Jumlah Desa
Sangat Tertinggal
danTerti nggal
menjadi Desa
Berkembang

7.Bangkit Kualitas
Lingkungan Hidup)
Meningkatnya
pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Resiko Bencana

1. Indeks Kualitas
LingkunganHidup

(IKLH)
2. Persentase
Menurunnya

Indeks Resiko
Bencana

5. 1. Meningkatkan
keterbukaan dan
keadilan untuk
semua

2. Meningkan Kinerja
Pengelolaan
Pemerintahan
Menuju Good
Governance

1. Indeks Reformasi
Birokrasi

1. Bangkit Reformasi
Birokrasi)
Meningkatnya
Birokrasi

1. Indeks Reformasi
Birokrasi

2. Maturitas SPIP
3. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)
4. Nilai SAKIP
5. Opini BPK

terhadap Laporan
Keuangan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi

pembangunan daerah serta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga

diperlukan startegi, arah kebijakan pembangunan yang jelas, terarah dan terukur.

Strategi Pembangunan Daerah
Pemerintah daerah mempunyai peran srategis dalam fungsinya sebagai

fasilitator yangmengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan

masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratip

perijinan, dokumen/akta, kartu identitas ; serta fungsi konsultatif yang memberikan

bimbingan teknis, pembinaan dan aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konsep tual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran

atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi

mencerminkan adanya tujuan dan sasaran pemerintah untuk menjabarkan Misi dan

Visi Pemerintah

Perumusan Strategis merupakan proses proses penyusunan langkah demi

langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun Visi dan Misi Pemerintah

dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang.
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Tabel 2.2
Rumusan Strategis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran

Pembagunan Kabupaten Banyuasin
TUJUAN STRATEGI

1 2

Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin Yang Berdaya Saing Tinggi Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Yang Berkualitas

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Akses, kualitas dan Kualitas sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pendidikan (Bangunan Gedung Sekolah yang memadai dan Ketersedian
Fasilitas Laboratorium.

Memberikan Bantuan Beasiswa, Buku dan Alat Tulis

Meningkatkan
kependidikan

Kesejahteraan dan Kompetensi tenaga pendidik dan

Pengobatan Gratis Berbasis E-KTP bagi Masyarakat yang tidak mampu

Melengkapi sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan
Gizi masyarakat.

Rekrutmen Dokter dan Paramedis, Pemberian Insentif dan Jaminan spesialis .

Misi 2. Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan dan Demokratisasi di Banyuasin

1. Terciptanya, Keamanan, Kenyamanan
dan Ketertiban Masyarat

Mengupayakan Pengelolaan sistem Informasi manajemen penegakan
peraturan daerah

2. Meningkatkan Masyarakat berprestasi
dan Religius

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat melalui pendidikan berpolitik bagi
masyarakat

Misi 3. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta
Kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang

1. Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan
Religius

Meningkatkan Kompetensi Atlet dan Pelaku Seni

Misi 4. Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi Menuju Banyuasin yang Sejahtera

1. Meningkatnya
Perekonomian

Kesejahteraan Meningkatkan pengelolaan sumbe daya unggul secara maksimal

Mengupayakan pengelolaan produk unggul secara intergrasi dan
meningkatkan kemudahan investasi serta meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat melalui pengemabngan potensi ekonomi daerah
dengan pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah

Meningkatkan upaya upaya kerjasama dengan dunia usaha dan industri
baik dalam maupun luar negeri

Meningkatkan penerapan inovasi daerah dan pengembangan destinasi
wisata

2. Mewujudkan
Berkelanjutan

Pembangunan Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur layanan dasar
dan pengembangan kawasan pedesaan

Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup

Misi 5. Meningkatkan Keterbukaan Dan Keadilan Untuk Semua

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan
pemerintahan menuju Good Governance.

Meningkatkan Pengelolaan sistem pelayanan Publik

Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sistem tata kelola kepegawaian

Meningkatkan sistem pengelolan keuangan, perencanaan pengendalian dan
pengawasan

Meningkatkan pengelolaan kearsipan

Meningkatkan upaya upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
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2. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banyuasin ditetapkan melalui

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2019 tentang Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023.

Adapun IKU Kabupaten Banyuasin sebagaimana berikut :

Gambar 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuasin
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2. 3 RENCANA KERJA TAHUNAN 2022
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai acuan

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah

Daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Bagi Pemerintah Daerah,

RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.
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Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja

ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2022 ada pada Lampiran.

2. 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta

mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia.

 Tujuan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

 Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 mengacu pada

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen RKPD Tahun Tahun 2022 dan

dokumen Plafon Anggaran Perubahan tahun 2022. Pemerintah Kabupaten

Banyuasin telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai

berikut :
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Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Bangkit Pendidikan
(Meningkatnya Kualitas
Pendidikan)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9

Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12

Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar

SD (%) 0,17

SLTP (%) 0,13

Rata-rata nilai ujian (USBN/UN)

SD (%) 78

SLTP (%) 82,00

2. Bangkit Kesehatan
(Meningkatnya Derajat
Kesehatan dan Kecukupan
Gizi Masyarakat)

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 69,07

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (Rasio / 1000
kelahiran hidup) 4

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Rasio/ 100.000
kelahiran hidup) 101

Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
(%) 77,32

Pencapaian skor Pola Pangan harapan (PPH) % 96

TUJUAN 2 : TERCIPTANYA KEAMANAN, KENYAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4
3. Bangkit Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
(Menurunya Kriminalitas)

Angka Kriminalitas (%) 1,00

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda (%) 45

TUJUAN 3 : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BERDEMOKRASI

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4
4. (Bangkit Demokrasi)

Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

Angka Partisispasi Pemilu (%) -
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TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPRESTASI DAN RELIGIUS

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

5. (Bangkit Prestasi dan
Keimanan Masyarakat)
Meningkatnya Masyarakat
yang berprestasi dan religius

Persentase Atlet berprestasi (%) 90

Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya (%) 45,00

Generasi muda Hafiz Al-Quran (Orang) 325

Masyarakt Khatam Quran (Orang) 3.500

Persentase Peningkatan Zakat dan Infak Melalui BAZNAZ (%) 50

TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

6. Bangkit Pertanian
(Meningkatnya Kesejahteraan
Petani dan Nelayan)

Nilai Tukar Petani (Indeks) 102

Nilai Tukar Nelayan (Indeks) 101,5

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Indeks) 100,45

7. Bangkit Perdagangan,
industri, Koperasi dan UMKM
terhadap PDRB dan Ivestasi
(Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan, industri
Pengelolaan dan Industri)

Kontribusi sector terhadap PDRB :

Perdagangn (%) 12,9

Industri Pengelolaan (%) 24,80

Penanam Modal Asing (PMA) (Perusahaan) 5

Jumlah Nilai PMA (Milyar Rp) 0,824 T

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Perusahaan) 5

Jumlah Nilai PMDN (Milyar Rp) 0,747 T

8. Bangkit Tenaga Kerja Lokal
(Meningkatnya kesempatan
berusaha dan kesempatan
kerja)

Rasio Penduduk yang Berkerja (%) 96,32

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,68

9. Bangkit Daya Saing Produk
daerah dan Pariwisata
(Meningkatnya Inovasi
Teknologi dan Destinasi
Pariwisata)

Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan Daerah (%) 85

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) 2700

TUJUAN 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4
10. (Bangkit Infrastruktur dan

Pembangunan Perdesaan)
Meningkatnya Infrastuktur
yang baik, merata,
berwawasan lingkungan dan
nainya setatus desa

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%) 65,45

Persentase Dermaga dalam Kondisi Baik (%) 98,82

Cakupan Rumah Layak Huni (Rumah) 87,60

Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) 50

Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) 87,39

Persentase irigrasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 78
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Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal menjadi desa
berkembang (Desa) 215

11. (Bangkit Kualitas Lingkungan
Hidup) Meningkatnya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan
Resiko Bencana

Indeks Kualitas LIngkungan Hidup (IKLH) (%) 64,42

Persentase Menurunya Indeks Resiko Bencana (%) 6

TUJUAN 7 : MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

12. (Bangkit Reformasi Birokrasi)
Meningkatnya Reformasi
Birokrasi

Indeks Refomasi Birokrasi (Nilai) CC(58,00)

Maturitas SPIP (Level) 3

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
B

(84,50)

Nilai SAKIP (Nilai)
B

(64,00)

Opini BPK terhadap Laporan Keungan (Hasil Penilaian BPK) WTP

Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp . 2. 635 . 122 . 770 . 251 , 00 (Dua Triliun Enam Ratus

Tigah Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Dua Jutah Tujuh Ratus Tujuh Puluh

Ribu Dua Lima Satu Rupiah).
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A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kabupaten Banyuasin merupakan dari rangkaian mekanisme fungsi

perencanaan yang dilaksanakan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja

selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan

dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban publik, dimana laporan tersebut dibuat sesuai ketentuan

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui capaian perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan

mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui

media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian

tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

Realisasi Indikator Sasaran melalui mediaformulir Pengukuran Kinerja. Kemudian

atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuandan sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Banyuasin. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian

sasaran dan indikator kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai

berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 2 3
1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS)
2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Baik (B)
3 55 % sd. 75 % Cukup (C)
4 Kurang dari 55 % Kurang (K)
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Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN PERANGKAT
DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bangkit Pendidikan

(Meningkatnya Kualitas
Pendidikan)

1 Angka Rata-rata
Lamasekolah
(Tahun)

Tahun 9 7,45 82,78 Dinas
Pendidikan dan
Kebudayan

2 HarapanLama
Sekolah (Tahun)

Tahun 12 11,95 99,58 Dinas
Pendidikan dan
Kebudayan

Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar
3 SD (%) % 0,17 0,13 123,53 Dinas

Pendidikan dan
Kebudayan

4 SLTP (%) % 0,13 0,19 53,85 Dinas
Pendidikan dan
Kebudayan

Rata-Rata Nilai Ujian (USBN/UN)
5 SD (%) % 78 78,01 100,01 Dinas

Pendidikan dan
Kebudayan

6 SLTP (%) % 82 82,08 100,10 Dinas
Pendidikan dan
Kebudayan

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 93,31 BAIK

2 Bangkit Kesehatan
(Meningkatnya Derajat
kesehatan dan
Kecukupan Gizi
masyarakat)

7 Angka Usia
HarapanHidup
(Tahun)

Tahun 69,07 69,43 100,52 Dinas
Kesehatan

8 Angka Kematian
Bayi per 1000
kelahiran hidup
(Rasio/1000
kelahiran Hidup)

Per 1.000
KH

4 2,97 125,58 Dinas
Kesehatan

9 Angka Kematian
ibu per 100.000
kelahiran hidup
(Rasio/100.000
kelahiran Hidup)

Per 1000
KH

101 68,22 132,45 Dinas
Kesehatan

10 Persentase
Penurunan
Penyandang
Disabilitas Miskin
danRentan (%)

% 77,32 102 131,92 Dinas
Kesehatan

11 Pencapaian Skor
Pola Pangan
Harapan(PPH) (%)

% 96 95,2 99,17 Dinas
Ketahanan
Pangan

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 117,93 SANGAT BAIK
3 Bangkit Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan
PerlindunganMasyarakat
(Menurunnyakriminalitas)

12 Angka Kriminalitas Nilai 1,00 -0,25 225,00 Sat Pol-PP

13 Persentase
Penurunan
Pelanggaran
Perda(%)

% 45 52,70 117,11 Sat Pol-PP

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 171,06 SANGAT BAIK

4 (Bangkit Demokrasi)
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

14 Angka Partisipasi
Pemilu (%)

% - - Badan Kesatuan
Bangsa dan

Politik

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN - -

5 (Bangkit Prestasi dan
Keimanan Masyarakat)
Meningkatnya
Masyarakat yang
berprestasi dan religius

15 Persentase

AtletBerprestasi
(%)

% 90 36,94 41,04 Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata

16 Persentase
Prestasi Bidang
Seni dan Budaya
(%)

% 45,00 16,36 36,36 Dinas Pendidikan
danKebudayan
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17 Generasi muda
HafizAl-Quran
(Orang)

Orang 325 949 292,00 Bagian
Kesejahteraan
Rakyat Setda

18 Masyarakat
KhatamQuran
(Orang)

Orang 3.500 4.201 120,03 Bagian
Kesejahteraan
Rakyat Setda

19 Persentase
PeningkatanZakat
dan Infak
MelaluiBAZNAZ
(%)

% 50 72,11 144,22 Bagian
Kesejahteraan
Rakyat Setda

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 126,73 SANGAT BAIK

6 Bangkit Pertanian
(Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
dan Nelayan)

20 Nilai Tukar
Petani(Indeks)

Indeks 102 99,45 97,50 Dinas Tanaman
Pangan dan
Holtikultura

21 Nilai Tukar
Nelayan(Indeks)

Indeks 101,5 102,89 101,37 Dinas
Perikanan

22 NilaiTukar
Pembudidaya Ikan
(Indeks)

Indeks 100,45 101,66 101,20 Dinas
Perikanan

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 100,02 SANGAT BAIK

7 Bangkit Perdagangan,
Industri, Koperasi dan
UMKM terhadap PDRB
dan Investasi
(Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan,
industri Pengolahan dan
Investasi)

Kontribusi sektor terhadap PDRB :
23 Perdagangan (%) % 12,9 14,05 108,91 Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan
Menengah,

Perindustrian dan
Perdagangan

24 Industri
Pengolahan(%)

% 24,80 25,91 104,48 Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan
Menengah,

Perindustrian dan
Perdagangan

25 Penanaman Modal
Asing (PMA)
(Perusahaan)

Perusahaan 5 0 0,00 Dinas
Penanaman
Modal dan

PelayananSatu
Pintu

26 Jumlah Nilai
PMA(Milyar Rp)

Rp 824 0,561 68,08 Dinas
Penanaman
Modal dan

PelayananSatu
Pintu

27 Penanaman Modal
Dalam Negeri
(PMDN)
(Perusahaan)

Perusahaan 5 5 100,00 Dinas
Penanaman
Modal dan

PelayananSatu
Pintu

28 Jumlah Nilai
PMDN(Milyar Rp)

Rp 747 4,732 633,47 Dinas
Penanaman
Modal dan

PelayananSatu
Pintu

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 169,16 SANGAT BAIK

8 Bangkit Tenaga Kerja
Lokal (Meningkatnya
kesempatan berusaha
dan kesempatan kerja)

29 Rasio penduduk
yangbekerja (%)

% 96,32 96,61 100,30 Dinas
Transmigrasidan
Tenaga Kerja

30 Persentase
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

% 3,68 3,39 107,88 Dinas
Transmigrasidan
Tenaga Kerja

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 104,09 SANGAT BAIK

9 Bangkit Daya Saing
Produk Daerah dan
Pariwisata (Meningkatnya

Inovasi
Teknologi dan Destinasi
Pariwisata)

31 Persentase
Pemanfaatan
Inovasi Unggulan
Daerah. (%)

% 85 85,29 100,34 Badan
Perencanaan
Pembangunan

Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan

32 Peningkatan
JumlahKunjungan
Wisata
(Orang) (DATA
BELUM ADA)

Orang 2700 3.522 130,44 Dinas
Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 115,39 SANGAT BAIK
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10 (Bangkit Infrastruktur dan
Pembangunan
Perdesaan)
Meningkatnya
infrastruktur yang baik,
merata, berwawasan
lingkungan dan naiknya
status desa

33 Persenta sejalan
Kabupaten dalam
kondisi baik ( >
40KM/Jam) (%)

% 65,45 61,95 94,65 Dinas Pekerjaan
Umum dan

PenataanRuang

34 Persentase
Dermagadalam
Kondisi Baik (%)

% 98,82 125 126,49 Dinas
Perhubungan

35 CakupanRumah
Layak Huni (%)

% 87,60 87,74 100,16 Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan

Pertanahan
36 Persentase

Penduduk
Berakses Air
Minum(%)

% 50 67,33 134,66 Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

37 CakupanLayanan
Telekomunikasi
(%)

% 87,39 97,65 111,74 Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistikdan
Persandian

38 Persentase irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik (%)

% 78 73,82 94,64 Dinas Pekerjaan
Umum dan

PenataanRuang
39 Jumlah Desa

Sangat Tertinggal
dan Tertinggal
menjadi desa
berkembang
(Desa)

Desa 215 209 97,2 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan

Desa

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 108,51 SANGAT BAIK

11 (Bangkit Kualitas
Lingkungan Hidup)
Meningkatnya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan
Resiko Bencana

40 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH) (%)

% 64,42 69,10 107,26 Dinas Lingkungan
Hidup

41 Persentase
Menurunnya
IndeksResiko
Bencana (%)

% 6 5,66 94,33 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 100,80 SANGAT BAIK

12 (Bangkit Reformasi
Birokrasi) Meningkatnya
Reformasi Birokrasi

42 Indeks Reformasi
Birokrasi (Nilai)

Nilai CC
(58,00)

CC
(57,19)

98,60 Bagian
OrganisasiSetda

43 Maturitas SPIP
(Level)

Level 3 3 100,00 Inspektorat

44 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
(Nilai)

Nilai B
(84,50)

B
(84,82)

104,12 Bagian
OrganisasiSetda

45 Nilai SAKIP
(Nilai)(BB)

Nilai B
(64,00)

B
(64,94)

101,47 Bagian
OrganisasiSetda

46 Opini BPK
terhadap Laporan
Keuangaan (Hasil
Penilaian BPK)

WTP WTP WTP 100,00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
AsetDaerah

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 100,84 SANGAT BAIK

CAPAIAN RATA-RATA 119

Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun

2018 – 2023.
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Capaian Indikator Pada
Tujuan 1

CuKkuurpang

0%9%

Baik
27% Sangat

baik
64%

Capaian Indikator Sasaran Pada
Tujuan 2

Cukup
0%

Baik
0%

Kurang
0%

Sangat
baik
100%

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran

NO TUJUAN JUMLAH
SASARAN

JUMLAH
INDIKATOR

KINERJA SASRAN

PENCAPAIAN
INDIKATORKINERJA

SASARAN
KET.

1 2 3 4 5 6

1 TUJUAN 1 2 11 BS.7 B.3 C. K.1

2 TUJUAN 2 1 2 BS.2 B C K

3 TUJUAN 3 1 1 BS B C K INDIKATOR
TIDAKDIUKUR

4 TUJUAN 4 1 5 BS.3 B C K.2

5 TUJUAN 5 4 13 BS.9 B.2 C.1 K.1

6 TUJUAN 6 2 9 BS.5 B.4 C K

7 TUJUAN 7 1 5 BS.4 B.1 C K

JUMLAH 12 46

Gambar 3.1
Capaian Indikator Sasaran
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Capaian Indikator Sasaran
Pada

Tujuan 6

KCuurkaunpg
0%

Baik
44% Sangat

baik
56%

Untuk Capaian Indikator Sasaran pada Tujuan 3 (tiga)
tidak diukur karena tidak adak pelaksanaan Pemilihan Umum di Daerah

Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2022

Capaian Indikator Sasaran
Pada Tujuan 4

Cukup
8%

Kurang
8%

Baik
15% Sangat

baik
69%

Capaian Indikator Sasaran Pada
Tujuan 5

Kurang
Cukup8%
8%

Baik
15%

Sanggat
baik
69%
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Capaian Kinerja Tujuan 3 dengan 1 Sasaran :

Misi 1

Tujuan 1

: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya Saing Tinggi Melalui Pendidikan dan Kesehatan yang
Berkulaitas

: Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi
Indikator Tujuan : IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Sasaran : 1. Bangkit Pendidikan (Meningkatkan Kualitas Pendidikan)

2. Bangkit Kesehatan (Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kecukupuan Gizi Masyarakat)

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Sasaran

RPJMD

Satuan
Target Capaian

Kinerja
Tahun

2018 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2019 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2020 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2021 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2022 (%)Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Manusia

1. Indeks Pembagunan
Manusia

67,53
98,32

67,74
98,75

69,15
96,51

70,72
94,92

72,41
93.81

66,40 66,90 66,74 67,13 67,93

Rata-Rata Capaian Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 35

Sasaran 1 : Bangkit Pendidikan (Meningkat Kulaitas Sumber Daya Sumber)

1. Angka Rata –Rata
Lama Sekolah

7,54
-

7,93
90,69

8,34
86,33

9
82,67

9
82,78

- 7,19 7,20 7,44 7,45
2. Harapan Lama

Sekolah
12,10

-
12,65

92,81
13,01

90,31
12

98,08
12

99,58
- 11,74 11,75 11,77 11,95

3. Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar

SD %
%

0,28
-(60,71)

0,26
137,931

0,23
117,39

0,18
88,89

0,17
123,53

0,73 0,36 0,19 0,20 0,13
SLTP

%
1,05

39,05
1,00

165,74
0,95

184,21
0,14

7,14
0,13

53,89
1,69 0,37 0,15 0,27 0,19

4. Rata-Rata Nilai Ujian (USBN/UN)
SD %

% 72,50
102,1

73,00
92,32

73,5
103,40

77
100,27

78,00
100,01

72 53,50 76 77,21 78,01
SLTP

%
53

67,31
67,33

85,87
54

148,19
81

100,02
82,00

100,10
52,5 45,94 80,02 81,02 82,08

Rata-Rata Capaian Kinerja 67,29 110,87 121,63 477,07 93,31

Sasaran 2 : Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi Masyarakat)
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1. Angka Harapan Hidup
Tahun

68,4
99,98

68,50
100,38

68,66
100,45

68,97
100,13

69,07
100,52

68,36 68,76 68,97 69,06 69,43

2. Angka Kematian Bayi
per 1000 kelahiran
hidup

4 - 4 100 4 65,25 4
123,50

4
125,58

3,44 5,39 3,06 2,977
3. Angka Kematian Ibu

per 100.000 kelahiran
hidup

105 - 103 100 101 50,22 103
73,49

101
132,45

108 151,28 130,31 68,221
4. Persentase

Penurunan
penyandang
disabilitas miskin dan
rentan (%)

-
98,61

31
102,26

53
42,49

43,60
92,68

77,32
131,92

61,25 31,70 22,52 40,41 102

5. Pencapaian skor pola
pangan harapan
(PPH)

87
109,31

89 100,79 91 95,82 93
96,34

96
99,17

95,10 89,70 87,20 89,6 95,2

Rata-Rata Capaian Kinerja 102,63 100,68 70,84 486,14 117,93
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Capaian Misi I Kabupaten Banyuasin dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia

mencapai kinerja yang baik dengan capaian 93.81%

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development

Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam

laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Dengan melihat data IPM dapat digunakan sebagai indikator penting untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk), dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara dan merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja

Pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas

hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan,

pendidikan dan ekonomi yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healty life). Digambarkan oleh Angka

Harapan Hidup (AHH) yakni jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai bayi

baru lahir untuk hidup, dengan asumsi angka kematian menurut umur pada saat

kelahiran sama sepanjang usia bayi.

2. Pendidikan/pengetahuan (knowladge), komponen ini diukur melalui Harapan

lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3. Standar hidup layak (decent standar of living). Digambarkan oleh pengeluran

per kapita yang disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita.

4. IPM Kabupaten Banyuasin masih masuk ketegori sedang, diharapkan IPM

Kabupaten Banyuasin terus mengalami peningkatan. Sehingga mampu

mencapai nilai rata-rata Provinsi Sumatera Selatan.
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2022

2021

2020

2019

2018

7 7,05 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35 7,4 7,45 7,5

Rata-rata Lama Sekolah

Tabel 3.5
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuasin

No Indek Pembangunan Manusia
Komponen IPM

2020 2021 2022
1 2 3 4 5
1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 68,97 69,06 69,43
2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 11,75 11,77 11,95
3 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,20 7,44 7,45
4 Pengeluaran Per Kapita (000) 9850,00 9860,00 10299,00
5 Indek Pembangunan Manusia 66,74 67,13 67,93

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

mencapai 67,13 atau tumbuh melambat 0,39 persen dibandingkan dengan capaian

Tahun sebelumnya sebesar 66,74. Peningkatan IPM tahun 2022 dibandingkan

dengan tahun 2021 sebesar 0,8 dengan capaian 67,93.

Dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini

didukung oleh yaitu:

 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2022 adalah

sebesar 7,45 tahun, meningkat dibandingkan dari Tahun 2021 sebesar 7,44 tahun.

Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Banyuasin yang berusia 25 tahun ke

atas telah menempuh pendidikan selama 7,45 tahun atau hampir menamatkan kelas

VIII.
Gambar 3.2

Rata-Rata Lama Sekolah

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022
Rata-rata Lama Sekolah 7,17 7,19 7,20 7,44 7,45

Sumber : BPS Kabupaten Banyuasin Tahun 2022
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Berdasarkan perolehan data dari pengukuran BPS Kabupaten Banyuasin

Tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banyuasin yang berusia

25 tahun keatas, mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Namun peningkatan tersebut masih belum mencapai target rata-rata lama sekolah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 yakni sebesar 9,00 tahun, dengan realisasi 7,45

tahun, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah 82,78%.

 Harapan Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2021 adalah sebesar

11,77 tahun. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas

realisasi Harapan Lama Sekolah dimana berdasarkan perolehan data dari

pengukuran BPS Kabupaten Banyuasin, diperoleh angka Harapan Lama Sekolah

Kabupaten Banyuasin adalah 11,95 tahun dengan capaian kinerja 99,58%.Artinya,

secara rata-rata anak usia 7-18 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada

Tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,95 tahun.

Gambar 3.3
Grafik Harapan Lama Sekolah

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022
Rata-rata Lama

Sekolah 11,73 11,74 11,75 11,77 11,95

Sumber : BPS Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

Harapan lama sekolah Kabupaten Banyuasin dalam kurun waktu lima tahun

terakhir antara Tahun 2018-2022 telah menunjukan peningkatan, namun realisasi

harapan lama sekolah Kabupaten Banyuasin belum mencapai target daerah yakni

12,00 tahun. Realisasi Harapan Lama Sekolah ini diharapkan dapat terus

2022 11,95

2021 11,77

2020 11,75

2019 11,74

2018 11,73
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meningkat sesuai dengan target dan Visi Misi Kabupaten Banyasin yaitu

meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berprestasi. Data

Harapan Lama Sekolah ini menggambarkan terus meningkatnya keinginan Siswa

untuk menyelesaikan wajib dasar pendidikan 12 Tahun.

 Angka DO (Angka Putus Sekolah)
Realisasi angka putus sekolah harus di bawah target yang ditetapkan, untuk

menunjukan keberhasilan yang dicapai. Hubungan antara realisasi dengan capaian

pada angka putus sekolah adalah berbanding terbalik. Semakin kecil realisasi

dibandingkan target yang ditetapkan, semakin besar capaian dan semakin baik

kinerjanya. Sebaliknya, semakin besar realisasi dibandingkan target yang

ditetapkan, semakin kecil capaian dan semakin rendah kinerjanya.

 Angka Putus Sekolah SD/MI/Sederajat
Perhitungan angka putus sekolah diperoleh dari Jumlah Siswa putus sekolah

pada jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dibagi Jumlah Siswa total SD/MI/Sederajat

dikali 100 % Berikut ini merupakan jumlah siswa total dan jumlah siswa putus

sekolah SD/MI/Sederajat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Banyuasin per 30 Desember 2022.

Tabel 3.6
Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Banyuasin Per 30 Desember 2022

No Kecamatan

JUMLAH SISWA

SD PAKET A MI
TOTAL

Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML

1 Air
Kumbang 3.236 - 3.236 - 61 61 - 284 284 3.581

2 Air Salek 3.966 60 4.026 - 103 103 - 196 196 4.325
3 Banyuasin I 6.262 254 6.516 - - - - 436 436 6.952
4 Banyuasin II 3.605 95 3.700 - 17 17 - 513 513 4.230

5 Banyuasin
III 7.029 131 7.160 79 162 241 - 752 752 8.153

6 Betung 6.081 397 6.478 - 45 45 - 424 424 6.947

7 Karang
Agung Ilir 1.555 - 1.555 - - - - - - 1.555

8 Makarti Jaya 2.847 - 2.847 - - - - 259 259 3.106

9 Muara
Padang 3.381 33 3.414 - 4 4 - 438 438 3.856

10 Muara
Sugihan 4.011 - 4.011 - - - - 822 822 4.833

11 Muara
Telang 3.990 - 3.990 - 33 33 - 674 674 4.697

12 Pulau Rimau 2.622 278 2.900 - 10 10 - 49 49 2.959
13 Rambutan 4.410 275 4.685 - 8 8 - 27 27 4.720

14 Rantau
Bayur 4.337 - 4.337 - 53 53 - 119 119 4.509
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15 Selat
Penuguan 2.147 304 2.451 - - - - 126 126 2.577

16 Sembawa 3.773 178 3.951 - 17 17 - 49 49 4.017
17 Suak Tapeh 2.205 - 2.205 - 3 3 - - - 2.208

18
Sumber
Marga
Telang

2.549 95 2.644 - - - - 435 435 3.079

19 Talang
Kelapa 16.952 1.054 18.006 - 77 77 - 1.927 1.927 20.010

20 Tanjung
Lago 4.640 - 4.640 - 1 1 - 637 637 5.278

21 Tungkal Ilir 4.030 - 4.030 - - - - 122 122 4.152

JUMLAH 93.628 3.154 96.782 79 594 673 - 8.289 8.289 105.744

Tabel 3.7
Jumlah Angka DO (Angka Putus Sekolah) Siswa SD/MI/Sederajat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Per 30 Desember 2022

No Kecamatan

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH (DO)

SD PAKET A MI
TOTAL

Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML

1 Air
Kumbang 4 - 4 - - - - 4 4 8

2 Air Salek 2 - 2 - - - - 2 2 4
3 Banyuasin I 6 - 6 - - - - 13 13 19
4 Banyuasin II 1 - 1 - - - - 5 5 6

5 Banyuasin
III 10 - 10 - - - - - - 10

6 Betung - - - - - - - - - -

7 Karang
Agung Ilir - - - - - - - - - -

8 Makarti Jaya 5 - 5 - - - - - - 5

9 Muara
Padang 10 - 10 - - - - 1 1 11

10 Muara
Sugihan 9 - 9 - - - - 1 1 10

11 Muara
Telang 2 - 2 - - - - 10 10 12

12 Pulau Rimau 3 - 3 - - - - - - 3
13 Rambutan 6 - 6 - - - - - - 6

14 Rantau
Bayur 11 - 11 - - - - - - 11

15 Selat
Penuguan - - - - - - - - - -

16 Sembawa - - - - - - - - - -
17 Suak Tapeh 2 - 2 - - - - - - 2

18
Sumber
Marga
Telang

12 - 12 - - - - - - 12

19 Talang
Kelapa 14 - 14 - - - - 2 2 16

20 Tanjung
Lago - - - - - - - 1 1 1

21 Tungkal Ilir 3 - 3 - - - - - - 3

JUMLAH 100 - 100 - - - - 39 39 139
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Gambar 3.4
Grafik Angka DO (Angka Putus Sekolah) SD/MI/Sederajat

Target Realisasi

0,48

0,19 0,18 0,20 0,17
0,13

2020 2021 2022

Tahun Target Realisasi
Capaian Kinerja

(%)

2020 0,48 0,19 160,417
2021 0,18 0,20 88,89
2022 0,17 0,13 123,53

Realisasi dan capaian kinerja Angka Putus Sekolah Tahun 2022 di

Kabupaten Banyuasin meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

dimana pada tahun 2021 pada jenjang SD/MI/Sederajat ada 213 orang siswa yang

putus sekolah dengan realisasi sebesar 0,20% dari target 0,18% capaian kinerja

pada Tahun 2021 adalah 88,89%, sedangkan pada Tahun 2022 terjadi penurunan

jumlah siswa putus sekolah menjadi 139 orang, realisasi angka putus sekolah

sebesar 0,13% dari target 0,17% dengan capaian kinerja Angka Putus Sekolah

SD/MI/Sederajat tahun 2022 adalah 123,53%.

 Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Sederajat
Perhitungan Angka putus sekolah diperoleh dari Jumlah Siswa putus sekolah

pada jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dibagi Jumlah Siswa total

SMP/MTs/Sederajat dikali 100%. Berikut ini merupakan jumlah siswa total dan

jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs/Sederajat pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Banyuasin per 30 Desember 2022.
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Tabel 3.8
Jumlah Siswa SMP/MTs/Sederajat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Banyuasin Per 30 Desember 2022

No Kecamatan

JUMLAH SISWA

SD PAKET A MI
TOTAL

Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swast
a JML

1 Air
Kumbang 825 222 1.047 - 56 56 - 675 675 1.778

2 Air Salek 1.135 234 1.369 - 196 196 - 556 556 2.121
3 Banyuasin I 2.155 256 2.411 - 73 73 - 518 518 3.002
4 Banyuasin II 934 - 934 - 84 84 - 45 45 1.063

5 Banyuasin
III 2.008 242 2.250 202 350 552 - 2.909 2.909 5.711

6 Betung 1.134 1.145 2.279 - 95 95 364 383 747 3.121

7 Karang
Agung Ilir 434 - 434 - 17 17 - 73 73 524

8 Makarti Jaya 983 - 983 - - - - 112 112 1.095

9 Muara
Padang 580 304 884 - 40 40 - 715 715 1.639

10 Muara
Sugihan 1.002 175 1.177 - - - - 619 619 1.796

11 Muara
Telang 899 241 1.140 - 66 66 - 471 471 1.677

12 Pulau Rimau 728 158 886 - 30 30 - 642 642 1.558
13 Rambutan 1.449 561 2.010 - 173 173 - 309 309 2.492

14 Rantau
Bayur 1.266 - 1.266 - 76 76 - 516 516 1.858

15 Selat
Penuguan 293 129 422 - - - - 222 222 644

16 Sembawa 1.881 162 2.043 - 58 58 - 731 731 2.832
17 Suak Tapeh 864 - 864 - 11 11 - - - 875

18
Sumber
Marga
Telang

545 260 805 - - - - 418 418 1.223

19 Talang
Kelapa 2.823 1.678 4.501 - 258 258 - 1.163 1.163 5.922

20 Tanjung
Lago 1.206 271 1.477 - 24 24 - 722 722 2.223

21 Tungkal Ilir 598 448 1.046 - - - - 49 49 1.095

JUMLAH 23.742 6.486 30.228 202 1.607 1.809 364 11.848 12.212 44.249

Tabel 3.9
Jumlah Angka DO (Angka Putus Sekolah) Siswa SMP/MTs/Sederajat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Per 30 Desember 2022

No Kecamatan

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH (DO)

SD PAKET A MI
TOTAL

Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML

1 Air
Kumbang - - - - - - - 2 2 2

2 Air Salek - - - - - - - 6 6 6
3 Banyuasin I 1 5 6 - - - - 1 1 7
4 Banyuasin II 1 - 1 - - - - - - 1

5 Banyuasin
III - - - - - - - - - -

6 Betung 1 1 2 - - - - - - 2
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7 Karang
Agung Ilir 6 - 6 - - - - - - 6

8 Makarti Jaya 7 - 7 - - - - 2 2 9

9 Muara
Padang - 4 4 - - - - - - 4

10 Muara
Sugihan 2 - 2 - - - - 2 2 4

11 Muara
Telang - 2 2 - - - - 7 7 9

12 Pulau Rimau - - - - - - - - - -
13 Rambutan - - - - - - - 1 1 1

14 Rantau
Bayur 2 - 2 - - - - 2 2 4

15 Selat
Penuguan 1 - 1 - - - - 2 2 3

16 Sembawa - - - - - - - - - -
17 Suak Tapeh - - - - - - - - - -

18
Sumber
Marga
Telang

1 - 1 - - - - - - 1

19 Talang
Kelapa - - - - - - - 4 4 4

20 Tanjung
Lago 2 - 2 - - - - 7 7 9

21 Tungkal Ilir 12 1 13 - - - - - - 13

JUMLAH 36 13 49 - - - - 36 36 85

Gambar 3.5
Grafik Angka DO (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs/Sederajat

Target Realisasi

1,07

0,27
0,15 0,14 0,13 0,19

2020 2021 2022

Tahun Target Realisasi Capaian
Kinerja (%)

2020 1,07 0,15 185,98
2021 0,14 0,27 7,14
2022 0,13 0,19 53,85

Realisasi dan capaian kinerja Angka Putus Sekolah Tahun 2022 di Kabupaten

Banyuasin meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada

Tahun 2021 pada jenjang SM/MTs/Sederajat ada 120 orang siswa yang putus sekolah

dengan realisasi sebesar 0,27% dari target 0,14% capaian kinerja pada tahun 2021
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adalah 7,14%, sedangkan pada Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah siswa putus

sekolah menjadi 85 orang, realisasi angka putus sekolah sebesar 0,19% dari target

0,13% dengan capaian kinerja Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Sederajat pada tahun

2022 adalah 53,85%.

Berbagai Program/kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuasin dan akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menekan Angka Putus

Sekolah, dengan cara menekan bahkan menggratiskan biaya sekolah, melalui

program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, yang bertujuan

untuk membantu siswa kurang mampu agar tidak lagi terbebankan oleh biaya sekolah,

sehingga mereka dapat menamatkan sekolah minimal sampai ke jenjang menengah

(SMA/SMK/MA). Selanjutnya pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan bagi

siswa kurang mampu, melalui program pemerintah pusat Program Indonesia

Pintar (PIP).

 Rata-Rata Nilai Ujian (USBN/UN)
Rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SD/MI/Sederajat yang ditetapkan tahun

2022 adalah 78,00 dengan realisasi yang diperoleh adalah 78,01. Berdasarkan

realisasi tersebut Kabupaten Banyuasin telah memenuhi target yang ditetapkan

dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,01%.

Naik dan turunnya indikator ini relative sulit di control karena bersifat individu.

Artinya bahwa indikator ini lebih ditentukan oleh Intake siswa serta proses

pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Namun proses pendidikan dan

pembelajaran di sekolah juga di pengaruhi oleh kualitas guru sebagai pendidik dan

juga kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang

kelancaran keberlangsungan pembelajaran di sekolah seperti laboratorium,

perpustakaan, buku pembelajaran, alat peraga dan lain-lain.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin untuk menaikkan angka

rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SD/MI/Sederajat dengan cara memberikan fasilitas

sarana dan prasarana yang memadai kepada siswa dan melakukan pengembangan

karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar

dengan harapan target capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat

terealisasi. Rata-rata nilai ujian untuk jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2022

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.10
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI/Sederajat Tahun 2022

No Kecamatan Jumlah
Peserta

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah
Jumlah Rata-

RataPend.
Agama PPKn B.Indo Matemat

ika IPA IPS SBK Penjas Mulok

1 Banyuasin I 996 77,03 77,22 72,92 67,61 73,53 74,13 73,50 74,38 74,62 664,94 73,88

2 Banyuasin Ii 399 80,07 81,09 78,69 77,69 80,05 78,75 81,08 79,66 78,77 715,83 79,54

3 Banyuasin Iii 1.208 78,05 77,40 75,15 73,35 75,53 77,08 76,94 77,97 76,94 688,43 76,49

4 Pulau Rimau 437 77,03 77,75 75,45 73,99 76,08 76,19 77,37 77,15 76,23 687,24 76,36

5 Betung 1.160 80,45 80,21 78,06 75,38 77,85 78,31 78,41 79,30 78,80 706,77 78,53

6 Rambutan 703 80,87 78,68 77,50 75,05 77,31 77,96 78,38 79,08 78,84 703,67 78,19

7 Muara
Padang 598 75,80 77,09 73,38 70,48 72,77 74,18 73,68 75,48 74,26 667,10 74,12

8 Muara Telang 710 81,97 82,63 80,10 78,82 81,49 80,94 81,60 79,62 80,20 727,37 80,82

9 Makarti Jaya 395 82,25 80,55 78,40 76,38 79,20 78,71 79,07 78,11 79,46 712,14 79,13

10 Talang
Kelapa 2.725 78,76 79,36 76,39 74,94 76,54 77,27 77,65 78,50 78,04 697,46 77,50

11 Rantau
Bayur 710 82,16 81,77 80,30 79,67 82,02 81,75 82,63 78,33 77,17 725,80 80,64

12 Tungkal Ilir 564 77,10 78,64 75,57 71,57 75,13 75,95 75,92 75,55 75,81 681,24 75,69

13 Tanjung
Lago 739 78,93 79,81 78,62 79,24 77,61 77,00 77,14 77,41 73,33 699,10 77,68

14 Muara
Sugihan 662 77,63 77,27 73,43 68,68 73,94 74,27 74,06 74,54 74,85 668,66 74,30

15 Air Saleh 664 79,02 79,54 77,34 73,46 76,41 77,16 76,63 78,51 76,87 694,92 77,21

16 Suak Tapeh 364 80,31 80,25 78,43 76,30 77,89 78,71 79,06 79,61 79,05 709,60 78,84

17 Sembawa 607 79,61 77,42 78,93 75,89 78,53 79,56 78,82 79,73 77,35 705,84 78,43

18 Sumber
Marga Telang 397 85,46 85,58 82,21 80,29 85,67 83,95 85,05 83,64 82,58 754,43 83,83

19 Air Kumbang 515 79,55 79,41 79,11 75,98 77,23 77,74 77,75 78,48 78,33 703,59 78,18

20 Karang
Agung Ilir 235 79,54 81,97 80,32 79,10 80,47 81,13 79,99 80,19 78,89 721,60 80,18

21 Selat
Penuguan 373 80,55 80,19 78,22 76,00 78,78 77,96 79,59 77,54 78,55 707,38 78,60

Jumlah 15.161 1672,12 1673,81 1628,50 1579,87 1634,03 1638,71 1644,34 1642,77 1628,96 14743,12 1638,12

Rata-rata 79,62 79,71 77,55 75,23 77,81 78,03 78,30 78,23 77,57 702,05 78,01

 Nilai Rata-Rata UN SMP/MTs/Sederajat
Realisasi rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SMP/MTs/Sederajat pada Tahun

2022 telah memenuhi target yang ditetapkan, dimana target rata-rata nilai ujian tahun

2022 yang ditetapkan adalah sebesar 82,00, dengan perolehan realisasi 82,08.

Perolehan capaian kinerja rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SMP/MTs/Sederajat

Tahun 2022 untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat adalah sebesar 100,10%.
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Naik dan turunnya indikator ini relative sulit di control karena bersifat individu.

Artinya bahwa indikator ini lebih ditentukan oleh Intake siswa serta proses

pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Namun proses pendidikan dan

pembelajaran di sekolah juga di pengaruhi oleh kualitas guru sebagai pendidik dan

juga kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang

kelancaran keberlangsungan pembelajaran di sekolah seperti laboratorium,

perpustakaan, buku pembelajaran, alat peraga dan lain-lain.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin untuk menaikkan angka

rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SMP/MTs/Sederajat dengan cara memberikan

fasilitas sarana dan prasarana yang memadai kepada siswa dan melakukan

pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama dengan harapan target capaian kinerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dapat terealisasi. Rata-rata nilai ujian untuk jenjang

SMP/MTs/Sederajat tahun 2022 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SMP/MTs/Sederajat Tahun 2022

No Kecamatan

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah

Jumlah Rata-
rataPendidikan

Agama dan
Budipekerti

PPKn Bahasa
Indonesia

Bahasa
Inggris Matematika IPA IPS SBK PJOK Prakarya

1 Air Kumbang 83,29 83,86 83,14 77,86 79,86 79,57 80,86 83,29 82,86 84,43 819,00 81,90

2 Air Salek 84,43 83,86 83,43 79,71 79,71 80,57 82,71 84,57 84,43 84,86 828,29 82,83

3 Banyuasin I 83,22 83,22 82,11 79,22 78,67 80,22 80,78 82,89 83,22 83,78 817,33 81,73

4 Banyuasin II 83,00 83,50 83,00 78,00 80,50 81,50 83,00 81,00 83,50 83,00 820,00 82,00

5 Banyuasin III 84,11 84,44 82,00 80,56 79,78 82,00 82,67 83,56 84,33 84,44 827,89 82,79

6 Betung 84,67 83,33 82,50 80,67 79,67 81,17 82,17 82,00 84,00 83,50 823,67 82,37

7 Karang
Agung Ilir 84,50 84,50 84,00 80,00 78,50 80,50 83,50 85,00 84,00 83,00 827,50 82,75

8 Makarti Jaya 84,25 83,50 82,75 76,75 77,00 79,50 81,25 83,50 83,50 83,50 815,50 81,55

9 Muara
Padang 83,20 82,80 82,80 79,20 78,80 80,60 80,80 83,00 83,80 84,60 819,60 81,96

10 Muara
Sugihan 83,29 83,43 82,86 77,86 77,29 80,29 80,00 82,29 83,57 84,00 814,86 81,49

11 Muara Telang 83,40 84,00 81,40 80,00 78,20 81,20 82,40 83,00 82,80 83,60 820,00 82,00

12 Pulau Rimau 83,67 82,67 82,67 77,33 81,33 80,67 83,00 83,00 84,00 83,67 822,00 82,20

13 Rambutan 84,67 84,83 82,50 79,17 79,00 81,17 81,67 85,17 84,67 85,00 827,83 82,78

14 Rantau
Bayur 82,86 84,14 81,57 81,29 77,86 80,29 82,14 83,57 83,43 82,43 819,57 81,96

15 Selat
Penuguan 80,00 82,00 81,00 78,00 78,50 80,00 80,50 79,50 81,50 84,50 805,50 80,55

16 Sembawa 84,20 83,60 84,60 80,40 79,80 81,60 81,60 83,60 83,40 83,80 826,60 82,66

17 Suak Tapeh 82,67 82,67 82,67 81,67 81,33 81,00 83,00 83,67 85,33 84,33 828,33 82,83

18 Sumber
Marga Telang 82,25 82,75 83,00 78,50 79,25 80,25 82,25 84,00 83,50 84,00 819,75 81,98
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19 Talang
Kelapa 83,83 83,17 82,83 79,33 79,08 80,33 81,75 83,17 82,75 84,00 820,25 82,03

20 Tanjung
Lago 83,14 84,14 83,00 78,29 77,71 81,00 80,86 83,14 82,71 83,43 817,43 81,74

21 Tungkal Ilir 82,50 84,13 82,13 79,38 78,63 80,25 80,25 81,63 81,25 84,75 814,88 81,49

Jumlah 1751,13 1754,54 1735,95 1663,17 1660,46 1693,67 1717,15 1744,53 1752,56 1762,62 17235,77 1723,58

Rata-rata 83,39 83,55 82,66 79,20 79,07 80,65 81,77 83,07 83,46 83,93 820,75 82,08

 Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banyuasin tahun 2018 s.d. 2022

terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,22 tahun.

Capaian ini selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya, namun berada

di bawah AHH Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya pada tahun 2022, AHH

Kabupaten Banyuasin sebesar 69,43 tahun (target 69,17 tahun), sedangkan AHH

Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,32 tahun (BPS,2022). Perbandingan dengan

Kabupaten/Kota lain di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin selalu berada di

posisi AHH tertinggi ke-5 sepanjang 2018 s.d. 2022. Adapun selisih dengan AHH

penduduk Indonesia di tahun 2022 (71,85 tahun) sebesar 2,42 tahun

(dataindonesia.id, 2022)

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian AHH Kabupaten Banyuasin

Kabupaten/Kota
Angka Harapan Hidup (Tahun)

2018 2019 2020 2021 2022

Target 68,55 68,56 68,66 68,97 69,07

Banyuasin 68,55 68,76 68,97 69,06 69,43

Sumatera Selatan 69,41 69,65 69,88 69,98 70,32

Indonesia 71,20 71,34 71,47 71,57 71,85
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Gambar 3.6
Grafik AHH Banyuasin Berdasarkan Jenis Kelamin

70,69 70,92 71,00

68,55 68,76 68,97 69,06

66,61 66,72 66,80 66,83

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan AHH antara laki- laki dan

perempuan yang selisihnya terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang

disajikan pada grafik 1. Sama persis dengan kondisi secara nasional, bahwa AHH

perempuan lebih tinggi dibanding dengan AHH laki-laki. Selisih diantara keduanya

terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,1 tahun sepanjang periode

2018 s.d. 2021.

Gambar 3.7
Grafik Jumlah Penduduk Banyuasin 2018 s.d. 2021
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Lanjut Usia Penduduk Banyuasin

Di sisi lain, penurunan jumlah penduduk tidak sejalan dengan jumlah lanjut

usia (≥ 60 tahun) yang justru menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Jumlah

lanjut usia selama periode 2018 s.d. 2021 meningkat rata-rata sebesar 2.134 jiwa

per tahun, atau total meningkat sebesar 9,85%.

Gambar 3.8
Grafik Jumlah Lanjut Usia dan Penduduk Banyuasin

Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuasin nyaris berada pada

era ageing population, yakni ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas

mencapai lebih dari 10%. Dampak situasi ini sudah perlu menjadi perhatian berbagai

pihak untuk mengupayakan agar kebutuhan lanjut usia untuk dapat tetap sehat,

mandiri, aktif, dan produktif bisa terpenuhi. Penguatan peran keluarga dalam

melakukan perawatan bagi lanjut usia dapat menjadi salah satu strategi yang selaras

dengan optimasi pelaksanaan SPM pengelolaan pelayanan kesehatan bagi lanjut

usia.

Konsekuensi menggelembungnya biaya kesehatan untuk kelompok lanjut

usia perlu diantisipasi segera dengan meningkatkan ketersediaan data dan informasi

seputar kesehatan lanjut usia. Data tersebut dapat digunakan salah satunya untuk

memetakan penyakit yang terbanyak pada lanjut usia di beberapa tahun terakhir.

Hasil pemetaan ini kemudian dimanfaatkan untuk memperhitungkan tingkat

ketergantungan lanjut usia akan bantuan orang lain, biaya kesehatan yang perlu
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dialokasikan, strategi pengembangan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan

kesehatan lanjut usia, serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan hal ini.

Optimasi pengelolaan pelayanan kesehatan lanjut usia ini selaras dengan

pendekatan terbaru dalam melihat kualitas tahun hidup yang jauh lebih penting dari

AHH, yakni ‘tahun hidup berkualitas’ (Healthy Life Expectancy/HALE). Upaya

membangun SDM yang berkulitas dan berdaya saing salah satunya ditunjukkan oleh

semakin kecilnya selisih antara AHH dan HALE (Permenkes RI Nomor 13 Tahun

2022). Sehingga tidak sekedar harapan hidup yang bertambah lama, melainkan

tahun dengan kualitas hidup yang buruk akibat penyakit atau disabilitas juga semakin

kecil (singkat).

 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
Seluruh upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak merupakan investasi

bagi negara. Anak dengan status kesehatan yang baik akan memberikan rate of

return yang lebih tinggi, baik untuk jangka waktu pendek, maupun panjang. Anak

sehat akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, dan selanjutnya akan

produktif dan lebih sehat saat dewasa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi (Beattie, Yates, dan Noble, 2016 dalam Profil Kesehatan Ibu dan

Anak, 2022).

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat

penting untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan

kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat, dan tingkat perkembangan

sosial ekonomi masyarakat. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan

masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat

pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB,

serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

AKB 2022 diperoleh dari jumlah kematian bayi < 1 tahun (48) dibagi dengan

jumlah kelahiran hidup selama tahun 2022 (16.124) dikali 100. Jumlah kematian bayi

di tahun 2019 sebanyak 57 kasus, kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan

menjadi 82 kasus, dan di tahun 2021 turun menjadi 47 kasus.
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Tabel 3.13
Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH

Indikator
Kinerja
Utama

Realisasi
2018

Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
2021

2021 Capaian
terhadap

Target Akhir
RPJMD
(%)

Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka

Kematian
Bayi

(AKB)/1.000
KH

1-5 3,44 4,90 3,06 4 2,977 125,58 100,77

KH = Kelahiran Hidup

Gambar 3.9
Grafik Angka Kematian Bayi 2018 s.d. 2022

Dibandingkan dengan AKB tahun 2018 (5/1.000 kelahiran hidup), AKB tahun

2019 berhasil turun menjadi 3,44/1.000 kelahiran hidup. Kemudian di tahun 2020

naik kembali menjadi 4,90/1.000 kelahiran hidup, di tahun 2021 turun menjadi

3,06/1.000 kelahiran hidup, dan di tahun 2022 turun menjadi 2,977. Capaian ini

melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 4/1.000 kelahiran hidup, bahkan telah

juga melampaui target akhir periode Renstra 2018 s.d. 2023, sehingga capaian

kinerja tahun ini sebesar 125,58%.
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Sampai dengan penyusunan laporan ini, tim penyusun belum menemukan

AKB provinsi dan nasional, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan terhadap

capaian keduanya.

Beberapa faktor dalam keberhasilan penurunan AKB di Kabupaten

Banyuasin selaras dengan transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk

pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan pendekatan 6 pilar. Salah satunya pilar

trasformasi layanan primer yang bertujuan untuk menciptakan calon ibu sehat

melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat, seperti:
1. Mempersiapkan ibu layak hamil.

2. Terdeteksi komplikasi kehamilan sedini mungkin di pelayanan kesehatan.

3. Persalinan difaskes.

4. Pelayanan untuk bayi yang dilahirkan.

Pilar transformasi pelayanan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan

bayi yang mengalami komplikasi, diperkuat dengan membangun jejaring RS, dimana

RS Vertikal dan Provinsi melakukan pendampingan tata kelola klinis, dan tata kelola

manajemen. Sedangkan transformasi sistem pelayanan kesehatan mendorong

pemenuhan sarana dan prasarana ibu dan bayi di fasilitas kesehatan dan

memperkuat sistem rujukan.

Upaya penurunan AKB di Kabupaten Banyuasin terlihat pada keseriusan

penanganan risiko komplikasi pada bayi baru lahir dan upaya pencegahan kematian

bayi. Tenaga Kesehatan terutama bidan di desa telah dilatih dalam menangani

persalinan, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan KB

setelah persalinan, peningkatan ANC terpadu melibatkan tim (Dokter, Bidan,

Perawat), pelatihan penanganan bayi baru lahir dalam pencegahan aspiksia dan

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), penanganan perawatan bayi baru lahir, Inisiasi

Menyusui Dini (IMD), dan tindakan kegawatdaruratan pada kelahiran serta

melakukan rujukan. Dilakukan audit kasus kematian bayi dan meningkatkan

koordinasi dengan semua pihak lintas sektor dan program terkait dalam

menurunkan AKB.
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 Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup
Kesehatan ibu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak.

Ketika seorang ibu meninggal, keluarga menjadi lebih rentan dan jika ada bayi di

keluarga tersebut, akan cenderung meninggal sebelum berusia dua tahun (WHO,

2019 dalam Profil Kesehatan Ibu dan Anak, 2022).

Mencegah kematian ibu, terutama saat persalinan menjadi perhatian baik

secara global dan nasional. Salah satu target dalam SDGs adalah mengurangi AKI

menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu

dengan penyebab kematian terkait kehamilan, bersalin, dan nifas, tetapi bukan

karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain, dari setiap

100.000 kelahiran hidup. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup

sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat

pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor dalam

sistem pelayanan kesehatan maupun faktor di luar kesehatan yang mempengaruhi

pelayanan kesehatan yang diberikan.

Tabel 3.14
Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH

Indikator
Kinerja
Utama

Realisasi
2018

Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
2021

2021 Capaian
terhadap
Target
Akhir
RPJMD
(%)

Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka

Kematian
Ibu (AKI)/
100.000
KH

92 108 137,54 130,31 101 68,221 132,45 131,09

Dibandingkan dengan target AKI tahun 2022 sebesar 101/100.000 kelahiran

hidup, maka realisasi AKI pada tahun 2022 sebesar 68,221 telah melampaui target.

AKI 2022 diperoleh dari jumlah kematian ibu sebesar 11 kasus dibagi dengan jumlah

kelahiran hidup selama tahun 2022 (16.124) dikali 100. Sebelas (11) kasus kematian

Ibu tersebut terjadi di sembilan (9) Kecamatan, dengan sebaran sebagai berikut:
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Tabel 3.15
Penyebab Kematian Ibu

No Kecamatan Jumlah Penyebab Kematian Ibu
1 2 3 4
1 Banyuasin II 2 Perdarahan dan Hipertensi Kehamilan
2 Suak Tapeh 2 Hipertensi Kahamilan
3 Sembawa 1 Perdarahan
4 Talang Kelapa 1 Gangguan Sistem Peradaran Darah

(Jantung, Stroke, dll)
5 Banyuasin I 1 Perdarahan
6 Muara Telang 1 Perdarahan
7 Sumber Marga

Telang
1 Hipertensi Kehamilan

8 Muara Sugihan 1 Hipertensi Kehamilan
9 Tanjung Lago 1 Perdarahan

Gambar 3.10
Grafik Angka Kematian Ibu

Secara keseluruhan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren AKI

mengalami penurunan, meskipun sebenarnya sampai dengan tahun 2020

mengalami kenaikan yang cukup berarti, lalu perlahan turun di tahun 2021 dan

kemudian turun cukup banyak di tahun 2022. Dibandingkan dengan target akhir

RPJMD (99 per 100.000 kelahiran hidup), kinerja saat ini sebesar 131,09%.
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Upaya penurunan AKI bukanlah urusan kesehatan semata, menimbang

dampaknya yang cukup berarti dalam menghasilkan generasi penerus yang

berkualitas. Keterlibatan lintas sektor dan lintas program terkait merupakan kunci

keberhasilan capaian indikator AKI. Tenaga kesehatan terutama bidan di desa telah

dilatih dalam menangani persalinan dan tindakan kegawatdaruratan pada kelahiran

serta melakukan rujukan. Dilakukan audit kasus kematian maternal, melengkapi alat

dukung pemeriksaan kehamilan USG di puskesmas, melatih dokter puskesmas

dalam menggunakan USG, dan mendorong setiap ibu melahirkan agar ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih seperti bidan, bukan ke dukun. Pemerintah juga

memberikan jaminan persalinan (jampersal) bagi ibu kurang mampu yang

melahirkan.

Kedepannya tetap disesuaikan dengan target SDGs, RPJPD, RPJMD, dan

Renstra Dinas Kesehatan, bahwa selain angka kematian ibu yang terindikasi dari

perbandingan jumlah kematian dan kelahiran hidup, fokus juga diarahkan pada

pencapaian penurunan jumlah kematian ibu.

 Persentase Penurunan Penyandang disabilitas miskin dan rentan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berhasil mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang diukur dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Hal ini ditandai dengan terus terjadinya tren yang cenderung mengalami penurunan

yang sangat signifikan dalam kurun waktu 19 tahun sejak tahun 2003, berdasarkan

data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan,

presentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin berada pada peringkat ke-dua

terendah se-provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2019 menyentuh angka 96,55 ribu jiwa atau 11,33 persen.

Kemudian turun lagi pada tahun 2022 ini hingga 88,55 jiwa atau 10,00 persen, bila

dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu di angka 9,71, masih butuh 0,29% lagi.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya

dengan melalui pelayanan terhadap PMKS yang melibatkan berbabagi sumber

selain dinas sosial sendiri seperti PSM, TKSK dan Kesejateraan Sosial.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan,

akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan,
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mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan berikut Indikator

Kemiskinan di Daerah Kabupaten Banyuasin yang tercatat dari tahun 2020 - 2022:

Tabel 3.16
Indikator Kemiskinan di Daerah Kabupaten Banyuasin

Indikator Kemiskinan
Indikator Kemiskinan

2020 2021 2022
1 2 3 4

Garis Kemiskinan 429.816.00 445.089.00 477.393.00

Jumlah penduduk miskin 96.270.00 94.080.00 88.550.00

Persentase Penduduk Miskin - P0 11.17 10.75 10.00

Indeks Kedalaman Kemiskinan - P1 1.14 2.00 1.86

Indeks Keparahan Kemiskinan - P2 0.18 0.45 0.45

Pada indikator kinerja utama Bupati Banyuasin persentase penurunan

penyanang disabilitas miskin dan rentan tahun 2022 realisasi kinerja telah mencapai

102 % dengan capaian kinerja sebesar 132 %. Tingkat capaian ini didapat dari

jumlah penyandang disabilitas yang telah dibantu oleh pemerintah daerah, untuk

melihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Persentase Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2021

Realisasi
2022

Capaian
2021

Capaian
2022

1 2 3 4 5 6
Persentase
Penurunan
Penyandang
Disabilitas Miskin
dan Rentan

% 40,41% 102% 92,68% 132%

Upaya dalam mencapai indikator ini adalah dengan meningkatkan pelayanan

kepada PMKS. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan adalah

Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan

Pengemis di Luar Panti.
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Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target

akhir perencanaan jangka menengah Renstra/RPJMD yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis Tahun 2019-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Persentase Perbandingan Realisasi s/d Tahun 2022

dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Satuan Realisasi s/d
Tahun 2022

Target
Tahun 2023

Capaian s/d
2022

1 2 3 4 5
Persentase Penurunan
Penyandang Disabilitas
Miskin dan Rentan

% 102% 100% 132%

Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan pada

Kabupaten Banyuasin pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar 102% dan tingkat

capaian telah mencapai 132%. Tingkat capaian ini didapat dari jumlah penyandang

disabilitas yang telah dibantu sebanyak 153 orang dari 150 orang jumlah disabilitas

dan rentan pada tahun 2022.

 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan pangan yang beragam

didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk

memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan

mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan

agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor

PPH. Skor maksimal yang dapat dicapai adalah 100 dan semakin tinggi skor PPH

yang menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Berdasarkan Proporsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Nasional

dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.11
Proporsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Nasional

Data Hasil Susenas Triwulan I Bulan Maret tahun 2022 diolah melalui

Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Tahun 2022 dengan ketentuan menggunakan

data aktual kuisioner Susenas, standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil WNPG

Tahun 2004 dan standar PPH Ideal Nasional sehingga diperoleh Skor PPH

Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Skor Pola Pangan Harapan Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

No Kelompok
Pangan

Berat
Pangan
(gram/ kp/

hari)

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Energi
(kkal/

kapita/ hari)
% %

AKE Bobot Skor
Aktual

Skor
AKE

Skor
Maks

Skor
PPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Padi-padian 339,7 1.325,3 55,0 66,3 0,5 27,5 33,1 25,0 25,0

2. Umbi-
umbian 60,4 72,5 3,0 3,6 0,5 1,5 1,8 2,5 1,8

3. Pangan
Hewani 186,5 356,7 14,8 17,8 2,0 29,6 35,7 24,0 24,0

4. Minyak dan
Lemak 29,1 261,9 10,9 13,1 0,5 5,4 6,5 5,0 5,0

5. Buah/Biji
Berminyak 2,5 14,8 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 1,0 0,4

6. Kacang-
kacangan 27,1 66,8 2,8 3,3 2,0 5,5 6,7 10,0 6,7

7. Gula 25,6 93,5 3,9 4,7 0,5 1,9 2,3 2,5 2,3

8. Sayur dan
Buah 279,5 152,1 6,3 7,6 5,0 31,6 38,0 30,0 30,0
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9. Lain-lain 112,3 65,3 2,7 3,3 - - - - -

Total 2.408,7 100,0 120,4 103,4 124,6 100,0 95,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin tahun 2022

Keterangan :
1. Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 kkal/kapita/hari.
2. Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gram/kapita/hari.
3. Data Susenas 2022.

Gambar 3.12
Grafik Perbandingan Skor PPH Konsumsi Pangan

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 terhadap Skor Ideal PPH Nasional dan Skor
Angka Kecukupan Energi (AKE) Aktual

Berdasarkan Gambar 3.12, diketahui beberapa indikator terkait kinerja

ketahanan pangan sebagai berikut:

Dari sisi konsumsi pangan, gambaran konsumsi pangan penduduk dalam

bentuk energi di tingkat rumah tangga sebesar 2.408,7 kkal/kapita/hari dimana sudah

melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari.

Perkembangan konsumsi protein penduduk tahun 2022 sebesar 75,7

gram/kapita/hari juga melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 52 gram/kapita/hari.

Komposisi konsumsi protein penduduk tahun 2022 terdiri dari 58,0% atau 43,9 gram

protein/kapita/hari asal pangan nabati dan 42,0% atau 31,8 gram protein/kapita/hari

asal pangan hewani.
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Dari segi kualitas yang ditunjukkan dari skor PPH, kualitas konsumsi pangan

penduduk Kabupaten Banyuasin sebesar 95,2 pada tahun 2021 dengan AKE 2.000

kkal/kapita/hari.

Skor AKE kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak,

gula serta sayur dan buah telah melebihi komposisi anjuran. Berdasarkan Bagan 2

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Sumber pangan karbohidrat terbagi menjadi dua (2) kelompok pangan, yaitu

kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian. Pola konsumsi sumber pangan

karbohidrat masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian dimana skor AKE

aktual sebesar 33,1 dimana skor anjurannya hanya sebesar 25. Sedangkan

konsumsi umbi-umbian belum memenuhi skor anjuran dimana skornya sebesar 1,8

masih jauh dibawah skor anjuran sebesar 2,5. Secara umum, tingkat konsumsi

energi sumber pangan karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) telah memenuhi

anjuran namun belum beragam dan seimbang. Konsumsi padi-padian sebaiknya

dikurangi kemudian divariasikan dengan mengonsumsi umbi-umbian sebagai

sumber karbohidrat.

Pola konsumsi pangan penduduk untuk pangan sumber protein hewani

masih didominasi oleh daging unggas dan ikan. Sedangkan untuk pangan sumber

protein nabati, pola konsumsi pangan masih didominasi oleh kelompok kacang-

kacangan terutama kacang kedelai dalam bentuk tahu, tempe, dan oncom. Pola

konsumsi pangan sumber protein hewani perlu diimbangi dengan lebih banyak

mengonsumsi pangan sumber protein nabati.

Pola konsumsi pangan penduduk untuk pangan kelompok minyak sumber

lemak yang masih didominasi oleh kelompok minyak dan lemak terutama minyak

goreng, margarin dan kelapa butiran sebaiknya dikurangi karena telah melebihi

anjuran. Bila mengonsumsi kelompok pangan ini secara berlebihan dapat

menyebabkan penyakit degeneratif seperti jantung koroner, kolesterol, darah tinggi

dan stroke.

Pola konsumsi pangan penduduk untuk pangan kelompok gula masih

didominasi oleh gula pasir. Proyeksi konsumsi bahan pangan ini adalah dianjurkan

untuk ditingkatkan karena belum memenuhi anjuran.
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Selain AKE konsumsi pangan, AKP juga perlu diperhatikan agar komposisi

konsumsi pangan lebih seimbang. Tingkat konsumsi energi dan protein penduduk

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3.20
Tingkat Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Penduduk

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

No Kelompok
Pangan

Konsumsi Energi Per Hari Konsumsi Protein Per
Hari

kkal/
kapita % %

AKE*)
gram/
kapita % %

AKP**)
1 2 3 4 5 6 7 9
1. Padi-padian 1.325,3 55,0 66,3 30,1 39,8 57,9
2. Umbi-umbian 72,5 3,0 3,6 0,7 0,9 1,3
3. Pangan Hewani 356,7 14,8 17,8 31,8 42,0 61,2
4. Minyak dan

Lemak
261,9 10,9 13,1 0,0 0,0 0,0

5. Buah/Biji
Berminyak

14,8 0,6 0,7 0,3 0,4 0,6

6. Kacang-
kacangan

66,8 2,8 3,3 5,3 7,0 10,3

7. Gula 93,5 3,9 4,7 0,0 0,1 0,1
8. Sayur dan Buah 152,1 6,3 7,6 5,2 6,8 9,9
9. Lain-lain 65,3 2,7 3,3 2,2 2,9 4,2

Total 2.408,7 100,0 120,4 75,7 100,0 145,6
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin tahun 2022

Keterangan :

1. Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 kkal/kapita/hari

2. Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gram/kapita/hari

Perkembangan konsumsi protein penduduk tahun 2021 sebesar

73gram/kapita/hari. telah melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 52

gram/kapita/hari.Komposisi konsumsi protein penduduk tahun 2021 terdiri dari 87,1%

atau 45,3 gram protein/kapita/hari asal pangan nabati dan 12,9% atau 27,7 gram

protein/kapita/hari asal asal pangan hewani.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja indikator skor pola pangan

harapan Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 diperoleh bahwa rasio capaian kinerja

sebesar 99,17%, dengan target kinerja indikator sebesar 96,00% dan capaian kinerja

sebesar 95,2%.
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Series1

Gambar 3.13
Grafik Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
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Target skor PPH secara nasional yang ingin dicapai untuk Tahun 2022

adalah 92,8. Sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Banyuasin

Tahun 2022 adalah 95,2. Dengan demikian, Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kabupaten Banyuasin telah melebihi target nasional.
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2. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat

Capaian Kinerja Tujuan 3 dengan 1 Sasaran :

Misi 1 : Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat
Indikator Tujuan : Angka Kriminalitas
Sasaran : Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Menurunnya Angka Kriminalitas)

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Tujuan 2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Sasaran
Satuan

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

RPJMD

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Realisasi Tahun
2018 (%) Realisasi Tahun

2019 (%) Realisasi Tahun
2020 (%) Realisasi Tahun

2021 (%) Realisasi Tahun
2022 (%)

Tujuan 2: Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Angka Kriminalitas 7,02
-

-

7,58

0,33
195,65

8,21

0,14
198,29

1,00

-0,15
215

1,00

-0,25
225,00

Rata-Rata Capaian Kinerja 215

Sasaran 1 : Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Menurunnya Angka Kriminalitas)

1. Angka Kriminalitas 7,02 -

-

7,58

0,33
195,65

8,21

0,14
198,29

1,00

-0,15
215

1,00

-0,25
225,00
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2. Persentase
Penurunan
Pelanggaran Perda
(%)

40 35
108,29

25
167,56

40
111

45
117,11

37,90 41,89 44,05 52,70

Rata-Rata Capaian Kinerja 151,79 182,925 163 171,05
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Capaian Misi ke 2 Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan dan Demokratisasi

di Banyuasin

Dengan Tujuan 2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban

Masyarakat dengan indikator Angka Kriminalitas yang mana terdapat di Indikator

kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin. Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin mempunyai

tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan

peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dan Perlindungan Masyarakat.

 Angka Kriminalitas
Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dalam mengembang misi organisasi adalah

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Banyuasin:

Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah.

Dari Target angka kriminalitas tahun 2022 sebesar 1% realisasi yang

dicapai sebesar -0,25 sehingga capaian persentase angka kriminalitas di Tahun 2022

sebesar 225%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan angka

kriminalitas di Kabupaten Banyuasin. Untuk menunjang penurunan angkakriminalitas

tersebut Satpolpp Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 melaksanakan kegiatan dalam

rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:

Kegiata pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat, kegiatan

pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan hari-haribesar, patroli lingkungan,

kegiatan deteksi dini gangguan ketertiban dan ketentraman.

Capaian indikator Persentase Angka Kriminalitas pada tahun 2021 realisasi

yang dicapai -0.15 ditahun 2022 tarjadi penurunan angka kriminalitas yaitu -0.25,

Realisasi Angka Kriminalitas bernilai minus (-) menunjukan jumlah angka kriminalitas

tahun ini (2022) lebih sedikit dibandingkan dengan angka kriminalitas tahun

sebelumnya (2021). (berdasarkan rumus perhitungan Angka Kriminalitas). Hasil

capaian indikator kinerja menunjukan semakin rendah realisasi maka semakin

tingginya kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang penurunan

angka kriminalitas tersebut antara lain: Kegiatan pengendalian kebisingan dan
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gangguan dari kegiatan masyarakat, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan,

patroli lingkungan, kegiatan deteksi dini gangguan ketertiban dan ketentraman,

Pembinaan dan Penyuluhan.

Tindak pidana yang terjadi diantaranya: pencurian dengan kekerasan, aniaya

berat, aniaya ringan, curanmor, penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik,

pelecehan seksual, KDRT, pengancaman, dan lain lain. Data tindak pidana yang

terjadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Data Tindak Pidana Kabupaten Banyuasin Tahun 2021-2022

No Kasus
Jumlah Tindak Pidana
2021 2022

1 2 3 4
1 Aniaya Berat 60 42
2 Aniaya Ringan 36 28
3 Fornografi 0 1
4 Hewan Yang Dilindungi 1 0
5 KDRT 13 12
6 Kebakaran 3 0
7 Kekerasan Anak 10 11
8 Kelalaian 2 1
9 Kesusilaan 1 0
10 Melarikan Anak Dibawah Umur 0 0
11 Melarikan Anak Gadis 0 1
12 Menguasai Lahan Tanpa Izin 0 1
13 Pelecehan Seksual 0 0
14 Pemalsuan Dokumen/Surat 1 0
15 Pemalsuan Tanda Tangan 0 0
16 Pembunuhan 4 3
17 Pemerasan 2 1
18 Penadahan 1 0
19 Pencabulan 6 5
20 Pencabulan Anak 3 4
21 Pencemaran Nama Baik 1 0
22 Pencurian Biasa 21 25
23 Pencurian Dengan Kekerasan 40 34
24 Pencurian Dengan Pemberatan 188 111
25 Pencurian Kendaraan Bermotor 11 12
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26 Pencurian Ringan 3 11
27 Penelantaran 0 0
28 Penelantaran Anak 1 1
29 Penelantaran Istri 0 0
30 Pengancaman 16 11
31 Penganiayaan 6 2
32 Pengeroyokan 48 0
33 Pengerusakan 5 4
34 Penggelapan 70 43
35 Penggelapan Dalam Jabatan 10 22
36 Penghinaan 0 1
37 Pengroyokan 1 29
38 Penipuan 28 22
39 Penjualan Bayi 0 0
40 Perampasan 0 0
41 Perbuatan Tidak Menyenangkan 5 2
42 Percobaan 0 0
43 Percobaan Bunuh Diri 2 0
44 Percobaan Pembakaran 0 0
45 Percobaan Pemerkosaan 0 1
46 Percobaan Pencurian 0 2
47 Percobaan Pencurian Kendaraan Bermotor 0 0
48 Perjudian 2 2
49 Perkosaan 1 1
50 Persetubuhan 2 0
51 Persetubuhan Anak 10 10
52 Perzinaan 1 1
53 Senjata Tajam 7 6
54 Senjata Api 3 5
55 Serobot Tanah 3 0
56 Sumpah Palsu/Keterangan Palsu 0 1
57 Uang Palsu 0 2
58 Uu Ite 3 0
59 Masuk Pekarangan 0 1

JUMLAH KASUS 631 472

Sumber : Data Tindak Pidana Polres Kab. Banyuasin Tahun 2021-2022
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Gambar 3.14
Grafik Tindak Pidana Tahun 2021-2022

Sumber : Data Tindak Pidana Polres Kab. Banyuasin tahun 2021-2022

 Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah
Target persentase penurunan pelanggaran Perda tahun 2022 sebesar 45%,

realisasi yang dicapai sebesar 52.70% sehingga capaian yang dihasilkan adalah

117,11%. Ini menunjukan tingkat pelanggaran Perda di Kabupaten Banyuasin

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena telah

Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Daerah yang ada di

Kabupaten Banyuasin. Untuk Menunjang ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Banyuasin melakukan Kegiatan diantaranya, sosialisasi Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati, penertiban perizinan, penertiban baleho dan reklame, penertiban

penyebaran penyakit masyarakat, peningkatan operasi yustisi terpadu, operasi

Penegakan Produk Hukum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Perda dan Perkada.

Capaian indikator presentase Penurunan Pelanggaran Perda pada tahun

2021 realisasi yang dicapai 44.05% ditahun 2022 terjadi kenaikan yaitu 52,70%

sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2020 presentase capaian indikator pada

tahun 2022 sebesar 117.11%.

Data Pelanggaran Perda tersebut meliputi: penertiban perizinan, penertiban

baleho dan reklame, penertiban penyebaran penyakit masyarakat, peningkatan

operasi yustisi terpadu, operasi penegakan produk hukum daerah, dan evaluasi
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terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada. Jumlah Pelanggaran Perda yang terjadi

pada setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Data Pelanggaran Perda Tahun 2021-2022

NO URAIAN
JUMLAH TINDAK

PIDANA
2021 2022

1 2 3 4
1 Perbub Nomor 179 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease-2019

287 -

2 Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman 7 -

3 Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Perizinan 5 33

4 Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 800/1155/Satpol
PP-Damkar/2020 tentang Disiplin jam Kerja Pegawai
dan Atribut Pegawai/Honorer di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin

12 -

5 Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas
peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang
Rettribusi Perizinan tertentu

4 10

6 Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua
Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah - 10

7 Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum - 31

8 Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin tahun
2019-2039

- 9

9 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung - 8
10 Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan,

Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perizinan, izin usaha
Waralaba, Pusat Pembelajaran dan Toko Moderen

- 6

11 Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang kawasan Tanpa
Rokok - 8

12 Perbub Nomor 136 tahun 2016 tentang Penataan,
Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan
Sempa dan di Kabupaten Banyuasin

- 9

13 Perbub Nomor 1 tahun 2018 tentang Retribusi
Pengendalian Manara Telekomunikasi - 10

14 Perbub Nomor 119 tahun 2018 tentang
penyelenggaraan Insprastruktur Teknologi Informasi,
Komunikasi Mendukung Smart City - 10
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15 Perbub Nomor 61 tahun 2019 tentang Pelaksanaan hari
dan jam kerja serta Sistem Kehadiran Elektronik
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin

- 5

JUMLAH 315 149

Sumber : Data Pelanggaran Perda Bidang Penegakan Perda Satpolpp Kab. Banyuasin tahun 2021-2022

Gambar 3.15
Grafik Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 – 2022

Sumber : Data Pelanggaran Perda Bidang Penegakan Perda Satpolpp Kab. Banyuasin tahun 2021-2022



3. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 3 Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi

Capaian Kinerja Tujuan 3 dengan 1 Sasaran :

Tujuan : Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi
Indikator Tujuan : Angka Partisipasi Pemilu
Sasaran : Bangkitnya Demokrasi (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi)

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Tujuan 3 Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi

Indikator Sasaran

RPJMD

Satuan
Target Capaian

Kinerja
Tahun

2018 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2019 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2020 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2021 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2022 (%)Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Manusia

1. Angka Partisipasi
Pemilu %

72,27
110,05

75
98,82

-
-

-
-

-
-

80,34 70,83 - - -

Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Bangkitnya Demokrasi (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi)

2. Angka Partisipasi
Pemilu %

72,27
110,05

75
98,82

-
-

-
-

-
-

80,34 70,83 - - -

Rata-Rata Capaian Kinerja
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 Angka Partisipasi Pemilu
Untuk tahun 2022 Angka Partisifasi Pemilu dapat dilihat di tabel bahwa target

dan realisasi yang ada bernilai nol ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak

melaksanakan Pemilu baik tingkat Nasional dan Kabupaten. Melihat juga kondisi

indonesia secara nasional ditahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi wabah pandemi

global covid-19 sehingga untuk pelaksanaan pemilu ataupun yang berkaitan dengan

hal tersebut ditunda atau dibatalkan sedangkan ditahun 2022 wabah covid 19 sudah

bisa dikendalikan namun tetap tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 capaian kinerja yang dihasilkan

mencapai 100 % atau bermakna sangat baik dengan realisasi sebesar 80,34 %

dimana angka tersebut mengambarkan persentase target partisipasi masyarakat

dalam pemilu sebesar 468.019 jiwa dari semua masyarakat yang terdaftar dalam

DPT Kabupaten Banyuasin ditahun tersebut. Di tahun 2020 sampai 2022 kondisi

sama tidak ada pemilu yang dilaksanakan nanti ditahun 2023 sudah ada persiapan

pelaksanaan pemilu untuk pemilu ditahun 2024.

Ada beberapa faktor peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu

berupa:

1. Pendidikan Politik Rakyat. Pendidikan politik sering disamakan dengan istilah

political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik.

2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik.

3. Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil kepastian

hukum, dan tertib.

4. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi Komponen Pemilih

yang berbasis: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan,

pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal,

komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet.
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4. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 4 Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius

Capaian Kinerja Tujuan 4 dengan 1 Sasaran :

Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius
Indikator Tujuan : 1. Persentase Atlet Berprestasi

2. Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya
3. Persentase Peningkatan Zakat Melalui Baznas

Sasaran : Bangkitnya Prestasi dan Keimanan Masyarakat (Meningkatnya Masyarakat yang Berprestasi dan Religius)

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Tujuan 4 Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius

Indikator Sasaran
Satuan

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

RPJMD

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Realisasi Tahun
2018 (%) Realisasi Tahun

2019 (%) Realisasi Tahun
2020 (%) Realisasi Tahun

2021 (%) Realisasi Tahun
2022 (%)

Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius

1. Persentase Atlet
Berprestasi

2. Persentase Prestasi
Bidang Seni dan
Budaya

3. Persentase
Peningkatan Zakat
dan Infak Melalui
Baznas

74
%

-

83
%

-

26,3
%

-

83
-

95

39
-

27,5

35
-

29,98

114,46

141,03

85,66

83

49,21

45

27,5

40

20,00

59,29

61,11

50,00

90

26,00

45,00

16,36

45

155,32

28,89

36,36

345,16

90

36,94

45,00

16,36

50

77,99

41,04

36,36

155,98
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Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Bangkitnya Demokrasi (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi)

1. Persentase Atlet
Berprestasi %

74
-

83
114,46

83
59,29

90
28,89

90
41,04

- 95 49,21 26,00 36,94
2. Persentase Prestasi

Bidang Seni dan
Budaya

%
33

-
39

141,03
45

61,11
45,00

36,36
45,00

36,36
- 27,5 27,5 16.36 16,36

3. Generasi Muda Hafiz
Al-Quran (Orang) Orang

245
-

265
1092,83

285
311

305
309

325
292,00

- 2.896 886,00 943 949
4. Masyarakat Khatam

Quran Orang
1.500

-
2.000

132,10
2.500

106
3.000

105.70
3.500

120,03
- 2.642 2.652 3.171 4.201

5. Persentase
Peningkatan Zakat
dan Infak Melaui
Baznas

%
26,3 35

85,66
40

50,00
45

345,16
50

144,22
29,98 20,00 155,32 72,11

Rata-Rata Capaian Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 78

Misi ketiga pada sasaran ini Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat

dengan nilai nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu

berprestasi gemilang.

 Persentase Atlet Berprestasi
Pada Tahun 2022 Presentase Pada Atlet Berprestasi yang di selenggarakan

Pada Kegiatan POPDA Pada tahun 2022 Merupakan Miniatur dan Cerminan untuk

Menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2022 yang di

selenggarakan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Event-Event Lainnya Yang

Berskala Nasional dan Internasional. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA) XVI Tahun 2022 dikabupaten/Kota Tujunan Untuk Memelihara dan

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Selain Itu Sebagai Ajang Seleksi

Dalam Rangka Pembentukan Tim Pelajaran Mengikuti Event Olahraga Pelajar dan

Junior di Tingkat Daerah.

Dari 26 cabang Olahraga POPDA XVI Tahun 2022 Sebanyak 15 Cabang

Olahraga Yang di ikuti Kontingen Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai Berikut:

Tabel 3.26
Cabang Olahraga POPDA XVI Tahun 2022

No Cabang Olahraga
Atlet Pelatih Total

PA PI Jumlah PA PI Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Atlet 6 4 10 0 4 4 14
2. Voly Indoor 10 0 10 2 0 2 12
3. Bulu Tangkis 4 4 8 3 0 3 11
4. Karate 4 3 7 3 1 4 11
5. Pencak Silat 12 7 19 3 1 4 23
6. Taekwondo 12 15 27 5 2 7 34
7. Tenis Meja 2 1 3 2 0 2 5
8. Bola Basket 12 13 25 2 1 3 28
9. Panahan 3 1 4 2 1 3 7
10. Renang 2 3 5 2 3 5 10
11. Sepak Bola 18 0 18 3 0 3 21
12. Senam 4 4 8 2 0 2 10
13. Tinju 2 0 2 2 0 2 4
14. Anggar 4 4 8 1 0 1 9
15. Wushu 2 1 3 2 0 2 5

Jumlah 97 60 157 34 13 47 204
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Perolehan Mendali Kontingen Kabupaten Banyuasin Pada Kegiatan

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajaran (POPDA XVI) Tahub 2022 adalah

Sebagai Berikut:

Tabel 3.27
Perolehan Mendali Kontingen Kabupaten Banyuasin Pada Kegiatan

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajaran (POPDA XVI) Tahun 2022

No Cabang Olahraga
Medali

Total
Emas Perak Perunnggu

1 2 3 4 5 6
1. Atletik 1 1
2. Voly Indoor 0
3. Bulu Tangkis 0
4. Karate 1 2 1 4
5. Pencak Silat 2 7 9
6. Taekwondo 2 8 11 21
7. Tenis Meja 0
8. Bola Basket 0
9. Panahan 1 1 2
10. Renang 1 1
11. Sepak Bola 1 1
12. Senam 6 5 1 12
13. Tinju 0
14. Anggar 2 2 4
15 Wushu 1 2 3

Jumlah 10 17 23 58

Tabel 3.28
Atlet Peroleh Medali

Popda XVI Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin

No Cabor Nama Atlet Jenis L/P Nomor Kategori Medali

1 2 3 4 5 6 7

1 Atletik Hazel Triana P Lari Jarak Jauh
5000m Tunggal Emas

2 Karate Adelia Syalshabella P -53kg Kumite Putri Tunggal Perak

3 Karate Falencia Debby
Melany P -42 Kg Kumite Putri Tunggal Perunggu

4 Karate Alif Jazilul Ihtiroom.
Mt L -50 Kg Kumite Putra Tunggal Perak

5 Karate Mayra Khairunnisa P -48 Kg Kumite Putri Tunggal Emas

6 Panahan Ibnu, Rifan, Siddik L Beregu Putra
Nasional Beregu Perunggu
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7 Pencak
Silat

Cek Jamil Prayuda
Dan Fikriansyah L Ganda Putra Ganda Perak

8 Pencak
Silat Wike P B Putri Tunggal Perunggu

9 Pencak
Silat Rendo Pradito L C Putra Tunggal Perunggu

10 Pencak
Silat Reni Anggraini P E Putri Tunggal Perunggu

11 Pencak
Silat Mochamat Rizky L F Putra Tunggal Perunggu

12 Pencak
Silat Ayu Soraya P F Putri Tunggal Perunggu

13 Pencak
Silat Jumila Wati P G Putri Tunggal Perak

14 Pencak
Silat

M. Priyanka Maulana
Pratama L H Putra Tunggal Perunggu

15 Pencak
Silat Raka Pratama L I Putra Tunggal Perunggu

16 Renang Fika Nur Ambiya P Renang 200 M Gaya
Ganti Tunggal Perunggu

17 Senam Abin Terli L Serba Bisa Tunggal Emas

18 Senam Beregu Artistik Putra L Beregu Beregu Emas

19 Senam Maria Yulyasih
Sihotang P Meja Lompat Tunggal Perunggu

20 Senam Muhammad Alfariz
Akbar Jonsi L Volting Table Tunggal Perak

21 Senam Jessica Azzahra Putri
Kusuma P Vaulting Tunggal Emas

22 Senam M.Daffa Fernanda L Pommle Tunggal Emas

23 Senam Abin Terli L Serba Bisa Tunggal Emas

24 Senam Ragil Aisyah Aprilia L Serba Bisa Tunggal Perak

25 Senam Abin Terli L Voulting Tunggal Emas

26 Senam Ragil Aisyah Aprilia P Palang Bertingkat Tunggal Emas

27 Senam Ragil A + Maria +
Jesica P Beregu Putri Beregu Perak

28 Taekwondo M Rafeyfa Akbar L Poomsae Individu
Putra Tunggal Emas

29 Taekwondo Afdal Januar L Poomsae Freestyle
Individu Tunggal Emas

30 Taekwondo Namira Muthmainah
dan M Rafeyfa L/P Poomsae Mix Ganda Perak

31 Taekwondo
M Rafeyfa, Afdal
Januar, Nayer Dwi

Cristian
L Poomsae Beregu

Putra Beregu Perak

32 Taekwondo M Ali Akbar L Kyourugi Under 48
Putra Tunggal Perak

33 Taekwondo Hanna dan Nadiar
dan Naila P Poomsae Beregu

Putri Beregu Perak
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34 Taekwondo Java Alwi Mahsani L Kyourugi Under 51
Putra Tunggal Perak

35 Taekwondo M Syahman Khadavi L Kyourugi Under 45
Putra Tunggal Perak

36 Taekwondo Ibrey Valentinus
Sembiring L Kyourugi Under 59

Putra Tunggal Perunggu

37 Taekwondo Dovio Anugrah L Kyurigi Under 63
Putra Tunggal Perunggu

38 Taekwondo M Fazli Muffarid L Kyurigi Under 65
Putra Tunggal Perunggu

39 Taekwondo Namira Muthmainah P Poomsae Individual
Putri Tunggal Perunggu

40 Taekwondo Popi Dwi Kenzabrina P Kyourugi Under 42
Putri Tunggal Perunggu

41 Taekwondo Ummi Rusyana P Kyourugi Under 46
Putri Tunggal Perunggu

42 Taekwondo Intan Nuraini P Kyourugi Under 59
Putri Tunggal Perunggu

43 Taekwondo Rani Lian Jaya P Kyourugi Under 55
Putri Tunggal Perunggu

44 Taekwondo Khanza Renata
Angelina P Kuyourugi Under 44

Putri Tunggal Perunggu

45 Taekwondo Sifa Aulia Cantika P Under 63 Putri Tunggal Perunggu

46 Taekwondo Irfan Lazuardi L Kyourugi Under 73
Putri Tunggal Perunggu

47 Taekwondo Sofi Nada P Under 49 Putri Tunggal Perak

48 Taekwondo Chinta Ratu Jennisa P Poomsae Freestyle Tunggal Perak

49 Sepak Bola Aditia Prananda L Beregu Beregu Perak

50 Sepak Bola Andika L Beregu Beregu Perak

51 Sepak Bola Arya Panca Dinata L Beregu Beregu Perak

52 Sepak Bola Diki Wahyudi L Beregu Beregu Perak

53 Sepak Bola Fasa Dito Saputra L Beregu Beregu Perak

54 Sepak Bola Irhasono Widodo L Beregu Beregu Perak

55 Sepak Bola M.Ahzami Muhtadin L Beregu Beregu Perak

56 Sepak Bola Marionaldo Aprienzy L Beregu Beregu Perak

57 Sepak Bola Muhamad Bintang
Negara L Beregu Beregu Perak

58 Sepak Bola Muhamad Ilham L Beregu Beregu Perak

59 Sepak Bola Muhammad Fedi
Alzhaqiah Hartono L Beregu Beregu Perak

60 Sepak Bola Muhammad Fiqi L Beregu Beregu Perak

61 Sepak Bola Muhammad Hendra
Pratama L Beregu Beregu Perak

62 Sepak Bola Muhammad Luthfi
Hakim L Beregu Beregu Perak
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40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2021 2022

26.00 %

36.94%

63 Sepak Bola Kezel Narendra L Beregu Beregu Perak

64 Sepak Bola Tegar Rizky Adi L Beregu Beregu Perak

65 Sepak Bola Yoga Hadinata L Beregu Beregu Perak

66 Sepak Bola Zaim Almubarok L Beregu Beregu Perak

Dengan Ini Kabupaten Banyuasin mengumpulkan 10 mendali emas 17

mendali perak dan 23 mendali perunggu dan memposisikan Kabupaten berasa di

uratan ke 7 dari 17 Kabupaten/Kota sesumatera selatan maka presentasi atlet

berprestasi untuk kegiatan pada pekan olahraga pelajar daerah POPDA yaitu pada

Jumlah atlet berprestasi untuk tahun 2022 ada 58 orang sedangkan total jumlah atlet

yang dikirim itu ada 157 orang maka presentase atlet berprestasi di Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sejumalah 36,94% Pada Tahun 2022.

Gambar 3.16
Grafik Persentase Atlet Berprestasi di Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

Dari uraian tersebut diatas disampaikan bahwa kegiatan penyelenggaraan

pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) XVI Tahun 2022. Ini sangat bermanfaat

bagi kalangan pelajar yang berprestasi dibidang olahraga, karne bias memberikan

pelatihan sekaligus pelajaran kepada genarasi muda khususnya dibidang olahraga

supaya lebih baik lagi dan bisa melahirkan atlet yang berpotensi dan berkualitas.
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 Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya
Persentase prestasi bidang seni dan budaya pada tahun 2022 ini belum

mencapai target yang ditetapkan, target yang ditetapkan adalah 45,00%. Realisasi

persentase prestasi bidang seni dan budaya pada tahun 2022 ini adalah 16,36%, tidak

tercapainya target ini disebabkan kurangnya penyelenggaraan event seni dan budaya

Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang diikuti. Rencana dan solusi

kedepan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin adalah

dengan meningkatkan penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat Kabupaten

dan mendorong para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Banyuasin agar dapat

berpartisipasi dalam event seni dan budaya yang diselenggarakan baik di tingkat

Kabupaten, Provinsi ataupun Nasional, sehingga target prestasi bidang seni dan

budaya dapat tercapai.

Tabel 3.29
Daftar Sanggar Tari Berprestasi

No Nama Group Kesenian Asal Ket
1 2 3 4
1 Sanggar Seni Sedulang Setudung Banyuasin III Tari
2 Sanggar Seni Bunga Serumpun Banyuasin III Tari
3 Sanggar Tulip SMA Plus Banyuasin III Tari
4 Buga Sari Betung Tari
5 Putri Bungsu Banyuasin III Tari
6 Srikandi Banyuasin III Tari
7 Muthardi Betung Tari
8 Putri Mahligai Banyuasin III Tari
9 Betuah Banyuasin III Tari

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuasin untuk meningkatkan hasil capaian prestasi bidang seni dan budaya

dengan cara memberikan fasilitas, sarana dan prasana yang memadai serta

menyelenggarakan program dan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan

prestasi bidang seni dan budaya. Salah satunya dengan mengembangkan Program

pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pelestarian kesenian tradisional dan

pemajuan objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuasin.
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Tabel 3.30
Daftar Pemajuan Objek Kebudayaan

No Objek Pemajuan
Kebudayaan

Objek Pemajuan
Kebudayaan yang

ada

Objek Pemajuan
Kebudayaan yang

dilindungi
1 2 3 4
1 Bahasa 5 5
2 Manuskrip 2 2
3 Adat Istiadat 20 20
4 Situs 3 3
5 Tradisi Lisan 27 27
6 Pengetahuan Tradisional 82 82
7 Teknologi Tradisional 27 27
8 Seni 103 103
9 Permainan Rakyat 19 19
10 Olahraga Tradisional 7 7
11 Cagar Budaya 30 30

Jumlah 325 325

 Generasi Muda Hafiz Al-Qur”an
Generasi Muda Hafiz Al-Qur”an mencapai 949 orang dari target 325 orang,

hal ini didukung oleh Pemerintah yang memberikan peluang besar kepada hafis

Qur’an diterima sebagai TNI/ASN dan Pemerintah memberikan peluang beasiswa

didalam maupun diluar Negeri. Peningkatan peserta dari tahun 2021 yang berjumlah

943 menjadi 949 orang di tahun 2022 tidak begitu signifikan itu dikarenakan adanya

beberapa kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya tenaga pendidik/ustadz

yang mengajar santri, belum tersedianya gaji bagi ustadz-ustadzah yang mengajar

sehingga para ustadz beralih profesi untuk mencukupi kebutuhannya. Kegiatan ini

dilaksanakan satu tahun sekali.

Capaian indikator Generasi Muda Hafiz Al-Qur’an telah mencapai target

capaian100% dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan

target 325 orang dan dapat terealisasi 949 orang peserta terbaik mendapat 292%

peserta terbaik yang didapat.

Persemian rumah untuk para penghatam Al-Quran dalam mewujudkan

Banyuasin Religius seperti yang dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet

Somosentono meresmikan Rumah tahfidz dan ruang pintar Al-Jama’ Kecamatan

Banyuasin III di Kelurahan Pangkalan Balai Kabupaten Banyausin tidak hanya

dikenal sebagai lumbung pangan saja, tapi juga dikenal sebagai daerah relegius.
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Bagaimana tidak, dalam tiga tahun terakhir, 55.000 penghapal Al-Qur’an dicetak dan

68 Rumah Tahfidz berdiri. Ini menunjukan program Banyuasin Religius berjalan

dengan baik.

Gambar 3.17
Pelaksanaan Generasi Hafiz Al-Quran

 Target Masyarakat Khatam Qur'an
Target Masyarakat Khatam Qur'an 3500 orang, namun adanya dukungan

dari Pemerintah dengan kegiatan membaca dan mengkhatam Al-Qur'an sehingga

tercapainya target realisasi Masyarkat Khatam Qur'an mencapai 4.201 orang di

tahun 2022. Peningkatan Peserta dari tahun 2021 sangat signifikan dari 2714

menjadi 4.201 di tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali.

Capaian Indikator Masyarakat Khatam Qur’an telah mencapai target

capaian100% dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan

target 3500 orang santri terealisasi sebanyak 4.201 orang wisudawan Santri

di tahun 2022 mencapai 120,03% peserta Khatam Qur’an.

https://www.akselnews.com/tag/penghapal-Al-Qur%E2%80%99an
https://www.akselnews.com/tag/Rumah-Tahfidz
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Untuk khatam Alquran, sebanyak 3.386 orang terlaksana telah dilakukan

Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin. Dalam kegiatan safari

ramadhan dan tarawih keliling Tahun 1443 H / 2022 M, Banyuasin menyampaikan,

dalam suasana ramadhan kali ini dirinya mengharapkan agar masyarakat aktif dalam

kegiatan keagamaan dilingkungan tempat tinggal. Terlebih pada ramadhan kali ini

Pemerintah Banyuasin menggerakan kegiatan khatam Alquran.

Gambar 3.18
Pelaksanaan Masyarakat Khatam Qur’an bersama Bupati dan Wakil Banyuasin pada

saat Pelaksanaan Safari Romadhan

 Persentase Peningkatan Zakat dan Infak melalui BAZNAS
Zakat dan Infak melalui BAZNAS dari target 50% terealisasi mencapai

72,11%, sehingga capaian yang di dapat mencapai 144,22%, terdapat kenaikan

yang signifikan capaian persentase yang diperoleh dikarenakan kepercayaan

masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadaqoh di BAZNAS. Akan tetapi

pelayanan BAZNAS akan tetap ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan

lebih tertarik membayar zakat di BAZNAS, managemen dana zakat dikelola secara

transparan sehingga masyarakat lebih termotivasi, lokasi dan tempat promosi serta

sosialisasi BAZNAS yang telah berjalan dengan baik, dan BAZNAS telah

meningkatkan Sumber Daya Manusia secara professional.
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Gambar 3.19
Penyerahan Zakat dan Infak pada masyarakat melalui BAZNAS
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RPJMD

Indikator Sasaran Target Capaian
Kinerja
Tahun
2018 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2019 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2020 (%)

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja
Tahun
2021 (%)

Target
Satuan

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Capaian
Kinerja
Tahun
2022 (%)

Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian

1. Pertumbuhan
Ekonomi

5,08-5,88 5,08-5,88 5,08-5,88 5,08-5,88 5,08-6,08

5,10
-

5,22
-

0,13
-

3,84
75,59

53,32
100,00

5. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 5 Meningkat Kesejahteraan Perekonomian

Capaian Kinerja Tujuan 5 dengan 4 Sasaran :

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian
Indikator Tujuan : 1. Pertumbuhan Ekonomi

2. Laju Inflasi
3. Indeks Rasio Gini
4. Angka Kemiskinan

Sasaran : 1. Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan)
2. Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya Kontribusi

Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan dan Investasi
3. Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kesempatan Kerja)
4. Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Peristiwa (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Tujuan 5 Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius
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2. Laju Inflasi

3. Indeks Gini

4. Angka Kemisikinan

-
-

-

0,301

0,34

11,27

11,32

-

-

0,298

0,33

11,07

11,33

-

-

0,295

0,323

10,13

11,17

-
- -

-

0,292

0,320

9,55

10,75

8,78

10

Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

1. Nilai Tukar Petani
(Indeks)

2. Nilai Tukar Nelayan
(Indeks)

3. Nilai Tukar
Pembudidaya (Indeks)

-
Indeks

-

-
Indeks

-

-
Indeks

-

99
-

98,35

101,3
-

96,53

99,45
-

99,25

99,34

95,57

100,01

100

98,68

101,3

99,32

99,45

99,47

98,68

98,05

100,02

101

99,71

101

102,71

99,95

99,98

98,72

101,31

100,03

102

99,45

101,5

102,89

100,45

101,66

97,50

101,37

101,20

Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 2 : Bangkitnya Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan, Industri
Pengolahan dan Investasi)

1. Perdagangan 12,5
%

12,19
128,39

12,3

12,90
104,88

12,5

13,40
107,20

12,7

13,22
104,09

129,9

14,05
108,91
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2. Industri Pengolahan
%

-
-

24,00
107,17

24,22
107,2

24,34
106,33

24,80
104,48

- 25,72 25,97 25,88 25,91
3. Penanaman Modal

Asing (PMA) Perusa
haan

34
-

40
153,33

15
20

4
0,00

5
0

- 23 3 0 0
4. Jumlah Nilai PMA

Rp
4.288

-
2.646 1.110

36,96
793

14,50
0,824

68,08
- 246 410 115 0,561

5. Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) Perusa

haan
122

-
128 6

83,33
4

75,00
5

100,00
- 5 5 3 5

6. Jumlah Nilai PMDN
Rp

2.525
-

3.144 1.179
53,05

710
291,69

0,747
633,47

- 1.520 626 2.071 4,732

Rata-Rata Capaian Kinerja 98,60

Sasaran 3 : Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusahan dan Kesempatan Kerja)

1. Rasio Penduduk yang
Bekerja %

96,75
-

97,15
99,39

97,55
99,62

96,18
100,00

96,32
100,30

- 96,55 97,17 96,18 96,61
2. Persentase Tingkat

Pengangguran
Terbuka

%
3,25

-
2,85

120,94
2,45

84,49
3,82

100,00
3,68

107,88
- 3,45 2,83 3,82 3,39

Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 4 : Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)
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1. Persentase
Pemanfaatan Inovasi
Unggulan Daerah

%
20

-
38 55

104,89
70

103,89
85

100,34
- 47,05 57,69 72,72 85,29

2. Peningkatan Jumlah
Kunjungan Wisata

760
-

1.520
6,59

1.970
768,20

2.400
140,58

2700
130,44

- 100,20 15.135 3.374 3.522

Rata-Rata Capaian Kinerja 122,23
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Misi ke Empat pada sasaran ini yaitu Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya

Alam, Sumber Daya Ekonomi menuju Banyuasin yang sejaterah.

 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Ekonomi Banyuasin Tahun 2022

terhadap Tahun 2021 tumbuh sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan terjadi pada

semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi

adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,91 persen; diikuti

Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,84

persen; serta Konstruksi sebesar 9,27 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 2,32 persen.

Sedangkan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,37 persen.Gambar Pertumbuhan

PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen).

Gambar 3.20
Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha

 Indeks Rasio Gini
Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk

mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa

tentang Gini Ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila Gini Ratio

tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila Gini Rationya

lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan

tinggi apabila Gini Rationya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan
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perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banyuasin untuk kurun waktu 2016–2022

sebagai berikut :

Tabel 3.32
Gini Ratio Kabupaten Banyuasin Tahun 2016-2022

No Tahun Gini Ratio
1 2 3
1 2016 0,30
2 2017 0,32
3 2018 0,34
4 2019 0,33
5 2020 0,32
6 2021 0,32
7 2022 -

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

 Angka Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah

baik dipusat maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program

disusun dalam mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari

kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin di

Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2022 mengalami penurun dibanding dengan

tahun sebelumnya ini tentu tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin

melalui program dan inovasi yang dilakukan selama ini. Pada tahun 2003 jumlah

penduduk miskin Banyuasin sebanyak 156,40 ribu jiwa atau 22,80 persen. Pada,

tahun 2012 sebanyak 87,87 jiwa atau 11,27 persen. Lalu, tahun 2015 mengalami

kenaikan menjadi 100,64 ribu jiwa atau 12,45 persen. Angka kemiskinan ini kembali

turun. Pada tahun 2019 menyentuh angka 96,55 ribu jiwa atau 11,33 persen.

Kemudian turun lagi pada tahun 2022 ini hingga 88,55 jiwa atau 10,00 persen.
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Tabel 3.33
Indeks kedalam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

di Kabupaten Banyuasin

Tahun year
Indeks Kedalaman

Kemiskinan Poverty Gap
Indek

Indeks Keparahan
Kemiskinan Poverty

Sevwrity Indek
1 2 3

2015 1,34 0,26
2016 1,50 0,29
2017 1,85 0,49
2018 2,21 0,62
2019 1,57 0,33
2020 1,14 0,18
2021 2,00 0,45
2022 1,86 0,45

 Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat

tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of

trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk

biaya produksi.

Tabel 3.34
Capaian Nilai Tukar Petani 2019-2022

Nilai
Tukar
Petani

Target Realisasi

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022

95 97 101 102 103 98,35 98,68 99,71 99,45

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2022 turun 0,26

persen dari 99,71 menjadi 99,45. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang

diterima petani menurun. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami

kenaikan. Penurunan NTP Tahun 2022 dipengaruhi oleh turunnya dua subsektor

pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Tanaman Hortikultura.

Peningkatan produksi subsektor Tanaman Pangan yaitu Padi pada tahun

2022 produksi padi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hanya sebesar

0,33 persen dari produksi padi tahun 2021. Sedangkan Produksi Jagung pada tahun

https://www.idxchannel.com/tag/Petani
https://www.idxchannel.com/tag/NTP
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2022 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 35,80 persen dari

produksi tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan iklim terhadap

perubahan pola curah hujan, terdapat penurunan Indeks Pertanaman (IP) dan

adanya gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Tabel 3.35
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

Rincian
Bulan

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Rata-
rata

1.

Indeks
Harga yang
Diterima
Petani (lt)

100.23 100.72 100.70 100.68 99.98 99.65 100.00 99.66 99.40 99.40 99.08 101.55 100.09

Padi 100.27 100.84 100.76 99.80 99.84 99.60 100.60 99.89 100.29 99.28 98.50 100.70 100.21

Palawija 100.00 100.00 100.01 98.72 99.67 99.94 96.94 93.29 88.95 88.95 89.25 89.24 95.41

2.

Indeks
Harga yang
Dibayar
Petani (lb)

100.29 100.29 100.35 100.63 100.91 100.77 100.58 99.48 100.03 99.94 100.18 101.07 100.38

Indeks
Konsumsi
Rumah
Tangga

100.43 100.44 100.53 100.91 101.27 101.03 101.14 99.57 99.54 99.39 99.53 100.38 100.35

Bahan
Makanan 101.24 101.26 101.44 102.20 102.91 102.38 102.61 99.28 99.65 99.2 99.4 101.22 101.07

Makanan
Jadi,
Minuman,
Rokok &
Tembakau

99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.21 99.21 99.42 99.42 99.22

Perumahan
, Air Listrik,
Gas &
Bahan
Bakar

100.03 100.04 100.09 100.16 100.33 100.41 100.41 100.38 98.27 98.34 98.37 98.41 99.60

Sandang 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 100.04 100.08 100.10 100.1 99.95

Kesehatan 100.12 100.14 100.14 100.43 100.55 100.55 100.55 100.55 101.04 101.04 101.04 101.12 100.60

Pendidikan,
Rekreasi dan
Olahraga

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 99.92

Transportasi dan
Komunikasi 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.48 100.52 100.52 100.13

Indeks BPPBM 99.92 99.87 99.87 99.85 99.95 100.08 100.08 99.25 101.33 101.43 101.93 102.94 100.46

Bibit 100.00 100.00 100.00 99.80 100.1 100.78 100.78 101.12 93.17 93.17 94.01 95.44 98.20

Pupuk dan Obat-
obatan 99.52 99.56 99.56 99.59 99.60 99.86 99.86 99.96 105.84 106.27 108.18 112.12 102.48

Sewa, Pajak dan
Pengeluaran
Lainnya

100.12 99.48 99.48 99.48 100.21 100.21 100.21 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.97
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Transportasi 100.00 100.00 100.00 99.93 99.95 99.95 99.95 100.29 121.59 121.59 121.67 122.00 107.19

Barang Modal 100.14 100.14 100.14 100.14 100.14 100.30 100.30 106.64 106.64 106.64 106.64 106.66 103.39

Biaya Buruh Tani 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 98.47

Nilai Tukar
Petani (NTP) 99.93 100.43 100.34 100.05 99.07 98.89 99.42 98,30 99.37 99.45 98.9 98,05 99,45

Nilai Tukar
Usaha Rumah
Tangga
Pertanian
(NTUP)

100.31 100.85 100.83 100.83 100.03 99.75 100.92 100.41 98.09 98.00 97.21 98.65 99.64

Sedangkan untuk Tanaman Hortikultura mengalami penurunan, dimana

untuk tanaman cabai produksi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,58

persen dari produksi sebelumnya yaitu tahun 2021. Dan untuk tanaman jeruk

mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 60,06 persen dari produksi

tahun 2021.

Sebagai saran bagi pemerintah salah satu cara untuk meningkatkan NTP

adalah dengan meningkatkan pendapatan petani melaluli IP300 dengan pola usaha

petani terpadu akan mengurangi resiko akibat kegagalan produksi dari suatu

tanaman tertentu, meningkatkan harga jual komoditas tanaman pangan baik padi

maupun jagung sehingga layak diterima petani sehingga meningkatkan pendapat

dan meminimalkan pengaruh eksternal dan menghindari resiko.

Selain itu pemerintah dan masyarakat petani harus saling melakukan

koordinasi terkait bantuan atau program yang akan diberikan seperti subsidi pupuk,

alsintan, dan bantuan lainnya. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama

pemerintah adalah terkait kualitas sumberdaya manuasia yang harus ditingkatkan

melalui pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan dan sebagainya.

 Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Rata-rata NTN dari bulan Januari-Desember 2022 di Kabupaten Banyuasin

adalah sebesar 102,89 atau telah tercapai 101,37 persen dari target tahun 2022

yaitu sebesar 101,5. Selama tahun 2022, NTN mengalami tren kenaikan dan

mencapai nilai tertinggi pada bulan November 2022 dengan nilai mencapai 116,90

dan terendah pada bulan Juni yaitu sebesar 83,54. Hal ini menunjukkan

menunjukkan bahwa indeks yang diterima oleh nelayan (IT) dibandingkan dengan

indeks yang dibayar (IB) berada tidak jauh dari titik impas yaitu 100. Namun

demikian, capaian ini tetap menunjukkan hal yang cukup baik dimana kenaikan
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indeks yang diterima masih lebih besar dibandingkan indeks yang dikeluarkan.

Penurunan nilai NTN terbanyak terjadi pada bulan Juni dan meningkat kembali pada

bulan Juli 2022. Kondisi ini menggambarkan bahwa sepanjang Juni 2022, terjadi

peningkatan indeks harga yang dibayar meliputi harga berbagai komoditas lain yang

dikonsumsi oleh nelayan dan biaya operasional, dan indeks harga yang diterima

meliputi harga komoditas perikanan yang menurun.

Gambar 3.21
Grafik Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2022

Pergerakan NTN tahun 2022 memberikan gambaran tentang dinamika

tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Kecenderungan variasi NTN ini

terjadi karena pengeluaran konsumsi yang tidak tetap, juga pendapatan usaha

perikanan tangkap yang kurang menentu karena dipengaruhi oleh hasil tangkapan,

jenis ikan, musim penangkapan dan harga ikan hasil tangkapan. Hal ini diduga

karena adanya perubahan biaya usaha perikanan tangkap seperti bahan bakar

minyak, pengurangan sumberdaya ikan karena adanya pertambahan jumlah armada

tangkap setiap tahunnya, serta adanya kenaikan harga barang-barang konsumsi

kebutuhan dasar keluarga nelayan.

Jika dibandingkan NTN Tahun 2021 yaitu sebesar 102,79, realisasi tahun

2022 mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen. Sedangkan jika dibandingkan

dengan target NTN sampai akhir renstra tahun 2023 sebesar 101,6 capaian tahun

2022 sudah melampaui target dengan capaian 101,26 persen. Realisasi Nilai Tukar
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Nelayan NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2018-2023 relatif mengalami

kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar 94,99, tahun 2019 sebesar 96,53,

tahun 2020 sebesar 99,32, tahun 2021 sebesar 102,73 dan pada tahun 2022

mengalami kenaikan sebesar 102,89. Keberhasilan pencapaian NTN didorong oleh

adanya upaya merealisasikan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten banyuasin yaitu

terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang diimplementasikan dengan

menjaga produktivitas perikanan tangkap sekaligus harga komoditas di tingkat

nelayan tidak turun atau bahkan cenderung naik dan menekan biaya yang

dikeluarkan oleh nelayan.

Gambar 3.22
Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan tahun 2018-2022

Agar dijadikan sebagai perhatian bagi nelayan untuk secepatnya melakukan

investasi pada saat diperoleh pendapatan yang berlebih misalnya dengan

pengadaan alat/sarana penangkapan ikan yang lebih modern guna mengantisipasi

resiko penurunan pendapatan pada saat musim paceklik seperti pada saat cuaca di

wilayah penangkapan tidak bersahabat untuk melakukan penangkapan ikan, atau

jumlah stok ikan di wilayah penangkapan yang disebabkan oleh aktivitas

penangkapan berlebih dan pola migrasi ikan di waktu-waktu tertentu. Upaya untuk

meningkatkan penerimaan nelayan dapat disarankan melalui perbaikan teknologi

penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan

melalui berbagai pelatihan. Sedangkan upaya untuk mengefisienkan biaya dapat
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dilakukan melalui pembebasan biaya atau subsidi mesin dan alat tangkap,

pengadaan stasiun bahan bakar minyak (BBM) di dekat lokasi Pelabuhan Perikanan

dan wilayah penangkapan dengan harga subsidi yang mempermudah nelayan untuk

melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Gambar 3.23
Grafik Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Gambar diatas memperlihatkan capaian perbandingan realisasi Nilai Tukar

Nelayan (NTN) terhadap Nilai Tukar Pembudiaya Ikan (NTPi) selama tahun 2022.

Terlihat bahwa capaian nilai NTN sebesar 102,89 cenderung lebih besar

dibandingan dengan capaian nilai NTPi yakni sebar 101,66. Hal ini menunjukkan

harga yang diterima nelayan lebih besar dibandingkan harga yang diterima oleh

pembudidaya ikan.

Keberhasilan dalam mencapai target NTN tahun 2022 merupakan dampak

dari meningkatnya pendapatan yang diperoleh nelayan dengan didukung program

dan beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten

Banyuasin melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan: (1)

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa

dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kotayang diimplementasikan melalui sub kegiatan Penyediaan Data dan

Informasi Sumber Daya Ikan serta Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha
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Perikanan Tangkap, (2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah

Kabupaten/Kotayang diimplementasikan melalui sub kegiatan Pengembangan

Kapasitas Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Adapun capaian kegiatan prioritas yang disalurkan kepada nelayan di tahun

2022 mencakup : (1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

sebanyak 886 unitsarana usaha perikanan tangkapyang terdiri dari cool box, mesin

kapal, jaring, rawai, dan kapal penangkapan ikan untuk perairan darat berukuran

lebih kecil dari 3 GT ditujuh lokasi (Kec. Air Salek, Sumber Marga Telang, Rambutan,

Tanjung Lago, Muara Telang, Makarti Jaya, Banyuasin I), (2) Pengembangan

Kapasitas Nelayan Kecilberupa pelatihan yang diberikan kepada sebanyak 10 orang

nelayan Perairan Umum Daratan (PUD) di satu lokasi (Kec. Banyuasin I), (3)

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan

Kecilsebanyak 6 kelompok nelayan di 4 lokasi (Kec. Banyuasin II, Sumber Marga

Telang, Air Salek, Banyuasin I), (5) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha untuk 842 orang nelayan berupa polis

asuransi nelayan di satu lokasi (Kec.Banyuasin II).

 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga

yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh

pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan atau daya beli

pembudidaya ikan. Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami

surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi,

nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga

produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100

berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada

kenaikan harga konsumsi. Sementara nilai tukar usaha pembudidaya ikan

didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan

harga dibayar untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).
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Gambar 3.24
Grafik Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2022
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Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) tahun 2022 101,66

sebesar102,83. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan

pembudidayaikan cukup baik. Apabila dibandingkan dengan target 2022 yaitu

100,45, realisasi NTPi pada tahun 2022 telah mencapai 101,20 persen atau

mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,68 persen dibandingkan realisasi tahun

2021 yaitu sebesar 99,98. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan berada pada titik

terendahnya padabulan Maret yaitu 95,50 dan cenderung meningkat sampai bulan

Desember (103,40) dengansedikit fluktuasi. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun

2022 memiliki kenaikanrata-rata setiap bulannya sebesar 1,39 persen.

Keberhasilan pencapaian NTPi, didorong oleh adanya upayamenjaga

produktivitas pembudidaya sekaligus harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak

turun atau bahkan cenderung naik dan menekan biayayang dikeluarkan oleh

pembudidaya. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai target NTPi tahun 2022

merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan yang diperoleh pembudidaya

ikan dengan didukung program dan dan beberapa kegiatan prioritas yang

dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin melalui Program

Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan: (1) Pemberdayaan Pembudi

Daya Ikan Kecil, dan (2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
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Adapun capaian sub kegiatan prioritas untuk mendukung terlaksananya

program Pengelolaan Perikanan Budidaya di tahun 2022 mencakup : (1)

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan terhadap 10

kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil di 11 lokasi (Talang Kelapa, Rambutan, Air

Kumbang, Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Sembawa, Betung, Suak Tapeh,

Tungkal Ilir, Muara Padang), (2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak enam paket di tiga lokasi (Kec. Talang

Kelapa, Banyuasin III, BBI Sukarela Rantau Bayur), (3) Penjaminan Ketersediaan

Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 33

unit terdiri dari percontohan budidayaikan lele, patin, gurame, nila, gabus dan sarana

produksi pakan mandiri di empat belas lokasi (Kec. Banyuasin III, Banyuasin II,

Sembawa, Suak Tapeh, Talang Kelapa, Banyuasin I, Karang Agung Ilir, Air Salek,

Makarti Jaya, Rambutan, Sembawa, Air Kumbang, Muara Telang, Betung) dan (4)

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Stasiun Karantina Ikan dan

Pengendalian Mutu (SKIPM) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk

pemeriksaan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus dan jamur dan juga

kegiatan rutin yang dilakukan yaitu Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina(HPIK)

tahap I dan II setiap tahunnya ke Pokdakan yang mengalami serangan hama dan

penyakit ikan.

Gambar 3.25
Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2018-2022
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 Perdagangan.
Perturnbuhan ekonomi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Banyuasin

dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap PDRB. Sektor perdagangan

merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan

atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari

3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan

perhotelan.

Realisasi capaian dengan indikator Meningkatnya Kontribusi Sektor

Perdagangan terhadap PDRB telah mencapai target bahkan melebihi target yang

ditetapkan. Untuk Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target

12,9 % dari jumlah total PDRB. dengan realisasi jumlah PDRB sector perdagangan

yaitu 4.35 Triliun Rupiah dari total PDRB sebesar 30.98 Triliun Rupiah atau sebesar

14,05 % dengan capaian realisasi sebesar 108.91%.

PDRB pada tahun 2021 terealisasi 101,69% yaitu kontribusi PDRB sebesar

13,22 melebihi target akhir RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 13%. Namun

menurun dari kontribusi PDRB tahun 2020 yaitu sebesar 13,4. Persentase ini

melebihi target pada tahun 2019 yaitu 12.9% dengan tingkat capaiannya sebesar

99.23%.

Tabel 3.36
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya

diKabupaten Banyuasin, 2019 –2022

Jenis Sarana
Perdagangan

Type Of
Trading
Facilities

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5
Pasar/Marlef 17 17 34 72
Toko/Store 10 7 43 62

Kios 1100 1100 1100 3252
Warung na na na na

Jumlah/Total 1127 1124 117 3386

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin tahun 2022
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Jumlah pasar di Kabupaten Banyuasin sebanyak 72 unit. Jumlah pasar pada

tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (38 unit). Jumlah

toko pada tahun 2022 sebanyak 62 toko dan jumlah kios sebanyak 3.252 kios.

 Sektor Perindustrian Pengelolahan
Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian

Indonesia yang pada tahun 1991 selama pembangunan jangka pendek 1 telah

mengalami perubahan struktur perekonomian yang pada awalnya berbasis sektor

pertanian menjadi sektor industri. Di dalam pelaksanaannya, sektor industri

pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor

lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan

menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap

input atau bahan dasar yang diolah. Sektor industri pengolahan di Indonesia di satu

pihak memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi, dan

nilai investasi yang tertanam cukup besar, namun kontribusi tersebut tidak sebanding

dengan daya serap tenaga kerjanya. Sektor industri yang merupakan penyumbang

terbesar PDB hanya mampu menduduki peringkat ketiga dalam menyerap tenaga

kerja setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Realisasi capaian dengan indikator Meningkatnya Kontribusi Sektor

Perindustrian terhadap PDRB telah mencapai target 2022 bahkan melebihi target

yang ditetapkan yaitu kontribusi PDRB dengan target 24,80 % dari jumlah total

PDRB. dengan realisasi jumlah PDRB sector Perindustrian yaitu 8,02 Triliun Rupiah

dari total PDRB sebesar 30.98 Triliun Rupiah atau sebesar 25,91 % dengan capaian

realisasi sebesar 104,48 %.

Pada 2021 PDRB sebesar 25.88 melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu

24.34%. Namun lebih rendah dari kontribusi PDRB Sektor Industri pada tahun 2020

sebesar 25.97% dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 24%. Sedangkan target

pada tahun 2019 yaitu 25.72%. Capaian tahun 2021 sudah mencapai target akhir

yang ditetapkanyaitu 24,8% dengan capaian 104,35.

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Banyuasin tahun 2022 sebesar

30.98 miliar rupiah. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Industri

Pengolahan.
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Secara total laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar

harga konstan 2010 pada tahun 2022 sebesar 5,32 persen. Laju tercepat pada

tahun 2022 adalah sektor Penyedia Akomodasi dan Makan minum sebesar 11,91

persen.

Tabel 3.37
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019- 2022

No Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022

A Pertanian, Kehutanan, dan 3,51 0,61 4,92 2,32

B

C

D

E

F

G

H

Perikanan/Agriculture, Faresty, and Fishing
Pertambangan dan Penggalian/Mining and
Quarrying
Industri Pengolahan/Manufacturing

Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and
Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply,
Sewerage Waste Mangement, and
Remedation Activities
Konstruksi/Construction

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and
Retail Trade, Refair Of Motor Vehicles and
Motorycles
Transportasi dan
Pergudangan/Transportasion and Storage

7,53

5,14

6,02

9,18

5,05

10,42

3,57

-1,54

0,10

9,68

2,83

0,24

-2,18

-4,52

0,68

2,21

3,84

-2,12

2,61

7,29

1,46

1,03

6,37

3,39

0,88

9,27

10,84

7,39

I Penyedian Akomodasi dan Makan 10,95 -6,67 6,40 11,91
Minum/Accommodation

J Informasi dan Komunikasi/Information and
Communicatoin

5,03 14,83 5,19 7,94

J Jasa Keuangan dan Asuransi/Finandal and
Insurance Activities

0,44 2,27 2,32 0,71

K Real Estat/Real Estate Activities 7,34 -0,73 3,29 3,78

M,N Jasa Perusahaan/Business Avtivities 9,55 -0,57 0,24 0,88

O Adminstrasi Pemerintahan, Pertanahan,
dan Jaminan Sosial Wajib/Publik
Administrastion and Defence, Compulsory
Social Security

1,87 0,21 4,12 1,77

P Jasa Pendidikan/Education 5,26 -2,68 4,48 4,18

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial/Human Health and Social Work
Activities

7,89 6,91 3,67 3,27

R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities 4,14 3,05 1,87 2,81

Produk Domestik Regoinal Bruto/Gross
Regoinal Domestic Product

Sumber Data: BPS, Berbagai Sensus, Survei dan Sumber Lain/BPS-Statistics Indonesia Varlous Census,
Survey, and Other Sources
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 Penanaman Modal Asing
Pada Indikator Kinerja Utama realisasi investasi Penanaman Modal Asing

sampai dengan tahun 2022 mencapai 68,1 % dari target yang telah ditetapkan dan

untuk PMDN mencapai 633,5% dari target yang telah ditetapkan, untuk target

peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN, Kabupaten Banyuasin di tahun

2022 mencapai 142,08 %.

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

perencanaan, deregulasi penanaman modal dan memfasilitasi kemitraan UMKM

dengan PMA/PMDN yang menunjang percepatan penanaman modal. Hasil

pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatnya realisasi investasi sesuai

dengan target yang ditetapkan Propinsi Sumatera Selatan, dan dilihat dari capaian

dari target yang ditetapkan oleh Propinsi Sumatera Selatan untuk PMA dan PMDN di

tahun 2022 sebesar 2,160 T, maka Kabupaten Banyuasin dapat melampaui target

tersebut, karena capaian realisasisi investasi PMA/PMDN tahun 2022 adalah 5,294

T, atau tercapai 245,1%. (Target yang ditetapkan adalah target tahunan), sedangkan

target yang ditetapkan dari Kabupaten Banyuasin untuk realisasi investasi

PMA/PMDN s.d tahun 2022 adalah 7,60T dan tercapai atau tercapai 11,60 T

atau 152,6%.

Menunjukkan bahwa capaian kinerja nilai investasi PMA/PMDN tahun 2022

berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan, belum tercapai secara

keseluruhan dari yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari penambahan realisasi

investasi PMA untuk tahun 2022 sebesar 0,561 T dari target yang ditetapkan 0,824

T atau hanya tercapai 68,1 % namun hal ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya,

tetapi penambahan realisasi investasi di PMA diperoleh dari penambahan modal

para pelaku usaha yang sudah berinvestasi pada saat ini, atau dengan kata lain tidak

ada penambahan investor baru. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penambahan

jumlah investor PMA di tahun 2022. Untuk PMDN, Kabupaten Banyuasin

mencapaiover target yaitu 4,732 T dari target 0,747 T atau mencapai 633,5% dari

target yang ditetapkan, dan terdapat penambahan 5 investor PMDN di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 26.1 T maka pencapaian nya

sebeasr 156.36% dan dapat dilihat dari Tabel berikut.
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Tabel 3.38
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

No Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Utama

Realisasi s.d
Tahun 2022

Target Akhir
Renstra 2023

Capaian
(100%)

Jumlah Investor
1 Penanaman Modal 50 70 71,4

Asing (PMA)
Nilai Jumlah

2 Realisasi Investasi
Penanaman Modal 2,059 T 5,40 T 38,1

Asing (PMA)

3
Meningkatnya
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi

Jumlah Investor
Penanaman Modal
Dalam Negeri

(PMDN)

63 46 137

Nilai Jumlah
Realisasi Investasi

4 Penanaman Modal 9,582 T 5,20 T 184,3
Dalam Negeri

(PMDN)
Persentase

5 Peningkatan
Investasi PMA dan 100 142,08 142,08

PMDN

Dari table diatas dapat dilihat hasil capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten

Banyuasin sampai dengan tahun 2022 dibanding target akhir RENSTRA tahun 2023.

Dari tabel dapat dilihat untuk jumlah investor PMA sudah mencapai 71,4 % dari 70

penambahan investor PMA sampai dengan tahun 2022 sudah terealisasi 50 investor,

untuk PMDN sudah over target dari 46 investor PMDN yang ditargetkan selama

tahun 2018-2023, tercapai 63 investor PMDN atau telah mencapai 137%.

Sedangkan untuk realisasi investasi PMA baru mencapai 38,1 % dan PMDN

184,3 %, sedangkan untuk realisasi investasi PMA dan PMDN sudah mencapai

142,08 % dari target akhir RENSTRA yang telah ditetapkan.

 Nilai/Realisasi Investasi
Nilai/Realisasi investasi adalah jumlah modal yang telah ditanamkan suatu

perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip

yang dimilikinya. Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan
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Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.Adapun hasil analisa secara umum

terhadap pencapaian kinerja tahun 2022 dari indikator kinerja utama dari sasaran

strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuasin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.39
Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuasin

No Indikator Kinerja

Tahun

2019 2020 2021 2022

Target % Target % Target % Target %
1. Jumlah Investor

Penanaman
Modal Asing
(PMA)

15 153 15 13,33 4 0 5 0

2. Nilai Jumlah
Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal Asing
(PMA)

0,246 T 22,9 0,410 T 36,9 0.793 T 14,50 0,824 T 68,1

3. Jumlah Investor
Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)

6 522 6 66,6 4 3 5 100

4. Nilai Jumlah
Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)

1,144 T 132,86 1,176 T 103,14 0,710 T 291 0,747 T 633,5

Catatan : Diisi berdasarkan target akumulasi tahun 2019-2022

 Rasio Penduduk yang berkerja
Realisasi indikator kinerja Rasio Penduduk yang bekerja pada Tahun 2022

adalah 96.61 % dari target sebesar 96.32 % dengan persentase capaian target

sebesar 100.30 %. Data ini diperoleh dari Jumlah Penduduk yang bekerja (402.332

Orang) dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja (416.454 Orang) x 100 %. Dilihat

dari data yang diperoleh terjadi peningkatan Jumlah penduduk yang bekerja

sebanyak 402.332 orang pada tahun 2022, Dengan demikian target meningkatnya

jumlah penduduk yang bekerja dapat tercapai sesuai target. Tahun 2022 Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan kegiatan
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Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan adanya kegiatan

tersebut di harapkan kan dapat meningkatkan Rasio Penduduk yang Bekerja. Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan di

Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan kegiatan JOB FAIR, kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam rangka menjaring/pemenuhan kebutuhan pekerja diperusahaan

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan tiap

perusahaan. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya

dengan tren menurun sudah mengalami peningkatan. Untuk target akhir tahun

periode RENSTRA sebesar 96.51 % masih bisa di capai..

 Tingkat penganguran terbuka
Realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022

adalah 3.39 % dari target sebesar 3.68 % dengan persentase capaian target sebesar

107.88%. Data ini diperoleh dari Jumlah Pengangguran (14.122 Orang) dibanding

dengan Jumlah Angkatan Kerja (416.454 Orang) x 100 %. Untuk Target kinerja dan

capaian kinerja tahun 2022 Sdah tercapai. Tahun 2022 Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan

Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan adanya kegiatan tersebut

diharapkan dapat mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Bila dibandingkan

dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dengan tren menurun sudah

mengalami peningkatan. Untuk target akhir tahun periode RENSTRA sebesar 3.49 %

masih bisa di capai. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah Pelatihan Berbasis

Kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan di Balai Latihan Kerja

Kabupaten Banyuasin, peserta pelatihan diajarkan berbagai macam kompetensi

yang terdiri dari pelatihan menjahit, Pelatihan Otomotif, Las dan Tata Rias

Kecantikan kemudian ada juga pelatihan Komputer. Pelatihan yang diselenggarakan

Balai Latihan Kerja Kabupaten Banyuasin mentargetkan pesertanya tidak hanya dari

Tamatan sekolah menengah atas (SMA) akan tetapi semua warga Kabupaten

Banyuasin yang ingin memiliki keterampilan diharapkan agar mendaftar menjadi

peserta pelatihan. Setelah pelatihan para peserta akan di uji kompetensinya, ujian ini

sangat penting guna mengetahui tingkat kompetensi yang dimiliki peserta pelatihan.

Sehingga nantinya peserta pelatihan mempunyai keahlian yang dapat di aplikasikan

di dunia kerja atau pun usaha mandiri, sehingga para peserta pelatihan dapat

mengurangi pengangguran yang ada. Selain itu Dinas Transmigrasi dan Tenaga
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Kerja juga melaksanakan kegiatan JOB FAIR yang memfasilitasi pencari kerja untuk

mndapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bila

dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami

penurunan. Untuk target akhir tahun periode RENSTRA masih bisa tercapai.

Gambar 3.26
Peserta Pelatihan Menjahit

Gambar 3.27
Peserta Pelatihan Las

Gambar 3.28
Peserta Pelatihan Komputer
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Peserta Pelatihan Rambut

Gambar 3.30
Peserta Pelatihan Otomotif

Selain pelatihan dalam rangka menekan angka pengangguran yang ada di

Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuasin menggelar Job Fair di Graha Sedulang

Setudung, dalam acara yang berlangsung mulai 16-17 Maret 2022 ini membuka

1.146 Lowongan Pekerjaan dari 23 Perusahaan , Beberapa perusahan besar yang

ikut dalam job fair tersebut berada di wilayah Banyuasin antara lain, seperti

Indomaret, Indofood, Mayora, Nokkan Deltapack, OT, Astra Motor, Aice, Alfamart,

Sari Roti, Wings, Jordan, Samator, OPI Hotel Wyndam, Indosari Niaga Nusantara,

FIF Grup, Bima Finance, Air Minum Kemasan Vin, PT Odira Energi Karang Agung,

PT Hindoli, PT Bintang Agung Persada, PT Citra Karya Sejati, hingga PT Rifan

Financindo Berjangka.
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Job Fair di Graha Sedulang Setudung

Ini merupakan upaya kita dalam rangka menyerap lapangan pekerjaan yang

mana dapat mengatasi angka pengangguran yang ada di Banyuasin, dengan

harapan angka kemiskinan menurun.

 Presentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan Daerah
Bappeda Litbang sendiri menunjang 1 sasaran yaitu Bangkit Daya

Saing Produk Daerah. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase

pemanfaatan inovasi unggulan daerah. Tahun 2022 target yang harus

dicapai Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin dalam hal Inovasi

sebesar 85 %. Target Tahun 2022 lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2021 Target capaian Persentase Pemanfaatan Inovasi

Unggulan daerah hanya 70 %.

Dapat diketahui juga pada tahun 2022, capaian Persentase

Pemanfaatan Inovasi Unggulan daerah telah mencapai target yang telah

ditentukan. Nilai realisasi didapat dari Jumlah inovasi Daerah yang

mengikuti lomba dibagi dengan jumlah Inovasi Daerah Yang telah

dilaksanakan. Dari 34 Inovasi yang ada, 29 inovasi telah mengikuti lomba.

Adapun Inovasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.40
Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

NO JUDUL INOVASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

1 2 3 4
1 Inovasi Seven Days One

Week “SDA OK”
100 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil
Kabupaten
Banyuasin

2 Jemput Bola, Rekam Kartu
Tanda Penduduk Elektronik
(KTP El) Langsung Cetak di
Tempat “All New JAM
KUNCI”

100 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuasin

3 Penerbitan Nik, Kk, Akta
Kelahiran dan Kia Bayi Baru
Lahir Melalui Bidan, Rumah
Sakit dan Tempat Persalinan
Lainnya. (Pink Kak Baru
Hadir Mama)

100 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KabupatenBanyuasin

4 Pemilihan Pilkades Secara
E-Votting

100 Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten
Banyuasin

5 Pro Bumdes 100 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyuasin

6 Simanis (Siswa Membaca
dan Menulis)

100 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Banyuasin

7 Layanan Antar Jemput
Perizinan Perizinan
Elektronik Mobil Akses
Keliling Sederhana (Lampu
Petromaks)

100 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpatu Satu Pintu
(PTSP) Kabupaten
Banyuasin

8 Simpada (Sistem Informasi
PendapatanDaerah)

100 Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten
Banyuasin

9 Sirisda_New (Sistem
Informasi Riset Dan Inovasi
Daerah_New)

100 Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten
Banyuasin
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10 SIBANGKIT GROW UP
(Sistem Informasi Basis Data
dan Analisis
Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu)

100 Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten
Banyuasin

11 Pusat Pelayanan Terpadu
Sembilang(P2ts)

98 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpatu Satu
Pintu (PTSP) Kabupaten
Banyuasin

12 Begesah (Beragam Edukasi
Gerakan Masyarakat Sadar
Hidup Sehat)

98 Dinas Kesehatan
KabupatenBanyuasin

13 Sistem Basis Data
Pemulihan Ekonomi
Kerakyatan, Industri dan
Koperasi Banyuasin

98
Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Banyuasin

14 Program Desa Siaga
Bencana Karhutlah
(Prodesga)

97 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
KabupatenBanyuasin

15 Forum Jumat Sedekah
Seribu Rupiah Peduli
Sesama (Fjssrps)

97 Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin

16 Sistem Informasi Data Dan
Pelayanan Sosial
(Si-Dayasos)

97 Dinas Sosial Kabupaten
Banyuasin

17 Gema Taman (Gerakan
Menuntut Amal Kecamatan
Rambutan)

95 Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin

18 Siplasma (Strategi
Pengelolaan SosialMedia)

95 Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten
Banyuasin

19 Pelayanan Adimitrasi
Terpadu (Paten)

95 Kecamatan Suak Tapeh
Kabupaten Banyuasin

20 Sikepang 95 Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Banyuasin

21 Si- Tarung Betuah (Sistem
Informasi Tata Ruang
Betuah)

95 Dinas Pekerjaan Umum
dan
Penataan Ruang
KabupatenBanyuasin

22 Jamali TB (Jadikan
Masyarakat Peduli
Tuberkulosis)

94 Puskesmas Petaling
Banyuasin III Kabupaten
Banyuasin
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23 Job Fair 94 Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten
Banyuasin

24
GENAH (Gerakan Gotong
Royong Dan Shubuh
Berjama’ah)

93 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyuasin

25 Kursi Biru (Kursus Singkat
Ibu Menyusui)

93 Dinas Kesehatan
KabupatenBanyuasin

26 P2TP2A 92 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Serta
Pengendalian Penduduk
danKeluarga Berencana
Kabupaten Banyuasin

27 WISUDA MANTAP
(Penghargaan Sertifikat Bagi
Bayi Yang Sudah
Diimunisasi Lengkap)

92 Dinas Kesehatan
KabupatenBanyuasin

28 Bergema (Beragam Edukasi
GerakanMenuntut Amal)

91 Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin

29 SI GOMI (Konsultasi Gigi
Online MasaPandemi)

90 Dinas Kesehatan
KabupatenBanyuasin

30 Jusemu (Jum’at Sehat
dengan MinumJamu)

78 Puskesmas Mekarsari
Kabupaten Banyuasin

31 Perpustakaan Digital 76 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten
Banyuasin

32 Medical Check Up 70 Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten
Banyuasin

33 Kader Bangga dan Sayang
CalonPenganten

69 Puskesmas Daya Utama
Kecamatan Muara
Padang Kabupaten
Banyuasin

34 Begemat (Bantuan Untuk
KeluargaMusibah Kematian)

66 Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin

Sumber : Bappeda Litbang Kab Banyuasin tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah

serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian

Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah telah mengamanatkan

kepada Kemendagri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Innovative
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Government Award (IGA) 2022 merupakan salah satu cara dalam melaksanakan

pengukuran indeks tersebut. Dari 34 Inovasi daerah yang telah dilaksanakan, hanya

29 inovasi yang di ikut sertakan dalam mengikuti lomba Innovative Government

Award (IGA) Tahun 2022 dan mendapatkan penghargaan dengan kategori

terinovatif. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah

Pusat, terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan cara-cara inovatif.

Adapaun Inovasi Daerah Yang mengikuti lomba Innovative Government

Award (IGA) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41
Inovasi Perangkat Daerah Mengikuti Lomba

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

NO JUDUL INOVASI PERANGKAT DAERAH

1 2 3

1 Inovasi Seven Days One Week “SDA
OK”

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin

2 Jemput Bola, Rekam Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP El)
Langsung Cetak di Tempat “ All New
JAM KUNCI”

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin

3 Penerbitan Nik, Kk, Akta Kelahiran
Dan Kia Bayi Baru Lahir Melalui
Bidan, Rumah Sakit Dan Tempat
Persalinan Lainnya. (Pink Kak Baru
Hadir Mama)

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin

4 Pemilihan Pilkades Secara E-Votting Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten
Banyuasin

5 Pro Bumdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banyuasin

6 Simanis (Siswa Membaca Dan
Menulis)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin

7 Layanan Antar Jemput Perizinan
Perizinan Elektronik Mobil Akses
Keliling Sederhana (Lampu
Petromaks)

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpatu Satu Pintu
(PTSP) Kabupaten Banyuasin
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8 Simpada (Sistem Informasi
Pendapatan Daerah)

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuasin

9 Sirisda_New (Sistem Informasi Riset
Dan Inovasi Daerah_New)

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten
Banyuasin

10 SIBANGKIT GROW UP (Sistem
Informasi Basis Data Dan Analisis
Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu)

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten
Banyuasin

11 Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang
(P2ts)

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpatu Satu Pintu
(PTSP) Kabupaten Banyuasin

12 Begesah (Beragam Edukasi Gerakan
Masyarakat Sadar Hidup Sehat)

Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin

13 Sistem Basis Data Pemulihan
Ekonomi Kerakyatan, Industri dan
Koperasi Banyuasin

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Banyuasin

14 Program Desa Siaga Bencana
Karhutlah (Prodesga)

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banyuasin

15 Forum Jumat Sedekah Seribu
Rupiah Peduli Sesama (Fjssrps)

Kecamatan Sembawa Kabupaten
Banyuasin

16 Sistem Informasi Data Dan
Pelayanan Sosial (Si-Dayasos)

Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin

17 Gema Taman (Gerakan Menuntut
Amal Kecamatan Rambutan)

Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin

18 Siplasma (Strategi Pengelolaan
Sosial Media)

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten
Banyuasin

19 Pelayanan Adimitrasi Terpadu
(Paten)

Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten
Banyuasin

20 Sikepang Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyuasin
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21 Si- Tarung Betuah (Sistem Informasi
Tata Ruang Betuah)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Banyuasin

22 Jamali TB (Jadikan Masyarakat
Peduli Tuberkulosis)

Puskesmas Petaling Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin

23 Job Fair Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Banyuasin

24 GENAH (Gerakan Gotong Royong
dan Shubuh Berjama’ah)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyuasin

25 Kursi Biru (Kursus Singkat Ibu
Menyusui)

Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin

26 P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Serta
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten
Banyuasin

27 WISUDA MANTAP (Penghargaan
Sertifikat Bagi Bayi Yang Sudah
Diimunisasi Lengkap)

Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin

28 Bergema (Beragam Edukasi Gerakan
Menuntut Amal)

Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin

29 SI GOMI (Konsultasi Gigi Online
Masa Pandemi)

Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin

Sumber : Bappeda Litbang Kab Banyuasin tahun 2022

Dari tabel 3.41 terlihat bahwa dari 34 Inovasi yang masuk, hanya 29 inovasi

yang di ikut sertakan dalam perlombaan Innovative Government Award (IGA) Tahun

2022. Jumlah inovasi yang mengikuti lomba ditahun 2022 lebih sedikit dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2021 terdapat sebanyak 55 inovasi dan 40

Inovasi yang mengikuti lomba. Penurunan inovasi ini dikarenakan Rendahnya

Partisipasi Perangkat Daerah dalam melaporkan kemajuan inovasinya secara

berkala ke Bappeda Litbang walaupun SK operator inovasi sudah ada tetapi data

dukungnya tidak lengkap. Selain itu juga dikarenakan Inovasi umumnya masih dalam

bentuk rancangan dan belum dilengkapi dengan data dukung.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
119

Persentase Pemanfaatan inovasi unggulan daerah sebesar 85.29 %. Nilai ini

didapat dari Jumlah inovasi Daerah yang mengikuti lomba dibagi dengan jumlah

Inovasi Daerah Yang telah dilaksanakan. Jumlah inovasi yang dilaksanakan

sebanyak 34 inovasi dan yang mengikuti lomba sebanyak 29 inovasi. Dengan nilai

realisasi tersebut, maka target Pemanfaatan inovasi unggulan daerah tercapai

dengan nilai capaian 100.34 %. Nilai capaian tahun 2022 lebih kecil dibandingkan

dengan nilai capaian tahun sebelumnya tahun 2021. Dengan kata lain walaupun

capaian di tahun 2022 turun dibanding tahun 2021, hal ini dikarenakan target yang

akan dicapai lebih besar dibandingkan tahun 2021 dan jumlah inovasi yang

dilaksanakan juga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 Kabupaten banyuasin mendapatkan penghargaan dengan

kategori Kabupaten/Kota terinovatif diajang Innovative Government Award (IGA).

Selain penghargaan Innovative Government Award (IGA). Selain itu Kabupaten

Banyuasin juga mendapatkan penghargaan Terbaik 1 Se-provinsi Sumatera Selatan

pada penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022.

 Peningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata
Pada Tahun 2022 Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Pada Dinas

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Ditargetkan Sekitar 2700 Orang Sedangkan

Yang Terealisasi Pada Kegiatan Peningkatan Kunjungan Wisata Pada Tahun 2022

Bekisar 3.522 yaitu Dari Kunjungan Pada Wisma Sebanyak 300 sedang Kujungan

Pada Wisnus Itu Sebersar 3.222 orang dengan Jumlah 4 Destinasi Di Kabupaten

Banyuasin.

20 Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten banyuasin dari 20 Destinasi

Wisata ada 4 wisata Unggulan salah Satunya Wisata Taman Nasional

SembilangBerada di Ujung pesisir Barat Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Taman Nasional Sembilang ini

terdiri atas Hutan Rawa Gambut, Hutan Rawa Air Tawar dan Hutan Riparian atau

Tepi Sungai Total Luas Mencapai 205.7 Ribu Hektar Posisi Nya Berhaapan

Langsung Dengan Pulau Bangka.
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Tabel 3.42
Nama Objek Wisata dan Jenis Objek Wisata

di Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

NO Nama Objek Wisata Jenis Objek Wisata
1 2 3
1 Desa Wisata Marga Sungsang Alam

2 Desa Wisata Sungsang I Alam, Buatan, Kuliner dan
Budaya

3 Desa Wisata Sungsang II Alam, Buatan, Kuliner dan
Budaya

4 Desa Wisata Sungsang III Alam, Buatan, Kuliner dan
Budaya

5 Desa Wisata Sungsang IV Alam, Buatan, Kuliner dan
Budaya

6 Taman Nasional Sembilang Alam

7 Desa Wisata Lalang Sembawa Alam dan Buatan
8 Tuguh Sejarah Silk Air Buatan
9 Pulau Pejaye Alam
10 Bom Berlian (Rawa Buaye) Alam
11 Hutan Gemampo Alam
12 Suaka Maega Satwa Padang Sugihan

(Penangkaran Gajah)
Buatan

13 Taman Rekreasi Lembayung Buatan

Pemandangan Alamnya yang Eksotis membuat tempat ini menarik

kunjungan banyak wisatawan, tapi diluar itu flora dan fauna yang hidup didalamnya

membuat taman nasional Sembilang menjadi tujuan utama mahasiswa atau ilmuan

baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk melakukan penelitian. Taman

nasional Sembilang memeng terkenal dengan kelestariannya tamanam

mangrovenya yang membuat kawasan ini tetap menjadi terasa alami konon

sembilang adalah habitat mangrove tersbesar untuk kawasan.

Fenomena ini biasanya berlangsung di akhir tahun mulai oktober hingga

Desember formasi burung migran ini menaril pencinta fotografi untuk datang ke

Taman nasional Sembilang untuk mengabadikan burung-burung Jenis anis sibert

terbang bergerombol memenuhi angkasa.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
121

3.522

3550

3500

3450 3.374

3400

3350

3300
2021 2022

Gambar 3.32
Grafik Perbandingan Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Jadi di tarik kesimpulan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 maka

peningkatan jumlah kunjungan wisata tahun 2021 itu 3.374 untuk tahun 2022 maka

peningkatan jumlah kunjungan wisata tahun 2022 menjadi 3.522 orang maka

perbandingan dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 peningkatan jumlah

kunjungan wisata bekisar 148 orang dari tahun 2021.
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6. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 6 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjut

Capaian Kinerja Tujuan 6 dengan 2 Sasaran :

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjut
Indikator Tujuan : Pencapaian Indikator SDGs
Sasaran : 1. Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Pedesaan (Meningkatnya Infrastruktur yang baik, Merata,

Berwawasan Lingkungan dan Naiknya Status Desa
2. Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko

Bencana

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Tujuan 6 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjut

Indikator Sasaran

RPJMD

Satuan
Target Capaian

Kinerja
Tahun

2018 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2019 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2020 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2021 (%)

Target Capaian
Kinerja
Tahun
2022 (%)Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tujuan 1 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

1. Pencapaian Indikator
SDGs

Rata-Rata Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 : Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Pedesaan (Meningkatkan Infrastruktur yang baik, Merata, Berwawasan Lingkungan
dan Naiknya Status Desa
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1. Persentase Jalan
Kabupaten Dalam
Kondisi Baik (> 40
KM/Jam)

%
54,59

99,96
64,14

75,90
83,67

74,96
61,70

103
65,45

94,65
54,57 56,42 62,72 63,68 61,95

2. Persentase Dermaga
Dalam Kondisi Baik %

97,11
107,90

97,60
115

98,57
100,30

98,71
100,29

98,82
126,49

100 97,71 98,87 99,00 125
3. Cakupan Rumah

Layak Huni %
183.226

100
183.803

102
186.226

102
86.80

103
87,60

100,16
184.02 186.803 190.617 86.83 87,74

4. Persentase Penduduk
Berakses Air Minum %

40
85,87

55
74,16

60
74,33

47
111,83

50
134,66

68,70 40,79 44,60 52,56 67,33
5. Cakupan Layak

Telekomunikasi %
71,90

19,76
75,50

21,71
79,27

22,06
83,23

116,94
87,39

111,74
14,21 16,39 17,49 97,33 97,65

6. Persentase Irigasi
Kabupaten Dalam
Kondisi Baik

%
73

98,88
80

90,33
83

89,31
76

115,28
78

94,64
7,91 72,27 74,13 87,61 73,82

7. Jumlah Desa Sangat
Tertinggal dan
Tertinggal Manjadi
Desa Berkembang

Desa
103

-
131

139,69
159

128,30
187

109,63
215

97,2
- 183 204 205 209

Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
124

1. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)

Indeks
56,74

98,73
57

120,17
59

110,24
64,04

100,44
64,42

107,26
56,02 68,49 65,04 64,32 69,10

2. Persentase
Menurunnya Indeks
Resiko Bencana

%
-

-
6

115
6

624,84
6

407,67
6

94,33
- 6,90 37,49 24,46 5,66

Rata-Rata Capaian Kinerja 254,05
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Indikator sasaran pada Misi empat Meningkatkan Nilai tambah sumber dayaalam,

sumber daya ekonomi menujuh banyuasin yang sejahtera.

Indikator dalam rangka menigkatkan atau mendukung tujuan ke enam adalah

Komitmen Penerapan SDGs dalam Program dan Kegiatan di Pemerintah Kabupaten

Banyuasin.

Pelaksanaan SDGs Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 disusun

dengan mempertimbangkan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuasin

Tahun 2019- 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2019-2023.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD 2018-2023, telah disusun Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang pada prinsipnya untuk mengutamakan

SDGs dalam RPJMD.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs,

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana pemerintah pusat berketetapan

untuk menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai

masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebagaimana Pemerintah Daerah, yang tidak hanya berkomitmen

melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (pioneer) dan teladan (role model)

dunia pelaksanaan SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih

adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan

bebas dan aktif dikancah dunia, maka Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu

kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga berkomitmen untuk

melaksanakan dan mencapai SDGs. Dari tujuan enam yakni Mewujudkan

Pembangunan Berkelanjut dengan Indikator didalamnya yaitu:

 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Pada tahun 2022 jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

adalah 742,50 km dari panjang seluruh jalan kabupaten 1198,60 km. Target tahun

2022 sebesar 65,45% terealisasi 61,95 % capaian pada indikator ini sebesar

94,65% dengan nilai baik sekali Pada tahun 2021 panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik sebesar 727,17 km, tahun 2022 menjadi sebesar 742,50 km, jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 15,33 km, jika
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dibandingkan dengan tahun awal periode Renstra yaitu tahun 2018 terjadi

peningkatan sebesar 66,25 km. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik dengan kecepatan >40 Km/Jam disebabkan adanya peningkatan

pembangunan dan peningkatan jalan di setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan

tahun 2022 dengan taget jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian

dengan indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

pada tahun 2022 adalah 61,95 % Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di

akhir Renstra masih jauh dari target karena target pada tahun Renstra 2023 sebesar

69,40 %. Dengan demikian persentase capaian jika dibandingkan tahun 2022

sebesar 61,95 %

Gambar 3.33
Persentase Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan

di Kabupaten Banyuasin (km), Tahun 2022

Gambar 3.34
Pelaksanaan Pembangunan jalan di Kabupaten Banyuasin
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Tabel 3.44
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Banyuasin (KM), 2020–2022

Jenis Permukaan
Type Of Road Surface 2020 2021 2022

1 2 3 4
Aspal/Paved 585,37 292,34 205,6

Kerikil/Gravel 230,26 388,44 342

Tanah/Soil 265,97 253,76 282

Lainnya/Others 228,14 375,2 369

Jumlah/Total 1309,74 1309,74 1198

Sumber/Source: Kantor Wilayah Usaha Pos III Sumatera Selatan/Post Office Regional III Sumatera Selatan
Tahun 2022

 Persentase Dermaga dalam Kondisi Baik
Indikator Persentase Dermaga dalam kondisi mantap di Kabupaten

Banyuasin Realisasi indikator kinerja Persentase Dermaga dalam kondisi mantap di

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 adalah 125% dengan persentase capaian target

sebesar 126,49%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Pembangunan Dermaga di

Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 sebanyak 32 unit sehingga Total Dermaga pada

Tahun 2022 berjumlah 230 unit dibanding dengan Total Kebutuhan dermaga di

kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2022 sebanyak 184 unit hal ini menunjukkan

bahwa pada Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan

realisasi persentase dermaga sungai diKabupaten Banyuasin Tahun 2022

mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021. Tahun 2014 pembangunan

dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 48 unit, Tahun 2015
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pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 66 unit, Tahun

2016 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin bertambah 10 unit,

Tahun 2017 pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin bertambah

menjadi 16 unit, Tahun 2019 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin

bertambah menjadi 20 unit, Tahun 2020 pembangunan dermaga sungai di

Kabupaten Banyuasin bertambah menjadi 35 unit, Tahun 2021 pembangunan

dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin menjadi 27 unit, Pada Tahun 2022

pembangunan dermaga/tambatan perahu di Kabupaten Banyuasin berjumlah 32

unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian berada di

wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi untuk masyarakat di

perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun

penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan Tahun 2022 melakukan

penambahan jumlah pembangunan dermaga/tambatan perahu di Kabupaten

Banyuasin dengan dana APBD maupun Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

(Bantuan Gubernur). Sampai dengan Tahun 2022 Jumlah Keseluruhan

dermaga/tambatan perahu yang ada di Kabupaten Banyuasin Berjumlah 230 unit.

Tabel 3.45
Pembangunan Dermaga Kabupaten Banyuasin

No Tahun
Pembangunan Dermaga Jumlah

1 2 3
1 2012 11 unit
2 2013 7 unit
3 2014 31 unit
4 2015 5 unit
5 2016 10 unit
6 2017 16 unit
7 2018 19 Unit
8 2019 27 Unit
9 2020 37 Unit
10 2021 27 Unit
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Tabel 3.46
Pembangunan Dermaga Pada Tahun 2022 Kabupaten Banyuasin

No
Tahun

Pembangunan
Dermaga

Lokasi Sumber
Dana Jumlah

1 2 3 4 5
11 2022 1. Pembangunan Dermaga Pondok

Pesantren Riyadu Tholibin Dusun 1
Desa Telang Karya Kab. Banyuasin

APBD
(POKIR)

7 Unit

2. Pembangunan Dermaga Dusun 2
Desa Saleh Makmur Kec. Air Salek
Kab. Banyuasin

3. Pembangunan Dermaga Teluk Pule
Kecamatan Sumber Marga Telang
Kab. Banyuasin

4. Pembangunan Dermaga Tambatan
Perahu Desa Alahan Desa
Pematang Palas Kec. Banyuasin I
Kab. Banyuasin

5. Pembangunan Dermaga Aman
Jaya Dusun 4 Kecamatan
Banyuasin II Kab. Banyuasin

6. Pembangunan Dermaga Desa
Delta Upang Kecamatan Makarti
Jaya Kab. Banyuasin

7. Pembangunan Dermaga Lr. Manggar
LK.2 Kecamatan Makarti jaya Kab.
Banyuasin

1. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Air Solok Batu Kecamatan Air
Salek Kab. Banyuasin

BANGUB 25 UNIT

2. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Enggal Rejo Kecamatan Air
Salek Kab. Banyuasin

3. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Karang Anyar Kecamatan
Sumber Marga Telang Kab.
Banyuasin

4. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Karang Sari Kecamatan
Karang Agung Ilir Kab. Banyuasin

5. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Kenten Laut Kecamatan
Talang Kelapa Kab. Banyuasin

6. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Manggar Raya Kecamatan
Tanjung Lago Kab. Banyuasin



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
130

7. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan
Muara Sugihan Kab. Banyuasin

8. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Mekar Sari Kecamatan
Karang Agung Ilir Kab. Banyuasin

9. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Mekar Sari Kecamatan Selat
Penuguan Kab. Banyuasin

10. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Muara Telang Marga
Kecamatan Sumber Marga Telang
Kab. Banyuasin

11. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Rantau Harapan Kecamatan
Rantau Bayur Kab. Banyuasin

12. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Rimau Sungsang Kecamatan
Banyuasin II Kab. Banyuasin

13. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Saleh Agung Kecamatan Air
Salek Kab. Banyuasin

14. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Sebubus Kecamatan Air
Kumbang Kab. Banyuasin

15. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Srikaton Kecamatan Air Salek
Kab. Banyuasin

16. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Sumber Mulyo Kecamatan
Muara Sugihan Kab. Banyuasin

17. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Talang Lubuk Kecamatan
Sumber Marga Telang Kab.
Banyuasin

18. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Tanjung Baru Kecamatan
Muara Padang Kab. Banyuasin

19. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Tanjung Mas Kecamatan
Makarti Jaya Kab. Banyuasin

20. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Telang Makmur Kecamatan
Muara Telang Kab. Banyuasin

21. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Teluk Payo Kecamatan
Banyuasin II Kab. Banyuasin
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22. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Terusan Dalam Kecamatan
Sumber Marga Telang Kab.
Banyuasin

23. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Tirta Kencana Kecamatan
Makarti Jaya Kab. Banyuasin

24. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Ujung Tanjung Kecamatan
Banyuasin III Kab. Banyuasin

25. Pembangunan Tambatan Perahu
Desa Upang Karya Kecamatan
Muara Telang Kab. Banyuasin

Jumlah Total Keseluruhan Dermaga 230 Unit

Jika dibandingkan Target sampai Tahun 2022 sebesar 98,82% realisasi

sebesar 125,00% dengan capaian sebesar 126,49% telah melebihi target yang telah

ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan dermaga dapat

meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin

khususnya wilayah perairan.

 Cakupan Rumah layak huni
Sasaran Meningkatkan layanan Perumahan dan mendorong masyarakat

untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni dicapai

melaluiIndikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. Indikator Cakupan

Ketersediaan Rumah Layak Huni dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun

2020, 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020 realisasi

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Banyuasin sebesar 85,77%

dan meningkat di Tahun 2021 menjadi 86,80% dan di Tahun 2022 mengalami

peningkatan lagi menjadi 87,74%. Jika dihitung persentasennya di Tahun 2022

melalui rumus jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu yaitu sebesar 194.779 unit di bagi jumlah rumah disuatu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu sebesar 221.984 dikali seratus (100) sehingga realisasi

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2022 mencapai 87,74 sedangkan

target yang ditetapkan sebesar 87,00% sehingga tingkat Capaianya sebesar

100,86%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
132

Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk Cakupan Ketersediaan Rumah

Layak Huni di tahun 2022 telah mencapai target. Peningkatan Cakupan

Ketersediaan Rumah Layak Huni dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat

dalam pemenuhan rumah layak huni melalui program 1 juta rumah dan upaya Dinas

Perkimtan dalam mencari kesempatan untuk mendapatkan peluang tersebut melalui

sumber-sumber pendanaan selain APBD yaitu dengan pendanaan APBN .

Pendanaan APBN melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),

Rumah berbasis komunitas, rumah khusus serta rumah susun dan Pembangunan

Rumah layak Huni oleh OPD Terkait seperti Basnas dan PMD melalui Dana Desa.

sedangkan Pendanaan APBD dilaksanakan melalui program pengembangan

perumahan yang terdiri dari kegiatan :

1. Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Perencanaan dan survey kawasan perumahan dan permukiman.

Gambar 3.35
Pembangunan Rumah layak Huni

 Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Pada Tahun 2022 Persentase Penduduk berakses Air Minum dengan Target

sebesar 50%, Realisasi sebesar 67,33% dan dengan Persentase Capaian sebesar

134,66% sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 Persentase

Penduduk berakses Air Minum Realisasinya 52,56% dengan persentase Capaian

Sebesar 111,83%, dan Pada Tahun 2020 Persentase Penduduk berakses Air Minum
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Realisasinya sebesar 48,41% dengan persentase Capaian Sebesar 80,68%.

Persentase Penduduk berakses Air Minum diperoleh dari Jumlah penduduk yang

terlayani akses air minum yang aman tahun 2022 Sebanyak 565.169.

Jika dilihat dari target pada tahun 2022, realisasi indikator tersebut sebesar

67,33% dengan Target sebesar 50% dan dengan tingkat capaiaan sebesar 134,66%

sehingga untuk indikator tersebut telah mencapai Target. Hal ini dipengharui Target

yang Kecil yang mana Target tersebut terhitung hanya setengah dari total

penduduk di Kabupaten Banyuasin yang terlayani Akses Air Minum yang aman.

Yang mana Total penduduk adalah sebanyak 839.401, data tersebut kami dapat

melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin per Bulan

Desember Tahun 2022. sedangkan Penduduk yang terlayani Akses Air Minum yang

Aman adalah sebanyak 565.169, bila di Persentasekan Sebesar 67,33.

Upaya pemerintah daerah dalam memenuhi penyediaan Air minum dilakukan

melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan Air limbah

dengan sumber pendanaan APBD Induk, Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (pokir) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Air Minum, APBN, CSR serta

Loan Melalui Program PAMSIMAS dan Kelola Sandan.

Gambar 3.36
Bangunan Fasilitas Air Bersih di Pemukiman Warga

Dalam rangka memaksimalkan sumber alam dan memberikan Berakses Air

Minum kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyuasin, mendirikan pabrik air
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minum kemasan yang nantinya akan dikelola BUMD Sei Sembilang. Pembangunan

pabrik air minum kemasan ini, menelan dana senilai Rp 6.4 Miliar.

Pembangunan pabrik air minuman kemasan ini sendiri, merupakan gagasan

dari Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang melihat prospek usaha air minum

kemasan di Banyuasin. Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin,

dipilih, menjadi lokasi pabrik air minum kemasan yang nantinya dikelola BUMD Sei

Sembilang dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air minum bersih.

Gambar 3.37
Uji Coba Pabrik Air Minum Kemasan yang di Kelola oleh BUMD

Kabupaten Banyuasin

 Cakupan Layanan Telekomunikasi
Tersedianya cakupan layanan telekomunikasi peningkatan Realisasi capaian

dengan indikator persentase yang menggunakan fasilitas jaringan informasi teknologi

(IT). telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan Jaringan yang sudah terlayani

terealisasi capaian sebesar 9,25% dari target sebesar 15,00% Pada tahun 2017

Jaringan Internet sudah terlayani infrastruktur Jaringan TIK meningkat capaiannya

menjadi 14,21% dari target 71,90% pada tahun 2018, meningkatknya Jaringan TIK

yang terlayani capaiannya capaian jaringaan internet ke wilayah tercovarege masih

tahap pengembangan yaitu sebesar 21,71% dari target 75,50% pada tahun 2019

dan pencapaian internet yang terjangkau sesuai luas keseluruhan sebesar 22,33%

dari target 79,27% pada tahun 2020 terjadinya meningkatan terkoneksinya jaringan

internet dengan capaian 22,33% dari target 79,27% jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya capaiannya hanya 9,25% peningkatan Realisasi Infrastruktur layanan

Jaringan Teknologi informasi komunikasi pada tahun anggaran 2021 Sebesar

97,33% dari target 83,23% dengan capaian 116,94% dan peningkatan Realisasi
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Infrastruktur layanan Jaringan Teknologi informasi komunikasi pada tahun anggaran

2022 sebesar 97,65% dari target 87,39% dengan capaian 111,74% dibandingkan

dengan tahun awal periode Renstra tahun 2017.

Gambar 3.38
Grafik (Cakupan layanan Telekomunikasi) Target, Realisasi dan Pencapaian

Tahun Anggaran 2022

Cakupan Layanan Telekomunikasi dengan perhitungan luas wilayah yang

tercoverage (jangkauan wilayah) dijelaskan sebagai berikut:

a. Layanan Infrastruktur jaringan internet dari wilayah yang tercoverage (jangkauan

wilayah) yang terealisasi 83 terlayani jaringan internet yaitu Realisasi Luas

Wilayah yang tercovarege (31 Opd, 21 kecamatan, 7 Titik pemkab, 12 cctv, 1 opi

mall, 1 taman kota dan 10 desa (Desa Daya Murni, Kec. Muara Sugihan, Desa

Srikaton Kec. Air Salek, Desa Saleh Mulya Kec. Air Salek, Kel. Kayuara Kuning,

Lalang Sembawa, Merah Mata, Daya Utama, Manggar Raya, Kuala Sugihan,

Wonodadi) dibagi Luas WilayahKeseluruhan 75 Titik Jaringan) di Kali 100%.

b. Dari total luas wilayah keseluruhan 85 Titik Jaringan yang masih belum tercapai

dari target capaian indikator kinerja dengan uraian (31 Opd, 21 Kecamatan, 9

Subagian Bagian Sekertariat Daerah, dan 10 Titik Jaringan Desa).
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Meningkatnya dan keberhasilan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Internet berbasis IT. Menjadikan perkembangan sistem Egovernment yang

menunjang intranet dan internet berbasis IT. Internet (portmanteau dari

interconnected network) dan sistem jaringan komputer yang saling terhubung

secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk

menghubungkan seluruh OPD dan Kecamatan kelurahan dan desa di lingkungan

wilayah Kabupaten Banyuasin.

Gambar 3.39
Grafik Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan

aksesinternet yang disediakan Dinas Kominfo-SP Tahun 2022

Sumber ; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,2022

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dengan target jangka

menengah dokumen Renstra tahun 2023 realisasi capaian dengan indikator kinerja

dapat diupayakan untuk meningkatkanPengembangan jaringan infrastruktur berbasis

TIK dengan target 91,76%

1. Pengembangan Pemasangan jaringan Infrastruktur internet TIK yang digunakan

Perangkat daerah dengan jumlah yang terhubung menggunakan akses internet

menggunakan kabel LAN dan Fiber Optik adalah 52 perangkat daerah lingkup

kabupaten banyuasin dengan pembagian Akses internet 22 perangkat daerah

menggunakan Radio Point to point, 28 menggunakan kabel Fiber Optik dan 1

perangkat daerah menggunakan Kabel LAN.
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2. Pelaksanaan komunikasi dan informatika melalui bidang infrastruktur jaringan

Teknologi informasi komunikasi (TIK) dan Bidang E- government di upayakan

Pemakaian Layanan publik yang di selenggarakan secara online Terintegrasi

dengan jumlah system informasi manajemen pemerintah yaitu 11 aplikasi, 32

website OPD dan 21 Website Kecamatan.

3. Palaksanaan Bidang Infrastruktur TIK Melalui integrasi layanan publik dan

kepemerintahan serta database diupayakan pelayanan publik yang di

selenggarakan secara online dan terintegrasi dengan adanya pemasangan

CCTV di 12 titik yaitu Pemkab. (kantor bupati) 1 titik CCTV, Pasar Pangkalan

Balai 1 titik V, Simpang Betung 1 titik CCTV, Sembawa 1 titik CCTV, perbatasan

KM 12. 1 titik CCTV, Musi landas 1 titik CCTV, simpang talang betutu 1 titik

CCTV, simpang rambutan 1 titik CCTV, dan simpang mariana 1 titik CCTV,

simpang gasing 1 titik CCTV, simpang talang keramat 1 titik CCTV;

4. Peningkatkan infrastruktur dan teknologi TIK dalam memenuhi tingkat disiplin

Aparatur sipil Negara (ASN) di upayakan adanya layanan mesin sidik jari (finger

print) dalam penerapannya dilaksanakan di 21 kecamatan, 33 Perangkat Daerah

dan 2 pustu 4 Rumas sakit pratama;

5. Prioritas kebutuhan pelayanan internet dalam meningkatkan melalui program

peningkatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK), di wilayah

Kabupaten

6. Banyuasin maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

kabupaten banyuasin memprioritaskan tingkat kecepatan Kebutuhan Bandwidth

internet 148 Mbps pada tahun 2017, 424 Mbps tahun 2018, 488 Mbps tahun

2019 dan pada tahun 2020 Bandwidth internet Kabupaten banyuasin di

tingkatkan lagi menjadi 1000 mbps, pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022

Kominfo Kabupten Banyuasin sebagai layanan komunikasi dan informasi

menyediakan kebutuhan bandwith internet dengan tingkat kebutuhan bandwith

internet yang sama dengan tahun sebelumnya;
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Gambar 3.40
Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2020,2019 dan 2018 dengan Sasaran Meningkatkan
Infrastruktur jaringan akses internet terintegrasi dan Layanan aplikasi Informasi

komunikasi publik E-Government berbasis teknologi informatika

 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Pada tahun 2020 luas irigasi kabupaten kondisi baik sebesar 6.692,07 hektar

dibandingkan dengan jumlah total lahan sebesar 7.638,69 hektar. Target tahun 2022

sebesar 78 % terealisasi 73,82% maka capaian pada indikator ini sebesar 94,64 %,

dengan nilai Sangat Baik.

Pada tahun 2018 ada perubahan luas areal pengelolahan daerah irigasi

rawa sesuai dengan kewenangan Kabupaten <1.000 Ha, Daerah Irigasi Rawa yang

ada hanya 8 (delapan) yaitu DIR Air Rengit (723 Ha), DIR Air Limau (772 Ha) dan

DIR Rambutan (570 Ha), DIR dalam kondisi Rusak, DIR Semuntul (448), DIR Upang

Cemara (364), DIR Sri Menanti (240), DIR Sejagung (497), DIR Muara Telang (479),

DIR Muara Telang Marga (524). Pada 2019 ada 3 (tiga) yaitu DIR Upang Mulya

(738), DIR Upang Jaya (420), DIR Ujung Tanjung (434). DIR dalam kondisi baik,

Pada Tahun 2022 ada penambahan 2 DIR yaitu DIR Pagar Bulan (356,78) dan DIR

Srijaya (497,96) dengan luas daerah Irigasi yang ada untuk mencapai target tersebut

Tidak sulit Harapan besar tercapai sesuai dengan target renstra 2018-2023 yang

suda di tetapkan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 sudah melakukan

pengajuan pembangunan Daerah Irigasi Rawa Baru kepada Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 66 Daerah Irigasi Baru,
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pada tahun 2017 ada 2 (dua) dan Pada 2018 ada 5 (lima) Pembangunan Daerah

Irigasi Baru yaitu DIR Semuntul, DIR Upang Cemara, DIR Sri Menanti, DIR

Sejagung, DIR Muara Telang dan DIR Muara Telang Marga Pada 2019 ada 3 (tiga)

Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR Upang Mulya, DIR Upang Jaya, DIR

Ujung Tanjung pada 2021 ada 2 (dua) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR

Pagar Bulan, DIR Srijaya Pada 2022 ada 1 (satu ) Pembangunan Daerah Irigasi

Baru yaitu D.I.R Pulau Borang.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan

tahun 2022 dengan taget jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian

dengan indikator Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik pada tahun 2022 adalah

73,82 %. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di akhir Renstra sudah

tergolong besar karena target pada tahun 2023 sebesar 80 %. Dengan demikian

persentase capaian jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 73,82 %.

Gambar 3.41
Monitoring dan Pengawasan Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa yakni Pengalian Parit
Jaringan irigasi yang dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin berserta

Camat setempat

.
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 Desa SangatTertinggal dan Tertinggal Menjadi Berkembang

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini di pemerintah Kabupaten

Banyuasin, diuraikan sebagai berikut:

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian

sasaran sertatarget dan capaiannya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.47
Capaian Desa SangatTertinggal dan Tertinggal Menjadi Berkembang

Sasaran/Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Tingkat Capaian

1 2 3 4 5
Sasaran : Bangkit Infrastruktur
(Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya
statusdesa)
1. Jumlah Desa Sangat

Tertinggal dan Tertinggal
Menjadi Berkembang

% 215 209 97,20%

Sumber : Laporan Indeks Desa Mandiri tahun 2022

Capaian indikator tahun 2022 Jumlah Desa Sangat tertinggal dan menjadi

berkembang didapat dari adanya pencapaian target pada tahun 2022 yaitu status

Desa maju Sebesar 49 Desa, Desa Berkembang Sebanyak 209 Desa, dan Desa

Tertinggal sebanyak 27 Desa.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa pada tahun 2021 Desa

Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang terealisasi sebesar 205

dengan capaian sebesar 109,63%, sedangkan pada tahun 2022 Jumlah Desa

Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang terealisasi sebesar

209 dengan persentase capaian sebesar 97,20%. Sehingga dapat dilihat bahwa

perbadingan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebanyak 4 Desa

Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang.

Penyebab dari keberhasilan sasaran dan indikator pada jumlah desa sangat

tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang adalah :

1. Peningkatan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi;

2. Peningkatan kapasitas Sumber daya alam;

3. Peningkatan akses kelembagaan keuangan, pasar dan aktivitas ekonomi;
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4. Pemahaman dengan manajemenaset dan Sumber daya alam secara

berkelanjutan;

5. Memberikan perhatian pada karakteristik sosial dan budaya lokal.

 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022

sebesar 69,10 dan telah melampaiui target yang telah ditetapkan yaitu 64,42.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKLH ang telah dicapai Kabupaten

Banyuasin berada pada kategori Sedang (50 < x < 70).

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di peroleh dari hasil data 30 Titik Pemantauan

air permukaan yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten 17 Titik Pantau, Provinsi 9

Titik Pantau dan Pusat 4 Titik Pantau. Parameter wajib dalam penghitungan Indeks

Kualitas Air (IKA) terdiri dari 8 (Delapan) parameter yaitu pH, Biochemical Oxygen

Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS),

Dissolved Oxygen (DO), Feecal Coliform, Total Phospat (PO4), dan Nitrite (NO3.)

Nilai IKA yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 62,33 dan termasuk dalam kategori

Sedang. (50 < x < 70). Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari hasil

pemantuan kualitas uadara ambien melalui metpde Passive Samplier dan Air Quality

Monitoring System (AQMS). Lokasi pemantauan Udara metode Passive Samplier di

2 Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuasin III dan Talang Kelapa dengan 4 lokasi

sampling dari Transfortasi di jalan Palembang Betung, Industri jalan Tanjung Api-Api,

Pemukiman Komplek Mega Asri II dan Perkantoran DLH Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan Pemantauan Udara melalui AQMS berada pada lokasi di Kelurahan

Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana lokasi

tersebut merupakan Representasi Kualitas Udara campuran (transfortasi,

perkantoran dan pemukiman). Capaian nilai IKU pada tahun 2022 sebesar 86,41 dan

berada pada katergori Baik (70 < x < 90).

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan data yang diperoleh dari hasil

Citra Satelit yang dilaksanakan oleh KLHK terhadap tutupan lahan dan hutan yang

berda di wilayah Kabupaten Banyuasin. Data tambahan yang berasal dari daerah

hanya berupa data Ruang Terbuka Hijau. Pada Tahun 2022 capaian nilai IKL

sebesar 48,73 (25< x < 50). Dan termasuk kategori Kurang. Jadi nilai Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin 69,10 dengan kategori sedang.
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Capaian indikator persentase jumlah sampah yang tertangani pada tahun

2022 dengan realisasi sebesar 22,51 % dari target 18,87 % dengan kategori

tercapai. Penanganan Sampah masih dilakukan Pengumpulan sampah biasanya

dilakukan petugas kebersihan yang mengangkut sampah-sampah dari tiap rumah

tangga menggunakan motor roda 3 ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan

selanjutnya dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah menggunakan

mobil dumptruck sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengumpulan sampah ini belum optimal karena belum bisa mengangkut semua

sampah dikarenakan sarana dan prasarana masih kurang. Untuk mengatasinya

perlu penanganan sampah yang serius. Penanganan Sampah harus dimulai dari

rumah tangga hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penanganan sampah di

Kabupaten Banyuasin baru ada 6 UPTD untuk pelayanannya yaitu UPTD Banyuasin

III, UPTD Betung, UPTD Sembawa, UPTD Talang Kelapa, UPTD dan Banyuasun I.

Penanganan sampah selain pengumpulan dapat juga dilakukan dengan cara seperti

penampungan, pemusnahan, pembuangan dan daur ulang. Sampah yang dikelola

untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan, lingkungan dan estetika.

Pada RPJMD di tahun 2022 Capaian indikator Indeks Kualitas Longkungan

Hidup Kabupaten Banyuasin pada tahun 2022 dengan realisasi 69,10 Indeks

dengan tingkat capaian sebesar 107,26 Indeks dari target 64,42 Indeks dan seiring

dengan meningkatnya sarana dan prasarana dan anggaran setiap tahun.

IKLH Kabupaten Banyuasin tahun 2022 dengan realisasi 69,10 Indeks

dengan kategori sedang hal ini dipengaruhi oleh air permukaan masih dalam

kategori sedang karena akibat aktifitas industri dan Limbah Domestik, Kualitas udara

menggunakan Alat AQMS dan Matrik Passive Samplier (Manual Pasif) selama 14

hari dan Tutupan lahan termasuk kurang baik karena kegiatan pembukaan lahan,

kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, penggunaan kawasan hutan untuk

sector diluar kehutanan, penambangan tanpa izin dan pemukiman. Untuk itu harus

dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan AMDAL, UPL dan UPL

secara kontinyu.
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 Persentase Penurunan Resiko Bencana
Target penurunan indek resiko bencana Kabupaten Banyuasin tahun 2022

sebesar 6%, realisasi penurunan indeks resiko bencana pada tahun 2022 sebesar

5,66%. Penurunan angka ini didapat dari pengisian 71 indikator tentang Indeks

Kapasitas Daerah tahun 2021 serta di upload di Aplikasi Inarisk, kemudian dari

aplikasi terdapat trend penurunan indeks resiko dimana Indeks resiko bencana

Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 133,14% dikurang dengan Indeks

resiko bencana Kabupaten Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 127,48. (dapat

dilihat pada gambar dibawah ini).

Gambar 3.42
Indeks resiko bencana Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2022

Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan

bencana dengan target 60% dan realisasi sebesar 65.20% dapat dilihat dari jumlah

warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 2.660

warga dibagi dengan jumlah sasaran warga negara yang berada dikawasan rawan

bencana 4.080 warga dikali 100%.

Target persentase warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 40% dengan realisasi 34,07% hal ini

dapat dihitung dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 1.390 warga dibagi dengan jumlah
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warga negara yang seharusnya mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan

sebanyak 4.080 warga dikali 100%.

Gambar 3.43
Apel Kesiapan TIM BPBD Kabupaten Banyuasin dan Pelaksanan Bantuan kepada

Masyarakat yang berdampak bencana.

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana dapat dihitung dari Jumlah warga negara yang

memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 4.534

warga/jiwa dibagi dengan Jumlah semua korban bencana yaitu 4.534 warga/jiwa

dikali 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hambatan

1. Letak geografis yang luas, sehingga pertolongan pertama dan evakuasi

korban bencana menjadi kurang maximal.

2. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam melakukan/memberikan

pertolongan pertama pada saat terjadi bencana.

3. Kurangnya pemahaman dan keahlian yang dimiliki masyarakat dalam alihfungsi

lahan, pembukaan lahan, serta menjaga di lingkungan sekitar.

4. Berlummaksimalnya pemetaan daerah rawan bencana;
5. SDMdan dan Sarpras yang dimiliki belum/tidak maksimal.
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Alternatif Pemecahan Masalah

1. Untuk dilakukan pemadaman rutin di tiap Kecamatan dengan dibentuk posko

karhutlah, sehingga setiap terjadinya karhutlah anggota ataupun tim cepat

menanggulanginya, serta dapat menambah kantong-kantong air ataupun

embung ditiap daerah rawan karhutlah.

2. Meningkatkan pengetahuan dan perluasan penyebaran informasi terhadap

bahaya bencana dengan cara sosialisasi, penyuluhan, bimtek dan sebagainya.

3. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang dimiliki dalam

penanggulangan bencana.

4. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana.
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7. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 7 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju Good Governance

Capaian Kinerja Tujuan 7 dengan 1 Sasaran :

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju Good Governance
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran : Bangkit Reformasi Birokrasi (Meningkatkan Reformasi Birokrasi)

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Tujuan 7 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju Good Governance

Indikator Sasaran
Satuan

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

RPJMD

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Realisasi Tahun
2018 (%) Realisasi Tahun

2019 (%) Realisasi Tahun
2020 (%) Realisasi Tahun

2021 (%) Realisasi Tahun
2022 (%)

Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju Good Governance

1. Indeks Reformasi
Birokrasi CC

CC
(54,60)

B

CC
(57,91)

B

CC
(50,12)

CC
(57,00)
CC
51,60

CC
(58,00)
CC
57,19

100,00

Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Bangkit Reformasi Birokrasi (Meningkatnya Reformasi Birokrasi
1. Indeks Reformasi

Birokrasi Nilai
CC

CC
(54,60)

100
B

CC
(57,91)

B

CC
(50,12)

CC
(57,00)
CC
51,60

CC
(58,00)
CC
57,19

98,60
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2. Maturitas SPIP
Level

3
100

3
100

3
100

3
100

3
100

3 3 3 3 3
3. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Nilai

B
(77,00) 104,11

B
(80,01) 96,03

B
(85,5) 98,49

B
(84,22) 104,12

B
(84,50) 104,12

83,03 83,31 84,21 84,75 B
84,75

4. Nilai SAKIP

Nilai
B B BB B B

(64,00) 101,47B
(60,04)

B
(62,71)

B
(62,96)

B
(64,05)

B
(64,94)

5. Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan WTP

WTP
100

WTP
100

WTP
100

WTP
100

WTP
100

WTP WTP WTP WTP WTP

Rata-Rata Capaian Kinerja 101,3 100,84
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Misi lima pada sasaran ini adalah Meningkatkan keterbukaan dan Keadilan untuk

semua dengan indikatornya adalah

 Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Ada tiga indikator utama yang bisa memberikan penilaian terhadap tingkat

keberhasilan percepatan reformasi birokrasi, yaitu Indeks Persepsi Korupsi,

Peringkat Kemudahan Berusaha (ease of doing business) dan jumlah instansi

pemerintah yang memiliki akuntabilitas tinggi, dalam pelaksanaan RB serta akan

terus berinovasi melakukan deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi serta

melaksanakan pola kerja yang kolaboratif dan dengan metode/kerangka kerja yang

memiliki prinsip bertahap dan berulang.

Berdasarkan hasil evaluasi/penilaiaan Tim PMPRB Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sampai

dengan tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuasin sebesar

54.60, 57,91, 50,12,51,60 dan 57,19. Di tahun 2022 mengalami kenaikan Nilai indeks

Reformasi Birokrasi namun masih didalam Predikat CC. Nilai ini belum memuaskan

masih akan terus diperbaiki terutama hal-hal yang berkaitan dengan perencanan dan

Perubahan Manajemen Kinerja yang harus sudah mengarah ke Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gambar 3.44
Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuasin Tahun 2017-2020
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Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 berdasarkan LHE oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022

adalah CC dengan Nilai 57,19, Upacaya untuk pencapaian kinerja Reformasi

Birokrasi sesuai dengan target telah dilakukan dengan :

1. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan yaitu

perbaikan roadmap, asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

implementasi program Reformasi Birokrasi;

2. Melakukan salah satu Rekomendasi LHE RB di area Manajemen Perubahan

yang harus berbasis teknologi/SPBE dengan menerapkan Sistem Aplikasi yang

terintergrasi yaitu SI-PINTER yang didalam mencakupi e-Kinerja, e-Pelayanan

Publik, e-SAKIP dan Perhitungan TPP berbasis Kinerja.

3. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima, dan transparan kepada

masyarakat. Dengan Indikator-indikator sasarannya yang telah dilakukan adalah

bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan

peningkatan kinerja.

 Maturasi SPIP
Secara umum capaian sasaran ini telah tercapai dengan baik dengan rata-

rata capaian sebesar 100 %, sebagaimana tergambar pada diagram kinerja

Inspektorat Kabupaten Banyuasin berikut :

Indikator Level 3 Maturitas SPIP dari skala 1-5, capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan Laporan Tim Assesor Maturitas SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi

Sumatera Selatan Nomor : SP-2143/D3/02/2018 Tanggal 26 November 2018 Perihal

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 pada

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018, yang menyatakan bahwa simpulan

hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten

Banyuasin telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP “Level 3

(Terdefinisi)” dengan skor 3,0227. Hasil penilaian ini masih berlaku hingga akhir

tahun 2020, sedangkan untuk penilaian mandiri tahun 2021 dilakukan secara online

dan masih dalam tahap Pengujian bukti oleh Tim Assesor Maturitas SPIP Kabupaten

Banyuasin.
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 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Untuk Target Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 2022 sebesar 84,82 telah

mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 84,50 dengan capaian kinerja

sebesar 104,12 penilaian nilai SKM ini terjadi karena adanya peningkatan nilai

sarana dan prasarana dan waktu pelayanan yang dilakukan oleh unit penyelengara

layanan publik atau perangkat daerah dimana sarananya yaitu terdapat penambahan

ruang laktasi dan area bermain anak sedangkan untuk pelayanan yang dilakukan

oleh perangkat daerah semakin responsif, tepat waktu dan efesien, sebagian

menggunakan sistem elektronik berupa aplikasi sebagai upaya juga dalam

mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memaksimal

pelayanan Publik dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dengan

dibentuknya Tim Kabupaten dalam rangka untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik selain itu juga dilakukan Pembinaan baik secara internal maupun secara

eksternal yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Ombudsman

Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.49
Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Sat Pol-PP, dan Kecamatan
Kabupaten Banyuasin

No Perangkat Daerah
Unit Pelayanan Publik Nilai IKM Kategori Jumlah

Responden Metode SKM
1 2 3 4 5 6
1 Sekretariat Daerah 83,28 B (Baik) 480 SKM Manual

dan Online
2 Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah
81,85 B (Baik) 156 SKM Manual

dan Online
3 Inspektorat 81,74 B (Baik) 402 SKM Manual

dan Online
4 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
92,20 A

(Sangat Baik)
257 SKM Manual

dan Online
5 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
83,33 B (Baik) 211 SKM Manual

dan Online
6 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik
87,31 B (Baik) 166 SKM Manual

dan Online
7 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan

87,735 B (Baik) 300 SKM Manual
dan Online

8 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

82,63 B (Baik) 485 SKM Manual
dan Online
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No Perangkat Daerah
Unit Pelayanan Publik Nilai IKM Kategori Jumlah

Responden Metode SKM
1 2 3 4 5 6
9 Badan Pendapatan Daerah 78,33 B (Baik) 144 SKM Manual

dan Online
10 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
93,20 A

(Sangat Baik)
300 SKM Manual

dan Online
11 Dinas Kesehatan 94,10 A

(Sangat Baik)
300 SKM Manual

dan Online
12 Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja
91,96 A

(Sangat Baik)
202 SKM Manual

dan Online
13 Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan
Persandian

87,16 B (Baik) 300 SKM Manual

14 Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan

87,33 B (Baik) 300 SKM Manual
dan Online

15 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

85,11 B (Baik) 308 SKM Manual
dan Online

16 Dinas Penanaman Modal
PelayananTerpadu Satu
Pintu

87,98 B (Baik) 254 SKM Manual
dan Online

17 Dinas Lingkungan Hidup 85,79 B (Baik) 174 SKM Manual
dan Online

18 Dinas Sosial 87,08 B (Baik) 214 SKM Manual
dan Online

19 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

83,22 B (Baik) 233 SKM Manual
dan Online

20 Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

87,88 B (Baik) 253 SKM Manual
dan Online

21 DinasPerumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan

82,50 B (Baik) 200 SKM Manual
dan Online

22 Dinas Perkebunan dan
Peternakan

84,27 B (Baik) 301 SKM Manual
dan Online

23 Dinas Perhubungan 80,59 B (Baik) 333 SKM Manual
dan Online

24 Dinas Perikanan 82,74 B (Baik) 300 SKM Manual
dan Online

25 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

78,40 B (Baik) 300 SKM Manual
dan Online

26 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

77,01 B (Baik) 300 SKM Manual
dan Online

27 Dinas Ketahanan Pangan 75,37 C (Kurang
Baik)

300 SKM Manual
dan Online

28 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

75,90 C (Kurang
Baik)

288 SKM Manual
dan Online

29 Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura

79,93 B(Baik) 160 SKM Manual
dan Online
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No Perangkat Daerah
Unit Pelayanan Publik Nilai IKM Kategori Jumlah

Responden Metode SKM
1 2 3 4 5 6
30 Satuan Polisi PamongPraja

dan Pemadam Kebakaran
95,00 A

(Sangat Baik)
163 SKM Manual

dan Online
31 Kecamatan Rantau Bayur 88,10 B (Baik) 186 SKM Manual

dan Online
32 Kecamatan Banyuasin I 84,56 B (Baik) 184 SKM Manual

dan Online
33 Kecamatan Banyuasin II 79,64 B (Baik) 300 SKM Manual
34 Kecamatan Banyuasin III 95,88 A

(Sangat Baik)
302 SKM Manual

dan Online
35 Kecamatan Karang Agung

Ilir
94,82 A

(Sangat Baik)
150 SKM Manual

36 Kecamatan Betung 90,51 A
(Sangat Baik)

150 SKM Manual
dan Online

37 Kecamatan Sembawa 93,835 A
(Sangat Baik)

300 SKM Manual
dan Online

38 Kecamatan Air Kumbang 88,31 A
(Sangat Baik)

300 SKM Manual
dan Online

39 KecamatanTalang Kelapa 88,33 A
(Sangat Baik)

300 SKM Manual

40 Kecamatan Tungkal Ilir 85,08 B (Baik) 150 SKM Manual
41 Kecamatan Makarti Jaya 84,79 B (Baik) 309 SKM Manual

dan Online
42 Kecamatan Pulau Rimau 80,02 B (Baik) 300 SKM Manual

dan Online
43 Kecamatan Muara Padang 79,93 B (Baik) 198 SKM Manual

dan Online
44 Kecamatan Rambutan 83,03 B (Baik) 315 SKM Manual

dan Online
45 Kecamatan Suak Tapeh 83,36 B (Baik) 301 SKM Manual

dan Online
46 Kecamatan Tanjung Lago 79,15 B (Baik) 300 SKM Manual

47 Kecamatan Selat Penuguan 79,07 B (Baik) 300 SKM Manual
48 Kecamatan Muara Sugihan 84,14 B (Baik) 250 SKM Manual

dan Online
49 Kecamatan Sumber Marga

Telang
79,09 B (Baik) 300 SKM Manual

50 Kecamatan Muara Telang 81,09 B (Baik) 184 SKM Manual
dan Online

51 Kecamatan Air Salek 79,75 B (Baik) 475 SKM Manual
dan Online

Total Nilai IKM 84,82

Suber data : Laporan Hasil Survei indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah tahun 2022
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Pelaksana Survei secara online dilaksanakan dengan mengunakan melalui

website santer.banyuasinkab.go.id pada Aplikasi SI-PUMA (Sistem Indeks Kepuasan

Masyarakat secara elektronik).

 Nilai Sakip
Gambar 3.45

Grfaik Nilai SAKIP Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 – 2021

Untuk Nilai SAKIP Capaian kinerja sasaran terus mengalami kenaikan nilai

pada tahun 2016, tahun 2017 berturut turut dengan predikat CC dengan nilai adalah

50.96, dan 57.74 serta pada tahun 2018, 2019, 2020 d a n 2 0 2 1 dengan capaian

nilai 60,04, 62,71,62,96 dan 64,05 dengan predikat B, sehingga Pemerintah

Kabupaten Banyuasin memperoleh predikat B dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) berturut – turut selama 3 tahun dan untuk nilai tahun 2022

Kabupaten Banyuasin mendapat nilai 64,94 denga predikat B dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Secara pencapaian Nilai SAKIP masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan kembali

adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2022 :

1. Pada tahun 2022 sudah ada Implementasi pelaksanaan pada web

https://santer.banyuasinkab.go.id/ yang didalam ada beberapa aplikasi yang

terintegrasi secara otomatis. Salah satunya Aplikasi SI-LAKI yakni untuk

mendorong kinerja Petugas penyusun LKjIP Perangkat Daerah agar LKjIP

Perangkat Daerah cepat terselesaikan, efektif, efesien dan akuntabel, ada juga

Aplikasi Pelayanan Publik berupa Aplikasi SI-PUMA untuk mendorong

peningkatan pelayanan publik yang bersih bebas dari KKN, Melayani dan

https://santer.banyuasinkab.go.id/
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Responsif, Aplikasi Anjab ABK yang bernama SI-JANDA dalam rangka

meningkatkan Sistem Manajeman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyuasin.

2. Melakukan pembinaan dan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah, tentang

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

sehingga diharapkan Perangkat Daerah dapat lebih paham terhadap SAKIP dan

manfaat dari implementasi SAKIP.

 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Target Nasional bagi daerah dalam Pengelolaan Keuangan adalah dengan

mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dipenuhi oleh

Kabupaten Banyuasin yaitu mendapatkan Opini WTP. Pemerintah Kabupaten

Banyuasin menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori Opini WTP 11 Kali berturut-turut sampai

tahun 2021. Hal tersebut sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

untuk melakukan tata kelola keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel, hal

tersebut dapat dilihat dari table.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan

entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan: kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; serta efektivitas sistem

pengendalian intern.
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Tabel 3.50
Capaian Kinerja Indikator 1

Opini BPK terhadap LKPD n-1

No Tahun
LKPD

Target
Opini

Opini
BPK

Capaian
Kinerja Keterangan

1 2 3 4 5 6
1 2011 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK RI atas LKPD Tahun
2011Nomor
39.B/LHP/XVIII.PLG/05/2012
dan Nomor
39.C/LHP.XVIII.PLG/05/2012
Tanggal 28 Mei 2012

2 2012 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2012 Nomor
8.B/LHP/XVIII.PLG/05/2013
dan Nomor
8.C/LHP.XVIII.PLG /05/2013,
tanggal 24 Mei 2012

3 2013 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2013 Nomor 28.B/S-
HP/XVIII.PLG/05/2014
tanggal 26 Mei 2014

4 2014 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2014 Nomor 23.B/S-
HP/XVIII.PLG/05/2015
tanggal 28 Mei 2015

5 2015 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2015 Nomor 26.B/S-
HP/XVIII.PLG/05/2016
tanggal 27 Mei 2016

6 2016 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2016 Nomor 26.B/S-
HP/XVIII.PLG/05/2017
tanggal 29 Mei 2017

7 2017 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2017 Nomor 26.A/S-
HP/XVIII.PLG/05/2018
tanggal 25 Mei 2018
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8 2018 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2018 Nomor 22.B/S-
HP/XVIII.PLG/05/2019
tanggal 14 Mei 2019

9 2019 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI LKPD Tahun 2019
Nomor
44.B/LHP/XVIII.PLG/06/2020
dan
44.C/LHP/XVIII.PLG/06/2020,
Tanggal 23 Juni 2020

10 2020 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2020 Nomor
34.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021
Tanggal 8 Mei 2021

11 2021 WTP WTP 100% Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD Tahun
2020 Nomor
24.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022
Tanggal 25 April 2022

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 100%

Indikator Laporan Keuangan n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuasin dari Tahun 2011-2020 mencapai target 100%, dan

untuk tahun 2022 target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara

Kepala.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

dengan Bupati Banyuasin adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi

kinerja indikator ini adalah WTP sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

atas LKPD Tahun 2022 masih dalam proses.

Terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini dari Tahun 2011 sampai dengan

2021 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga Kabupaten Banyuasin

sampai dengan Tahun 2021 telah mendapatkan penghargaan atas laporan

Keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sebelas Kali Berturut-turut.
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C. AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 309 Tahun 2022 Tanggal 1

Nopember 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022. Dimana Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan

Setelah Perubahan : 2.429.811.102.666,00

Belanja

Setelah Perubahan : 2.418.431.106.543,00

Pembiayaan Daerah

1.Penerimaan Setelah Perubahan : 122.446.676.318,00

2. Pengeluaran Setelah Perubahan : 133.826.672.441,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran

yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat

perencana daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
Tugas TAPD antara lain:

1. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rencana perubahan KUA.

3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rencana perubahan PPAS

4. Melakukan verifikasi RKA SKPD.

5. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan

pertanggungjawaban APBD.

6. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

APBD.

7. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA

SKPD.

8. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
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APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki

struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana

alikasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan

keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-

undangan

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan Belanja daerah

terdiri dari :

a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja

bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan

pembiayaan lainnya.

b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan,

pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 159

Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang

dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama

rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus

sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.

Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah

yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses

perencanaan dan penganggaran.

Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Syah yang masing - masing

mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun

pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.51
Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022

NO URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 %

PENDAPATAN

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah 177.250.000.000,00 158.833.853.545,00 89,61%

Pendapatan Retribusi Daerah 18.460.125.000,00 11.266.089.345,00 61,03%

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.587.969.804,50 8.564.519.804,50 99,73%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah

68.186.468.731,63 74.388.248.069,33 109,10%

JUMLAH PENDAPATAN ASLI
DAERAH

272.484.563.536,13 253.052.710.763,83 92,87%

2 PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - LRA

Dana Bagi Hasil Pajak 98.075.671.215,00 99.512.275.847,00 101,46%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam) 214.980.016.059,00 218.223.055.661,00 101,51%

Dana Alokasi Umum 876.013.711.000,00 876.013.711.000,00 100,00%

Dana Alokasi Khusus FISIK 159.264.607.000,00 153.756.624.152,00 96,54%

Dana Alokasi Khusus Non FISIK 211.719.760.000,00 185.408.745.943,00 87,57%

Dana Insentif Daerah - - 0,00%
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Dana Desa 289.920.631.000,00 289.310.409.776,00 99,79%
Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat 1.849.974.396.274,00 1.822.224.822.379,00 98,50%

Pendapatan Transfer Antar Daerah -
LRA

Pendapatan Bagi Hasil 124.298.003.016,08 118.030.933.543,29 94,96%

Bantuan Keuangan 130.795.863.168,79 113.100.806.505,90 86,47%

Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00%
Jumlah Pendapatan Transfer Antar
daerah 255.093.866.184,87 231.131.740.049,19 90,61%

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.105.068.262.458,87 2.053.356.562.428,19 97,54%

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

Pendapatan Hibah 8.544.367.938,00 9.886.602.098,00 115,71%

Pendapatan Lainnya 126.578.900.000,00 121.397.270.660,00 95,91%
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH 135.123.267.938,00 131.283.872.758,00 97,16%

JUMLAH PENDAPATAN 2.512.676.093.933,00 2.437.693.145.950,02 97,02%

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022

- PengelolaanBelanjaDaerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyuasin

2016 - 2021 bahwa Pengelolaan belanja daeerah dilaksanakan berdasarkan pada

anggaran kinerja (Performance Budged) yaitu yaitu belanja daerah yang berorientasi

pada pencapaian hasil atau kinerja Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada

kepentingan publik. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja

modal, belanja tidak terduga dantransfer dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.52
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022

NO URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 %

Jumlah Belanja 2.086.877.242.130,00 1.855.003.944.705,61 88,89%

1 Belanja Operasi 1.556.521.090.032,00 1.451.964.374.826,73 93,28%

Belanja Pengawai 811.113.332.867,00 759.387.609.273,05 93,62%

Belanja Barang dan Jasa 631.310.453.709,00 588.139.110.354,32 93,16%

Belanja Bunga 20.060.835.233,00 19.794.860.869,20 98,67%

Belanja Subsidi - 0,00%

Belanja Hibah 93.868.468.223,00 84.475.004.330,16 89,99%
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Belanja Bantuan Sosial 168.000.000,00 167.790.000,00 99,88%

2 Belanja Modal 438.855.266.789,00 397.912.010.678,88 90,67%

Belanja Modal Tanah - 0,00%
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 82.674.029.973,00 72.002.613.383,00 87,09%

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 51.947.960.819,00 47.346.012.396,86 91,14%

Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan 293.904.681.661,00 268.313.641.165,02 91,29%

Belanja Modal Aset tetap
Lainnya 10.328.596.336,00 10.249.743.734,00 99,24%

Belanja Modal Aset Lainnya - 0,00%

Belanja Tak Terduga

3 Jumlah Belanja Tak Terduga 91.500.885.309,00 5.127.559.200,00 5,60%

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022

- Tranfer Daerah

Tranfer Daerah terdiri atas transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan

Tabel 3.53
Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022

No Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 %

1 Transfer 414.418.853.680,00 411.647.789.893,00 99,33%

Belanja Bantuan Keuangan antar
Daerah Kabupaten/Kota - - 0,00%

Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota ke Daerah
Provinsi

- - 0,00%

Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa

414.418.853.680,00 411.647.789.893,00 99,33%

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022

- Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakantransaksi keuangan yang bertujuan untuk

menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum

pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi,

efektifitas dan profitabilitas;
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2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah

melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito,

Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

berjalan;

3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah

memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas

kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah,

Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing -

masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.54
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022

NO URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 %

1 Pembiayaan
Pembiayaan Daerah
Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SILPA)

28.352.463.880,00 27.509.729.576,58 97,03%

Pinjaman Ddalam Negeri 94.094.212.438,00 55.763.845.900,00 59,26%
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan 122.446.676.318,00 83.273.575.476,58 68,01%

2 Pengeluaran Daerah
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah

3.500.000.000,00 3.255.029.198,00 93,00%

Pembayaran Pokok Utang 130.326.672.441,00 130.326.672.441,00 100,00%
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan 133.826.672.441,00 133.581.701.639,00 99,82%

3 Pembiayaan NETTO (11.379.996.123,00) (50.308.126.162,42) 442,08%

4 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) - 120.733.285.188,99 0,00%

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022

Keterkaitan antara sasaran, indikator, dan program dengan target dan

realisasi anggaran keterkaitan antara sasaran, indikator, dan program dengan

target dan realisasi anggaran adalah untuk melihan dan menggukur target dan

realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran

pemerintah kabupaten banyuasin tahun 2022.
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Tabel 3.55
Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

NO SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN YANG

MENDUKUNG

ANGGARAN

PAGU
(Rp) REALISASI (Rp)

1 2 3 4 5 6
1. Bangkit

Pendidikan
(Meningkatkannya
Kualitas
Pendidikan)

1. Angka Rata-
Rata Lama
Sekolah
(Tahun)

1. Program:
Pengelolaan Pendidikan

3.253.976.400,00 3.244.976.400,00

1. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Non Pormal/Kesetaraan

3.253.976.400,00 3.244.976.400,00

1. Sub Kegiatan:
Penyelenggaraan Proses
Belajar Non Formal/
Kesetaraan

189.747.000,00 189.747.000,00

2. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah
Nonformal/ Kesetaraan

35.986.400,00 26.986.400,00

3. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOP
Sekolah Nonformal/
Kesetaraan

3.028.243.000,00 3.028.243.000,00

2. Harapan Lama
Sekolah
(Tahun)

1. Program:
Pengelolaan Pendidikan

235.409.850.003,00 227.931.902.123,00

1. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

142.541.465.966,00 139.718.279.736,00

1. Sub Kegiatan:
Penambahan Ruang Kelas
Baru

4.131.779.000,00 4.131.410.400,00

2. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

35.090.000,00 -

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

220.291.650,00 207.550.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

20.691.450,00 -

5. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas

6.194.523.700,00 6.177.470.000,00

6. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

105.000.000,00 104.700.000,00

7. Sub Kegiatan:
Pengadaan Mebel
Sekolah

2.003.287.160,00 1.436.657.160,00

8. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah

29.625.000.000,00 29.228.736.000,00

9. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa

1.562.873.986,00 1.557.568.146,00
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10. Sub Kegiatan:
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

103.881.800,00 102.311.600,00

11. Sub Kegiatan:
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa

41.089.540,00 40.746.700,00

12. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

8.474.400.000,00 8.006.400.000,00

13. Sub Kegiatan:
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

114.320.680,00 114.101.600,00

14. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah

46.385.800,00 46.315.800,00

15. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar

89.862.851.200,00 88.564.312.330,00

2. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

77.998.616.341,00 74.038.914.187,00

1. Sub Kegiatan:
Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB)

42.145.287,00 -

2. Sub Kegiatan:
Penambahan Ruang Kelas
Baru

6.278.937.000,00 6.271.063.500,00

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan Ruang
Guru/ Kepala Sekolah/ TU

419.000.000,00 419.000.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

457.674.400,00 457.674.400,00

5. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Laboratorium

5.602.000.000,00 5.601.480.000,00

6. Sub Kegiatan:
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

746.007.800,00 745.667.800,00

7. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

1.924.740.000,00 1.921.843.000,00

8. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas Sekolah

5.495.056.800,00 5.493.784.006,00

9. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Guru Sekolah

4.032.915.000,00 4.032.464.200,00

10. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah

1.241.415.000,00 1.240.984.000,00

11. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Laboratorium

965.428.550,00 959.153.000,00
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12. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

1.210.000.000,00 1.209.058.400,00

13. Sub Kegiatan:
PengadaanMebel
Sekolah

747.680.400,00 647.364.400,00

14. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah

300.000.000,00 250.000.000,00

15. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa

865.324.504,00 862.165.604,00

16. Sub Kegiatan:
Pengadaaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa

1.077.510.000,00 1.014.825.000,00

17. Sub Kegiatan:
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

3.446.066.000,00 3.325.398.775,00

18. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

5.935.200.000,00 5.435.200.000,00

19. Sub Kegiatan:
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

155.000.000,00 155.000.000,00

20. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah

53.107.600,00 53.107.600,00

21. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Pertama

37.003.408.000,00 33.943.680.502,00

3. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)

14.869.767.696,00 14.174.708.200,00

1. Sub Kegiatan:
Pembangunan Gedung/
Ruang Kelas/ Ruang Guru
PAUD

411.739.500,00 401.578.000,00

2. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
PAUD

745.999.000,00 745.999.000,00

3. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Gedung/ Ruang Kelas/
Ruang Guru PAUD

1.389.189.096,00 1.388.076.000,00

4. Sub Kegiatan:
Rehabilitas Sedang / Berat
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah PAUD

420.000.000,00 420.000.000,00

5. Sub Kegiatan:
Pengadaan Mebel PAUD

40.000.000,00 39.993.000,00

6. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
PAUD

82.000.000,00 81.760.000,00
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7. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa PAUD

68.000.000,00 68.000.000,00

8. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan PAUD

772.800.000,00 685.400.000,00

9. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen PAUD

175.170.100,00 159.030.200,00

10. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOP
PAUD

10.764.870.000,00 10.184.872.000,00

3. Angka Putus
Sekolah (DO)

Pendidikan Dasar
a. SD %

1. Program:
Pengelolaan Pendidikan

220.540.082.307,00 213.757.193.923,00

1. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

142.541.465.966,00 139.718.279.736,00

1. Sub Kegiatan:
Penambahan Ruang Kelas
Baru

4.131.779.000,00 4.131.410.400,00

2. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

35.090.000,00 -

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

220.291.650,00 207.550.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

20.691.450,00 -

5. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas

6.194.523.700,00 6.177.470.000,00

6. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

105.000.000,00 104.700.000,00

7. Sub Kegiatan:
Pengadaan Mebel
Sekolah

2.003.287.160,00 1.436.657.160,00

8. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah

29.625.000.000,00 29.228.736.000,00

9. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa

1.562.873.986,00 1.557.568.146,00

10. Sub Kegiatan:
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

103.881.800,00 102.311.600,00

11. Sub Kegiatan:
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa

41.089.540,00 40.746.700,00

12. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

8.474.400.000,00 8.006.400.000,00
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13. Sub Kegiatan:
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

114.320.680,00 114.101.600,00

14. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah

46.385.800,00 46.315.800,00

15. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar

89.862.851.200,00 88.564.312.330,00

b. SLTP% 2. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

77.998.616.341,00 74.038.914.187,00

1. Sub Kegiatan:
Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB)

42.145.287,00 -

2. Sub Kegiatan:
Penambahan Ruang Kelas
Baru

6.278.937.000,00 6.271.063.500,00

3. Sub Kegiatan:
PembangunanRuang
Guru/ Kepala Sekolah/ TU

419.000.000,00 419.000.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

457.674.400,00 457.674.400,00

5. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Laboratorium

5.602.000.000,00 5.601.480.000,00

6. Sub Kegiatan:
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

746.007.800,00 745.667.800,00

7. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

1.924.740.000,00 1.921.843.000,00

8. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas Sekolah

5.495.056.800,00 5.493.784.006,00

9. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Guru Sekolah

4.032.915.000,00 4.032.464.200,00

10. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah

1.241.415.000,00 1.240.984.000,00

11. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Laboratorium

965.428.550,00 959.153.000,00

12. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

1.210.000.000,00 1.209.058.400,00

13. Sub Kegiatan:
Pengadaan Mebel
Sekolah

747.680.400,00 647.364.400,00

14. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah

300.000.000,00 250.000.000,00

15. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa

865.324.504,00 862.165.604,00
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16. Sub Kegiatan:
Pengadaaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa

1.077.510.000,00 1.014.825.000,00

17. Sub Kegiatan:
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

3.446.066.000,00 3.325.398.775,00

18. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

5.935.200.000,00 5.435.200.000,00

19. Sub Kegiatan:
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

155.000.000,00 155.000.000,00

20. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah

53.107.600,00 53.107.600,00

21. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Pertama

37.003.408.000,00 33.943.680.502,00

4. Rata-Rata Nilai
Ujian

1. Program Pengelolaan
Pendidikan

220.540.082.307,00 213.757.193.923,00

a. SD % 1. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

142.541.465.966,00 139.718.279.736,00

1. Sub Kegiatan:
Penambahan Ruang Kelas
Baru

4.131.779.000,00 4.131.410.400,00

2. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

35.090.000,00 -

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

220.291.650,00 207.550.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

20.691.450,00 -

5. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas

6.194.523.700,00 6.177.470.000,00

6. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

105.000.000,00 104.700.000,00

7. Sub Kegiatan:
PengadaanMebel
Sekolah

2.003.287.160,00 1.436.657.160,00

8. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah

29.625.000.000,00 29.228.736.000,00

9. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa

1.562.873.986,00 1.557.568.146,00
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10. Sub Kegiatan:
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

103.881.800,00 102.311.600,00

11. Sub Kegiatan:
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa

41.089.540,00 40.746.700,00

12. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

8.474.400.000,00 8.006.400.000,00

13. Sub Kegiatan:
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar

114.320.680,00 114.101.600,00

14. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah

46.385.800,00 46.315.800,00

15. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar

89.862.851.200,00 88.564.312.330,00

b. SLTP % 1. Kegiatan:
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

77.998.616.341,00 74.038.914.187,00

1. Sub Kegiatan:
Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB)

42.145.287,00 -

2. Sub Kegiatan:
Penambahan Ruang Kelas
Baru

6.278.937.000,00 6.271.063.500,00

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan Ruang
Guru/ Kepala Sekolah/ TU

419.000.000,00 419.000.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

457.674.400,00 457.674.400,00

5. Sub Kegiatan:
Pembangunan
Laboratorium

5.602.000.000,00 5.601.480.000,00

6. Sub Kegiatan:
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

746.007.800,00 745.667.800,00

7. Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

1.924.740.000,00 1.921.843.000,00

8. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas Sekolah

5.495.056.800,00 5.493.784.006,00

9. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Guru Sekolah

4.032.915.000,00 4.032.464.200,00

10. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah

1.241.415.000,00 1.240.984.000,00

11. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Laboratorium

965.428.550,00 959.153.000,00
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12. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

1.210.000.000,00 1.209.058.400,00

13. Sub Kegiatan:
PengadaanMebel
Sekolah

747.680.400,00 647.364.400,00

14. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah

300.000.000,00 250.000.000,00

15. Sub Kegiatan:
Pengadaan Perlengkapan
Siswa

865.324.504,00 862.165.604,00

16. Sub Kegiatan:
Pengadaaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa

1.077.510.000,00 1.014.825.000,00

17. Sub Kegiatan:
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

3.446.066.000,00 3.325.398.775,00

18. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

5.935.200.000,00 5.435.200,00

19. Sub Kegiatan:
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

155.000.000,00 155.000.000,00

20. Sub Kegiatan:
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah

53.107.600,00 53.107.600,00

21. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Pertama

37.003.408.000,00 33.943.680.502,00

JUMLAH 679.743.991.017,00 653.261.501.569,00
2 Bangkit

Kesehatan
(Meningkatnya
Derajat
Kesehatan dan
Kecukupan Gizi
Masyarakat)

1. Angka Usia
Harapan Hidup
(Tahun)

1. Program:
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

26.441.868.847,00 24.475.449.626

1. Kegiatan:
Peningkatan Pelayanan
BLUD

26.441.868.847,00 24.475.449.626

1. Sub Kegiatan:
Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD

26.441.868.847,00 24.475.449.626

2. Program:
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

1. Kegiatan:
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten
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1. Sub Kegiatan:
Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

100.000.000,00 99.000.000,00

2. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah
Sakit

300.000.000,00 -

3. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

200.000.000,00 149.000.000,00

4. Sub Kegiatan:
Pengadaan Prasarana dan
Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

310.000.000,00 305.000.000,00

5. Sub Kegiatan:
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

3.552.253.992,00 3.514.351.100

6. Sub Kegiatan:
Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat
Kalibrasi

59.309.400,00 59.309.000

7. Sub Kegiatan:
Pengadaan Bahan Habis
Pakai

1.754.874.239,00 1.749.482.179

8. Sub Kegiatan:
Pemeliharaan Sarana
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

200.000.000,00 149.800.000

2. Kegiatan :
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten

1. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif

126.734.900,00 126.698.800

2. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Lanjut

85.000.000,00 84.988.000

3. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi

70.837.000,00 70.624.500

4. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

53.850.500.00 53.816.600

5. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

51.643.650,00 51.525.200

6. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis

147.411.350,00 147.105.050
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7. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV

235.819.000,00 235.819.000

8. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)

320.832.850,00 297.579.275

9. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

8.923,200,00 8.923.200

10. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

122.023.800,00 105.171.100

11. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional
Lainnya

32.140.050,00 32.140.050

12. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

23.758.000,00 23.477.400

13. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orange
dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)

45.670.200,00 45.670.200

14. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA

52.748.350,00 52.745.050

15. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Akreditasi
Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota

91.813.100,00 91.813.100

16. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah

69.332.600,00 69.209.600

17. Sub Kegiatan:
Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)

12.096.000,00 12.096.000

18. Sub Kegiatan:
Operasional Pelayanan
Puskesmas

24.696.482.000,00 21.660.606.551

19. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Akreditasi
Fasilitasi Kesehatan di
Kabupaten/Kota

16.774.400,00 16.774.400

20. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan

Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah

21. Sub Kegiatan:
Penyediaan dan

Pengelolaan Sistem
Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT)

51.602.400,00 51.601.600

314.477.650,00 314.350.000
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3. Kegiatan:
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi

165.440.550,00 165.294.000

1. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan

143.940.550,00 143.795.500

2. Sub Kegiatan:
Pengadaan Alat/Perangkat
Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan
Internet

21.500.000,00 21.498.500

4. Kegiatan:
Penerbitan Izin Rumah
Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

123.490.950,00 123.360.150

1. Sub Kegiatan:
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya

56.821.700,00 56.821.700

2. Sub Kegiatan:
Peningkatan Tata Kelola
Rumah Sakit dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten

18.757.800,00 18.632.600

3. Sub Kegiatan:
Peningkatan Mutu
Pelayanan Fasilitas
Kesehatan

24.396.200,00 24.390.600

4. Sub Kegiatan:
Penyiapan Perumusan
dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan

23.515.250,00 23.515.250

3. Program:
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

2.486.649.354,00 1.902.174.748

1. Kegiatan:
Pemberian Izin Praktik
Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kabupaten

43.281.100,00 43.270.700

1. Sub Kegiatan:
Pengendalian Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan

43.281.100,00 43.270.700

1. Kegiatan:
Kegiatan Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten

106.360.800,00 106.360.800

1. Sub Kegiatan:
Perencanaan dan
Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

48.699.400,00 48.699.400
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2. Sub Kegiatan:
Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar

28.084.600,00 28.084.600

3. Sub Kegiatan:
Pembinaan dan
Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

29.576.800,00 29.576.800

3. Kegiatan:
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten

2.337.007.454,00 1.752.543.248

1. Sub Kegiatan:
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten

2.337.007.454,00 1.752.543.248

4. Program:
Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, Dan
Makanan Minuman

989.547.453,00 988.879.225

1. Kegiatan:
Pemberian Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

746.210.453,00 746.051.800

1. Sub Kegiatan:
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

428.835.000,00 428.835.000,00

2. Sub Kegiatan:
Penyediaan dan
Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

217.294.000,00 217.294.000,00

3. Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

100.081.453,00 99.922.800

2. Kegiatan:
Pemberian Sertifikat
Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

132.150.600,00 131.691.975
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1. Sub Kegiatan:
Pengendalian dan
Pengawasan serta tindak
lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan PKRT Kelas
1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

62.363.600,00 62.004.975

5. Program:
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

341.799.034,00 340.239.634

1. Kegiatan:
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten

92999134 92.999.134

1. Sub Kegiatan:
Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

92.999.134,00 92.999.134

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten

248.799.900,00 247.240.500

1. Sub Kegiatan:
Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat

248.799.900,00 247.240.500

2. Angka Kematian
Bayi Per 1000
Kelahiran Hidup
(Rasio/1000
Kelahiran Hidup)

1. Program:
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

1. Kegiatan:
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten

1. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bayi baru lahir

77.320.000,00 57194000

2. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan balita

49.999.850,00 49933850

3 . Angka Kematian
Ibu Per 100.000
Kelahiran Hidup
(Rasio/100.000
Kelahiran Hidup)

1. Program:
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

1. Kegiatan:
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten
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1. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil

733.989.950,00 733.617.900

2. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin

796.111.000 269.784.000

2. Program:
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

1. Kegiatan:
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten

1. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

591.20.474.935 42.288.332.480

3. Program:
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

1. Kegiatan:
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten

1. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

968.275.202,00 968.274.202

4. Program:
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

1. Kegiatan:
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten

1. Sub Kegiatan:
Penyediaan Telemedicine
di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

17.962.250,00 17.962.250

4. Persentase
Penurunan
Penyandang
Disabilitas Miskin
dan Rentan (%)

1. Program:
Rehabilitasi Sosial

199.793.800,00 199.366.300,00

1. Kegiatan:
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta
Gelandangan Pengemis
Diluar Panti

199.793.800,00 199.366.300,00

1. Sub Kegiatan:
Penyediaan Pemakaman

66.258.800,00 66.208.800,00

2. Penyediaan Sandang 12.030.000,00 12.030.000,00
3. Penyedian Alat Bantu 10.050.000,00 9.990.000,00
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4. Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

3.750.000,00 3.648.000,00

5. Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

600.000,00 525.000,00

6. Pemberian Layanan Data
dan Pengaduan

1.050.000,00 1.035.000,00

7. Pemberian Layanan
Kedaruratan

100.625.000,00 100.613.500,00

8. Pemberian Layanan
Penelusuran Keluarga

1.050.000,00 1.000.000,00

9. Pemberian Layanan
Rujukan

4.380.000,00 4.316.000,00

5. Pencapaian Skor
Pola Pangan
Harapan (PPH)
(%)

1. Program:
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat

76.000.050,00 70.600.050,00

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi
Pangan Per
Kapita/Tahun Sesuai
Dengan Angka
KecukupanGizi

76.000.050,00 70.600.050,00

1. Sub Kegiatan:
Penyusunan dan
Penetapan Target
Konsumsi Pangan Per
Kapita Per Tahun

76.000.050,00 70.600.050,00

JUMLAH 125.709.107.856 102.295.557.420
3. Bangkit

Ketentraman,
Ketertiban Umum,
dan Perlindungan
Masyarakat
(Menurunnya
Kriminalitas)

1. Angka
Kriminalitas
(Nilai)

1. Program:
Peningkatan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

300.049.300,00 287.119.300,00

1. Kegiatan:
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten

300.049.300,00 287.119.300,00

1. Sub Kegiatan:
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui
Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

300.049.300,00 287.119.300,00

1. Persentase
Penurunan
Pelanggaran
Perda (%)

1. Program:
Peningkatan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

185.092.000,00 174.825.500,00

1. Kegiatan : Penanganan
Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten

185.092.000,00 174.825.500,00
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1. Sub Kegiatan:
Penindakan atas
Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa

185.092.000,00 174.825.500,00

JUMLAH 461.944.800,00 461.944,800,00
4. Bangkit

Demokrasi
(Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat
Dalam
Berdemokrasi

1. Angka Partisipasi
Pemilu (%)

- - -

JUMLAH - -
5. Bangkit Prestasi

dan Keimanan
Masyarakat
(Meningkatnya
Masyarakat Yang
Berprestasi dan
Religius

1. Persentase Atlet
Berprestase (%)

1. Program:
Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Olahraga

4.275.000.000 4.261.109.234

1. Kegiatan:
Pembinaan dan
pengembangan olahraga
pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi
kewenangan daerah
kab/kota

1.975.000.000 1.962.689.234

1. Sub Bagian:
Koordinasi, sinkronisasi
dan pelaksanaan
penyediaan sarana dan
prasarana olahraga
Kab/Kota

1.975.000.000 1.962.689.234

2. Kegiatan:
Penyelenggaraan
kejuaraan olahraga
tingkat daerah kab/kota

2.300.000.000 2.300.000.000

1. Sub Kegiatan:
Partisipasi dan
kuikutsertaan dalam
penyelenggaraan
kejuaraan

2.300.000.000 2.300.000.000

2. Persentase
Prestasi Bidang
Seni dan Budaya
(%)

1. Program:
Program Pengembangan
Kebudaygaan

771.420.337,00 765.925.337,00

1. Kegiatan:
Pelestarian Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

771.420.337,00 765.925.337,00

1. Sub Kegiatan:
Perlindungan
Pengembangan,
Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi Budaya

164.920.337,00 164.920.337,00
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2. Sub Kegiatan:
Pemberian Penghargaan
kepada Pihak yang
Berprestasi atau
Berkontribusi Luar Biasa
sesuai dengan Prestasi
dan Kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan

606.500.000,00 601.005.000,00

2. Program:
Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar
Budaya

236.978.700,00 235.428.700,00

1. Kegiatan:
Pengelolaan Cagar
Budaya Peringkat
Kabupaten/ Kota

236.978.700,00 235.428.700,00

1. Sub Kegiatan:
Pengembangan Cagar
Budaya

236.978.700,00 235.428.700,00

3. Generasi Muda
Hafiz Al-Quran
(Orang)

1. Program:
Pemrintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

2.069.161.250 2.064.569.750

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejateraan Rakyat

2.069.161.250 2.064.569.750

1. Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual

2.069.161.250 2.064.569.750

4. Masyarakat
Khatam Quran
(Orang)

1. Program:
Pemrintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

2.069.161.250 2.064.569.750

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejateraan Rakyat

2.069.161.250 2.064.569.750

1. Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual

2.069.161.250 2.064.569.750

5. Persentase
Peningkatan
Zakat dan Infak
Melalui
BAZNAZ (%)

1. Program:
Pemrintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

0 0

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Kebijakan
Kesejateraan Rakyat

0 0

1. Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual

0 0

JUMLAH 9.421.721.537 9.393.182.771
6. Bangkit Pertanian

(Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani dan
Nelayan

1. Nilai Tukar
Petani (Indeks)

1. Program:
Penyuluhan Pertanian

99.565.050 98.691.550

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian

99.565.050 98.691.550

1. Sub Kegiatan:
Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Petani
DiKecamatan dan Desa

99.565.050 98.691.550

2. Nilai Tukar
Nelayan
(Indeks)

1. Program :
Pengelolaan Perikanan
Tangkap

2.383.143.630 2.320.302.377
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1. Kegiatan :
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Wilaya Sungai, Danau,
Waduk, Rawa dan
Genangan Air yang
lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten
Banyuasin

2.207.143.280 2.146.239.185

1. Sub Kegiatan :
Penyedian Data dan
Informasi Sumber Daya
Ikan

100.000.330 63.433.130

2. Sub Kegiatan :
Penjaminan Ketersediaan
Sara Usaha Perikanan
Tangkap

2.107.142.950 2.082.806.055

2. Kegiatan:
Pemberdayaan Nelayan
Kecil dalam Daerah
Kabupaten/Kota

176.000.350 174.063.192

1. Sub Kegiatan:
Pengembangan Kapasitas
Nelayan Kecil

5.000.300 3.616.850

2. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Fasilitasi
Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan Nelayanan
Kecil

21.000.050 20.549.500

3. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Fasilitasi
Bantuan Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha

150.000.000 149.896.842

2. Program:
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan

206.088.400 194.191.700

1. Kegiatan:
Pengawasan Sumber
Daya Perikanan
Diwilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa
dan Genangan Air
Lainnya yang dapat
Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota

206.088.400 194.191.700

1. Sub Kegiatan:
Pengawasan Usaha
Perikanan Tangkap di
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa dan
Genangan air Lainnya
yang dapat di Usahakan
dalam Kabupaten Kota

185.052.500 173.459.500
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2. Sub Kegiatan:
Pengawasan Uasaha
Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa dan
Genangan air Lainnya
yang dapat di usahakan
dalam Kabupaten Kota.

21.035.900 20.732.200

1. Nilai Tukar
Pembudidaya
Ikan (Indeks)

1. Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya

4.303.823.465 3.955.514.450

1. Kegiatan:
Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan Kecil

5.019.600 4.952.000

1. Sub Kegiatan:
Pelayanan Fasilitasi
Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan
Pembudidaya Ikan Kecil

5.019.600 4.952.000

2. Kegiatan:
Pengelolaan
Pembudidaya Ikan

4.298.803.865 3.950.562.450

1. Sub Kegiatan:
Penyedian Data dan
informasi Pembudidaya
Ikan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota

300.000.000 71.327.000

2. Sub Kegiatan:
Penyedian Prasarana
Pembudi daya Ikan dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota

1.467.198.000 1.412.772.000

3. Sub Kegiatan:
Penjaminan Ketersedian
Sarana Pembudidaya Ikan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

2.526.369.500 2.464.195.450

4. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
Budidaya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

5.236.365 2.268.000

2. Program:
Pengolahan dan
PemasaranHasil
Perikanan

299.295.900 296.011.800

1. Kegiatan:
Penerbitan Tanda Daftar
Usaha Pengolahan Hasil
Perikanan Bagi Usaha
Skala Mikro dan Kecil

21.348.400 21.348.400

1. Sub Kegiatan:
Penyedian Data dan
Informasi Usaha
Pemasaran dan
Pengolahan Hasil
Perikanan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten
Banyuasin/Kota

21.348.400 21.348.400
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1. Kegiatan:
Pembinaan Mutu dan
Keaman Hasil Perikanan
Bagi Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Sekala
Mikro dan Kecil

100.001.500 100.001.500

1. Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Bimbingan
dan Penerapan
Persyaratan atau Standar
pada Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil

100.001.500 100.001.500

3. Kegiatan:
Penyedian dan
Penyaluran Bahan Baku
Industri

177.946.000 174.661.900

1. Sub Kegiatan:
Pemberian Fasilitasi bagi
Pelaku Usaha Perikanan
Skala Mikro dan Kecil
dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

177.946.000 174.661.900

JUMLAH 7.291.916.445,00 6.864.711.877,00
7. Perdagangan,

Industri, Koperasi
dan UMKM
Terhadap PDRB
dan Investasi
(Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Perdagangan,
Industri
Pengolahan dan
Investasi)

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB:
1. Perdagangan

(%)
1. Program:

Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan

875.000.000 868.525.300

1. Kegiatan:
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

875.000.000 868.525.300

1. Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pengelolaan
Sarana Distribusi
Perdagangan

50.000.000 50.000.000.

2. Industri
Pengolahan (%)

1. Program:
Perencanaan dan
Pembangunan Industri

1. Kegiatan:
penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri
Kab/Kota

1. Sub Kegiatan:
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan pelaksanaan
Pembangunan sarana dan
prasarana industri

6.669.965.500 6.607.752.300

2. Sub Kegiatan:
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta
Masyarakat

18.000.000 18.000.000

3. Penanaman
Modal Asing
(PMA)
(Perusahaan

1. Program:
Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

407.613.000 295.645.500
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4. Jumlah Nilai
PMA (Milyar Rp)

1. Kegiatan:
Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

407.613.000 295.645.500

5. Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)
(Perusahaan

1. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

285.330.000 265.148.000

6. Jumlah Nilai
PMDN (Milyar
Rp)

2. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

122.283.000 30.461.500

JUMLAH 7.145.578.500,00 6.971.361,800,00
8. Bangkit Tenaga

Kerja Lokal
(Meningkatnya
Kesempatan
Berusaha dan
Kesempatan
Kerja)

1. Rasio
Penduduk Yang
Bekerja (%)

1. Program:
Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga
Kerja

11..319.600 5.009.600

2. Persentase
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

1. Kegiatan:
Pelaksanaan Pelatihan
Berdasarkan Unit
Kompotensi

5.009.600 5.009.600

2. Sub Kegiatan:
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari
Kerja Berdasarkan Klaster
Kompetensi

5.009.600 5.009.600

1. Program:
Penempatan Tenaga
Kerja

100.031.500 100.031.500

1. Kegiatan:
Pelayanan Antar Kerja di
Daerah Kab/Kota

5.477.500 5.477.500

1. Sub Kegiatan:
Perluasan Kesempatan
Kerja

5.477.500 5.477.500

2. Kegiatan:
Pengelolaan Informasi
Pasar Kerja

94.554.000 94.548.000

1. Sub Kegiatan:
Job Fair/Bursa Kerja

94.554.000 94.548.000

JUMLAH 126.847.800,00 120.531.800,00
9. Bangkit Daya

Saing Produk
Daerah dan
Pariwisata
(Meningkatnya
Inovasi Teknologi
dan Destinasi
Pariwisata)

1. Persentase
Pemanfaatan
Inovasi
Unggulan
Daerah (%)

1. Program:
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

203.277.750 198.613.113

1. Kegiatan:
Pengembangan Inovasi
dan Teknologi

121.069.150 116.584.913

1. Sub Kegiatan:
Diseminasi Jenis Prosedur
dan Metode
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Yang
bersipat Inovatif

108.589.150 108.584.913
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2. Peningkatan
Jumlah
Kunjungan
Wisata (Orang)

1. Program:
Peningkatan Daya Tarik
Destinasi Pariwisata

427.500.000 427.500.000

1. Kegiatan:
Pengelolaan destinasi
pariwisata kab/kota

427.500.000 427.500.000

1. Sub Kegiatan:
Pengadaan/
pemeliharaan/ rehabilitasi
sarana dan prasarana
dalam pengelolaan
destinasi pariwisata
kab/kota

427.500.000 427.500.000

JUMLAH 536.089.150,00 536.084.913,00
10. Bangkit

Infrastruktur dan
Pembangunan
Perdesaan
(Meningkatnya
Infrastruktur Yang
Baik, Merata,
Berwawasan
Lingkungan dan
Naiknya Status
Desa

1. Persentase
Jalan Kabupaten
Dalam Kondisi
Baik (> 40
KM/Jam) (%)

1. Program:
Penyelenggaraan Jalan
dan Jembatan

240.865.139.703

1. Kegiatan:
Penyelenggaran Jalan
Kab

240.865.139.703 218.138.457.208

1. Sub Kegiatan:
Penyusunan rencana,
kebijakan dan strategis
pengembangan jaringan
jalan serta perencanaan
teknis penyelenggaraan
jalan dan jembatan

1.636.344.305 1.522.952.905

2. Sub Kegiatan:
Pembebasan lahan/tanah
untuk penyelenggaraan
jalan

139.285.300 69.800.500

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan jalan

173.470.270.656 155.668.061.053

4. Sub Kegiatan:
Pelebaran jalan menuju
standar

1.035.650.000 1.035.650.000

5. Sub Kegiatan:
Pelebaran jalan
menambah jalur

2.601.695.250 2.601.695.250

6. Sub Kegiatan:
Rekonstruksi jalan

29.321.158.000 28.683.644.893

7. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi jalan

10.270.988.700 8.130.129.776

8. Sub Kegiatan:
Pembangunan jembatan

21.789.747.493 19.828.596.508

9. Sub Kegiatan Rehabilitasi
jembatan

600.000.000 597.926.323

2. Persentase
Dermaga Dalam
Kondisi Baik (%)

1. Program:
Pengelolaan Pelayaran

5.544.470.000 4.332.758.704

1. Kegiatan:
Pembangunan dan
Penerbitan Izin dan
Pengoperasian
Pelabuhan Sungai dan
Danau

5.544.470.000 4.332.758.704

1. Sub Kegiatan:
Pembangunan Pelabuhan
Sungai dan Danau

5.544.470.000 4.332.758.704

3. Cakupan Rumah
Layak Huni
(Rumah)

1. Program:
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kumuh

6.690.495.650 4.340.053.663
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1. Kegiatan:
Pencegahan Perumahan
dan Kawasan
Permukiman Kumuh
pada Daerah Kab/Kota

6.690.495.650 4.340.053.663

1. Sub Kegiatan:
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Untuk
Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan
Berkembangnya
Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Pemukiman
Kumuh dengan Luas
dibawah 10 ha

6.690.495.650 4.340.053.663

2. Program:
Program
Pengembangan
Perumahan

269.072.800 146.339.095

1. Kegiatan:
Penerbitan izin
pembangunan dan
pengembangan
perumahan

269.072.800 146.339.095

1. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan

269.072.800 146.339.095

2. Program:
Program Peningkatan
Palayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi,
dan Registrasi Bidang
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

20.126.550 20.099.200

3. Kegiatan:
Sertifikasi dan Registrasi
bagi orang atau badan
hukum yang
melaksanakan
perancangan dan
perencanaan rumah
serta perencanaan
prasarana,sarana dan
utilitas umum PSU
tingkat kemampuan kecil

20.126.550 20.099.200

4. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Sinkronisasi penerbitan
sertifikasi dan Registrasi
pengembangan
perumahan dan kualifikasi
kecil

20.126.550 20.099.200

4. Persentase
Penduduk
Berakses Air
Minum (%)

1. Program:
Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

10.680.868.100 10.522.560.340

1. Kegiatan:
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

10.680.868.100 10.522.560.340



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 186

1. Sub Kegiatan:
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM

320.000.000 299.616.750

2. Sub Kegiatan:
Supervisi Pembangunan
/Peningkatan/
Perluasan/Perbaikan
SPAM

175.000.000 174.857.190

3. Sub Kegiatan:
Perluasan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan
Perkotaan

6.401.000.000 6.364.617.900

4. Sub Kegiatan:
Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan SPAM
oleh Pemerintah Desa dan
Kelompok Masyarakat

305.660.000 304.969.500

5. Sub Kegiatan:
Pembangunan Baru
SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

3.479.208.100 3.378.499.000

5. Cakupan
Layanan
Telekomunikasi
(%)

1. Program:
Informasi dan
Komunikasi Pubklik

2.996.960.000 1.679.725.022

1. Kegiatan:
Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kab/Kota

2.996.960.000 1.679.725.022

1. Sub Kegiatan:
Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik

240.800.000 237.763.100

2. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

340.364.000 164.820.322

3. Sub Kegiatan:
Pelayanan Informasi
Publik

599.238.000 218.667.600

4. Sub Kegiatan:
Layanan Hubungan Media

1.816.558.000 1.058.474.000

6. Persentase
Irigasi
Kabupaten
Dalam Kondisi
Baik (%)

1. Program:
Pengelolaan Sumber
Daya Air (SDA)

49.584.842.773 40.142.828.376

1. Kegiatan:
Pengelolaan SDA
Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

27.330.833.753 20.562.044.068

1. Sub Kegiatan:
Pembangunan embung
dan penampung air
lainnya

1000.000.000 996.610.000

2. Sub Kegiatan:
Pembangunan tanggul
sungai

2.900.000.000 2.128.432.105

3. Sub Kegiatan:
Pembangunan Bangunan
Perkuatan Tebing

350.000.000 199.022.000
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4. Sub Kegiatan:
Pembangunan Pintu
Air/Bendungan Pengendali
Banjir

200.000.000 0

5. Sub Kegiatan:
Tangul Sungai

200.000.000 195.750.000

6. Sub Kegiatan:
Rehab Bangunan Perkuat
Tebing

50.000.000 49.720.000

7. Sub Kegiatan:
Normalisasi/Restorasi
Sungai

22.621.192.253 16.982.894.963

8. Sub Kegiatan:
Pembinaan dan
pemberdayaan
kelembagaan pengelolaan
SDA kewenangan
Kabupaten/kota

9.641.500 9.615.000

2. Kegiatan:
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah
Irigasi yang luasnya
dibawah 1000 Ha dalam
1 (satu) Daerah Kab/Kota

22.254.009.070 19.580.784.308

1. Sub Kegiatan:
Penyusunan rencana
teknis dan dokumen
lingkungan hidup untuk
konstruksi irigasi dan rawa

648.430.400 641.674.129

2. Sub Kegiatan:
Kegiatan Pembangunan
jaringan irigasi rawa

4.400.200.000 4.375.112.201

3. Sub Kegiatan:
peningkatan jaringan
irigasi rawa

5.772.381.928 328.175.572

4. Sub Kegiatan:
Rehabilitasi jaringan irigasi
rawa

11.207.376.320 11.134.761.020

5. Sub Kegiatan:
Operasi dan Pemeliharaan
jaringan irigasi rawa

97.218.000 22.216.500

6. Sub Kegiatan:
Operasional Unit
pengelola irigasi

128.402.372 125.261.732

7. Jumlah Desa
Sangat
Tertinggal dan
Tertinggal
Menjadi Desa
Berkembang
(Desa)

1. Program:
Administrasi
Pemerintahan Desa

18.638.800,00 18.555.800,00

1. Kegiatan:
Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa

18.638.800,00 18.555.800,00

1. Sub Kegiatan:
Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan Desa
Serta Lomba Desa dan
Kelurahan

18.638.800,00 18.555.800,00
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JUMLAH 316.670.614.377,00 276.387.794.254,00
11. Bangkit Kualitas

Lingkungan Hidup
(Meningkatnya
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Resiko Bencana)

1. Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
(%)

1. Program:
Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup

2.156.102.595 1.901.184.510

1. Kegiatan:
Pencegahan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kab/Kota

2.156.102.595 1.901.184.510

1. Sub Kegiatan:
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup
dilaksanakan terhadap
media tanah, air, udara
dan laut

27.116.800 26.996.800

2. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup
Kab/Kota

1.973.602.796 1.726.351.100

2. Persentase
Menurunnya
Indeks Resiko
Bencana (%)

1. Program
Penanggulangan
Bencana

25.031.803.925 24.708.930.310

1. Kegiatan:
Pelayanan
InformasiRawan
Bencana

253.482.645 173.901.900

1. Sub Kegiatan:
Penyusunan Kajian Resiko
Bencana Kabupaten/Kota

123.958.045 93.945.800

2. Sub Kegiatan:
Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
(KIE) Rawan Bencana

129.524.600 79.956.100

2. Kegiatan:
Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan
Bencana

73.762.700 40.415.800

1. Sub Kegiatan:
Penguatan Kelembagaan
Bencana Kabupaten/Kota

73.762.700 40.415.800

3. Kegiatan:
Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

23.233.477.280 23.116.838.510

1. Sub Kegiatan:
Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

196.634.000 196.634.000

2. Sub Kegiatan:
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

115.583.000 85.148.330
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3. Sub Kegiatan:
Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

150.524.980 150.131.980

4. Sub Kegiatan:
Penanganan
Pascabencana
Kabupaten/Kota

22.685.771.500 22.604.860.400

5. Sub Kegiatan:
Pengembangan Kapasitas
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Bencana Kabupaten/Kota

64.509.600 63.609.600

6. Sub Kegiatan:
Gladi Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

20.454.200 16.454.200

4. Kegiatan:
Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban
Bencana

1.471.081.300 1.377.774.100

1. Sub Kegiatan:
Respon Cepat Darurat
Bencana Kabupaten/Kota

1.288.598.000 1.214.098.000

2. Sub Kegiatan:
Pencarian, Pertolongan
dan Evakuasi Korbn
Bencana Kabupaten/Kota

43.574.600 30.392.100

3. Sub Kegiatan:
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Koban Bencana
Kabupaten/Kota

138.908.700 133.284.000

JUMLAH 27.032.523.521,00 26.462.278.210,00
12. Bangkit Reformasi

Birokrasi
(Meningkatnya
Reformasi
Birokrasi)

1. Indeks
Reformasi
Birokrasi (Nilai)

1. Program:
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
KabupatenKota

222.707.400 221.753.609

1. Kegiatan:
Penataan Organisasi

222.707.400 221.753.609

1. Sub Kegiatan:
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

222.707.400 221.753.609

2. Maturitas SPIP
(Level)

1. Program:
Penyelenggaraan
Pengawasan

38.644.000 16.592.000

1. Kegiatan:
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

38.644.000 16.592.000

1. Sub Kegiatan:
Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

38.644.000 16.592.000

3. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) (Nilai)

1. Program:
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kota

200.892.610 200.854.250

1. Kegiatan:
Penataan Organisasi

200.892.610 200.854.250

1. Sub Kegiatan:
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan
Tatalaksana

200.892.610 200.854.250
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4. NIlai SAKIP
(Nilai)

1. Program:
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

238.056.350 238.008.911

1. Kegiatan:
Penataan Organisasi

238.056.350 238.008.911

1. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
KInerja Pemerintah
Daerah

238.056.350 238.008.911

5. Opini BPK
Terhadap
Laporan
Keuangan
(Hasil Penilaian
BPK)

1. Program :
Pengelolaan Keuangan
Daerah

446.132.523.355 439.049.325.07,00

1. Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

1.213.122.000,00 1.129.581.986,00

1. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan KUA dan
PPAS

113.639.000,00 113.156.000,00

2. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan
PPAS

80.151.000,00 79.038.300,00

3. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

304.746.000,00 298.915.024,00

4. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

617.266.000,00 594.527.662,00

5. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

30.577.000,00 29.720.000,00

6. Sub Kegiatan:
Pembinaan Perencanaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

66.743.000,00 14.225.000,00

2. Kegiatan:
Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

800.000.000,00 533.043.746,00

1. Sub Kegiatan Koordinasi
dan Pengelolaan Kas
Daerah

62.200.000,00 43.392.384,00

2. Sub Kegiatan:
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

40.910.000,00 26.340.000,00
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3. Sub Kegiatan:
Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

30.997.000,00 18.006.400,00

4. Sub Kegiatan:
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

296.890.000,00 102.592.708,00

5. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

76.227.000,00 75.877.850,00

6. Sub Kegiatan:
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

24.354.000,00 23.727.376,00

7. Sub Kegiatan:
Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

169.003.000,00 144.310.957,00

8. Sub Kegiatan:
Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

99.419.000,00 98.796.071,00

3. Kegiatan:
Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

443.197.716.555,00 436.592.305.962,20

1. Sub Kegiatan:
Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

20.084.551.833,00 19.794.860.869,20

2. Sub Kegiatan:
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

414.477.270.680,00 411.669.885.893,00

3. Sub Kegiatan:
Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

8.635.894.042,00 5.127.559.200,00
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4. Kegiatan:
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan
Daerah

9.178.000,00 -

1. Sub Kegiatan:
Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah

9.178.000,00 -

5. Kegiatan:
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

912.506.800,00 794.399.385,00

1. Sub Kegiatan:
Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan
Beban

171.915.000,00 168.536.000,00

2. Sub Kegiatan:
Koordinasi Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

174.070.000,00 131.455.606,00

3. Sub Kegiatan:
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

134.532.800,00 134.532.800,00

4. Sub Kegiatan:
Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

59.198.000,00 47.814.000,00

5. Sub Kegiatan:
Penyusunan
Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

59.065.000,00 59.044.400,00

6. Sub Kegiatan:
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Kerugian
Daerah

215.540.000,00 172.634.118,00
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7. Sub Kegiatan:
Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

54.182.000,00 52.335.161,00

8. Sub Kegiatan:
Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

44.004.000,00 28.041.300,00

2. Program:
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

625.692.350,00 512.707.086,00

1. Kegiatan:
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

625.692.350,00 512.707.086,00

1. Sub Kegiatan:
Penyusunan Standar
Harga

108.709.950,00 104.663.916,00

2. Sub Kegiatan:
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

20.420.000,00 5.340.000,00

3. Sub Kegiatan:
Pengamanan Barang Milik
Daerah

216.139.000,00 190.374.399,00

4. Sub Kegiatan:
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

77.615.000,00 61.089.500,00

5. Sub Kegiatan:
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

24.850.000,00 3.161.000,00

6. Sub Kegiatan:
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

177.958.400,00 148.078.271,00

JUMLAH 447.458.516.065,00 440.239.240.935

D. PENGUKURAN EFISIENSI ANGGARAN
Pengukuran efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan

penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian

sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu

anggaran sasaran dengan capaian sasaran, serta program pendukung sasaran tidak

menjadi bagian perhitungan efisiensi. Dari 12 Sasaran, terdapat efesiensi pada 10

sasaran, 2 sasaran tepat guna 1 sasaran tidak dilakukan perhitungan sebagai

berikut:

1. Sasaran Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan) sebesar 3,9 %.
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2. Sasaran Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan
Kecukupan Gizi Masyarakat) sebesar 18,37%

3. Sasaran Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat (Menurunnya Kriminalitas) sebesar 4,78%

4. Sasaran (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat) Meningkatnya
Masyarakat yang Berprestasi dan Religius. sebesar 0.3%

5. Sasaran Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan
Nelayan) sebesar 5,86%

6. Sasaran Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Terhadap
PDRB dan Investasi (Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan,
Industri, Pengolahan dan Investasi) sebesar 2,44%

7. Sasaran Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha
dan Kesempatan Kerja) sebesar 4,98%

8. Sasaran Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya
Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata) sebesar 0,1%

9. Sasaran (Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Perdesaan)
Meningkatnya Infrastruktur yang Baik, Merata, Berwawasan Lingkungan
dan Naiknya Status Desa. sebesar 12,72%

10. Sasaran (Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup) Meningkatnya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana sebesar 2,11%.

11. Sasaran (Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi
sebesar 1,61%

12. Sasaran (Bangkit Demokrasi) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam
Berdemokrasi) karena tidak ada perhitungan indikator terhadap sasaran ini maka
anggaran dalam pelaksanaan ini tidak ada.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyuasin Tahun

2022 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. LKjIP Kabupaten Banyuasin menjadi bahan evaluasi capaian

kinerja pada tahun anggaran 2022 serta sebagai acuan strategi dan bahan

pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan daerah dimasa yang akan

datang. Kinerja Kabupaten Banyuasin tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai

capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan kategori sangat baik, dengan capaian

kinerja pada 7 (tujuh) Tujuan dengan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 46

(Empat Puluh Enam) Indikator Kinerja Utama Sasaran, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas

Pendidikan) dengan Nilai 93, 31 % Predikat BAIK.

2. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat

kesehatan dan Kecukupan Gizi masyarakat) dengan Nilai 117,93 Predikat

SANGAT BAIK.

3. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat (Menurunnya kriminalitas) dengan Nilai 171.06

Predikat SANGAT BAIK.

4. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat

(Meningkatnya Masyarakat yang berprestasi dan religius)dengan Nilai 126.73

Predikat SANGAT BAIK.

5. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan

Petani dan Nelayan) dengan Nilai 100,02 Predikat SANGAT BAIK.

6. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan

UMKM terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan, industri Pengolahan dan Investasi) dengan Nilai 169,16 Predikat

SANGAT BAIK.

7. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya

kesempatan berusaha dan kesempatan kerja) dengan Nilai 104,09 Predikat

SANGAT BAIK.
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8. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan

Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata) dengan

Nilai 115,39 Predikat SANGAT BAIK.

9. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan

Perdesaan (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan

lingkungan dan naiknya status desa)dengan Nilai 108,51 Predikat SANGATBAIK.

10. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup

(Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko

Bencana)dengan Nilai 100,80 Predikat SANGAT BAIK.

11. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Reformasi Birokrasi (Meningkatnya

Reformasi Birokrasi)dengan Nilai Ratanya 100,84 Predikat SANGAT BAIK.

Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengucapkan terima kasih

yang sebesar - besarnya kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan

dalam pencapaian kinerja Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus

berupaya meningkatkan kinerja dan prestasi pada tahun - tahun mendatang dan

terus bekerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan

semua pihak untuk menuntaskan permasalahan dan kekurangan pembangunan

daerah yang masih belum terselesaikan.

Pangkalan Balai, 29 Maret 2023

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, SH., MH
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Rencana Program dan Kegiatan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No Urusan Pemerintahan/Program

Rencana Tahun 2022 Prakiraan MajuTahun 2023

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4

Urusan PemerintahanWajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan

704,590,526,791 750,096,438,572

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

532,393,535,791 559,807,428,572

Program PengelolaanPendidikan 171,576,991,000 189,607,010,000
Program Pengembangan
Kurikulum

470,000,000 517,000,000

Program Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

50,000,000 55,000,000

Program PengendalianPerizinan
Pendidikan

100,000,000 110,000,000

Program PengembanganBahasa
dan Sastra

0 0

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan

810,000,000 837,000,000

Program Pengembangan
Kebudayaan

710,000,000 727,000,000

Program Pengembangan
Kesenian Tradisional

0 0

Program Pembinaan Sejarah 0 0
Program Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya

100,000,000 110,000,000

Program Pengelolaan
Permuseuman

0 0

Urusan Pemerintaha Bidang
Perpustakaan

0 0

Program Pembinaan
Perpustakaan

0 0

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan

241,770,953,420 266,026,771,990

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

114,582,329,356 126,040,562,288

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

124,879,625,525 137,354,884,077

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

423,004,436 463,232,112



Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman

1,529,799,318 1,776,279,249

Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan

356,194,785 391,814,264

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan

44,370,459,644 45,095,789,986

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

29,529,892,954 33,115,402,249

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

14,750,000,000 11,900,000,000

Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan

90,566,690 80,387,737

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

296,938,677,270 315,320,102,322

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

18,279,123,664 20,020,828,948

Program Pengelolaan Sumber
Daya Air (SDA)

59,330,507,500 63,193,558,250

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

15,626,507,915 17,189,158,706

Program Pengembangan Sistem
dan Pengelolaan Persampahan
Regional

2,225,000,000 2,351,125,000

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah

9,060,160,515 9,707,932,861

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase

4,967,040,250 5,463,744,275

Program Pengembangan
Permukiman

31,202,638,830 32,762,770,772

Program Penataan Bangunan
Gedung

18,641,242,400 19,595,004,513

Program Penataan Bangunan
Dan Lingkungannya

10,741,242,400 11,301,004,513

Program Penyelenggaraan Jalan 121,565,213,795 127,904,974,484

Program Pengembangan Jasa
Konstruksi

900,000,000 990,000,000

Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang

4,400,000,000 4,840,000,000



Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

123,770,284,922 135,030,834,723

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

11,114,786,909 11,114,786,909

Program Pengembangan
Perumahan

1,800,000,000 1,975,000,000

Program Kawasan Permukiman 5,350,000,000 5,885,000,000

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh

63,385,598,012 69,724,157,814

Program Peningkatan
Prasarana, Saran dan Utilitas
Umum (PSU)

42,069,900,000 46,276,890,000

Program Peningkatan Pelayanan
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,
dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

50,000,000 55,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan

12,368,826,469 13,605,709,116

Program Pengelolaan Izin Lokasi 100,000,000 110,000,000

Program Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan

248,826,469 273,709,116

Program Penyelesaian Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan

9,150,000,000 10,065,000,000

Program Redistribusi Tanah,
Serta Ganti Kerugian Program
Tanah Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee

900,000,000 990,000,000

Program Penetapan Tanah
Ulayat

0 0

Program Pengelolaan Tanah
Kosong

400,000,000 440,000,000

Program Pengelolaan Izin
Membuka Tanah

250,000,000 275,000,000

Program Penatagunaan Tanah 1,320,000,000 1,452,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

10,884,484,609 11,967,932,067

Program Penungjang Urusan
Pemerintah
Daerah

7,228,348,654 7,951,182,517

Program Penanggulangan
Bencana

3,091,135,955 3,400,249,550



Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran

565,000,000 616,500,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

13,111,695,805 14,452,772,927

Program Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

11,129,517,050 12,258,768,754

Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

1,982,178,756 2,194,004,172

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

6,327,326,839 6,880,995,519

Program Penungjang Urusan
Pemerintah
Daerah

4,726,326,839 5,223,995,519

Program Pemberdayaan Sosial 235,000,000 270,000,000

Program Penanganan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan

25,000,000 30,000,000

Program Rehabilitasi Sosial 441,000,000 427,000,000

Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial

285,000,000 300,000,000

Program Penanganan Bencana 555,000,000 540,000,000

Program Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan

60,000,000 90,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja

8,710,928,835 9,601,340,069

Program Penungjang Urusan
Pemerintah Daerah

7,566,628,835 8,342,610,069

Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja

575,000,000 632,500,000

Program Penempatan Tenaga
Kerja

300,000,000 330,000,000

Program Hubungan Industrial 269,300,000 296,230,000

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi

530,000,000 583,000,000



Program Perencanaan Kawasan
Transmigrasi

100,000,000 110,000,000

Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

230,000,000 253,000,000

Program Pengembangan
Kawasan Transmigrasi

200,000,000 220,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pangan

7,934,257,729 9,784,946,556

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

4,058,711,129 4,643,399,956

Program Pengelolaan Sumber
Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan

2,431,386,000 2,963,386,000

Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

1,068,816,600 1,598,816,600

Program Penanganan
Kerawanan Pangan

129,446,000 203,446,000

Program Pengawasan Keamanan
Pangan

245,898,000 375,898,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

0 0

Program Peningkatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

0 0

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup

14,252,719,837 15,809,590,443

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

11,356,106,190 14,015,590,443

Program Perencanaan
Lingkungan Hidup

292,521,000 296,000,000

Program Pengendalian
Pencemaran dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

2,208,326,214 805,000,000

Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati (Kehati)

2,000,000 102,000,000

Program Pengendalian Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun

28,000,209 33,000,000

Program Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

37,999,600 66,000,000

Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup

58,336,000 124,000,000



Untuk Masyarakat

Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

23,169,950 45,000,000

Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup

25,999,591 37,000,000

Program Pengelolaan
Persampahan

220,261,083 286,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

15,060,556,588 13,562,746,924

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

13,077,432,289 11,475,237,434

Program Pencatatan Sipil 286,279,757 287,000,000

Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

360,101,115 361,760,000

Program Pengelolaan Profil
Kependudukan

25,680,000 26,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

10,270,036,710 10,592,653,480

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

4,350,250,000 4,350,250,000

Program Penataan Desa 2,968,900,000 2,968,900,000

Program Peningkatan Kerjasama
Desa

170,000,000 170,000,000

Program Administrasi
Pemerintahan Desa

2,195,886,710 2,518,503,480

Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat

585,000,000 585,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

1,820,000,000 2,022,000,000

Program Pengarusutamaa N
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

360,000,000 396,000,000

Program Peningkatan Kualitas
Keluarga

750,000,000 815,000,000

Program Pemenuhan Hak Anak
(PHA)

510,000,000 561,000,000

Program Perlindungan Khusus
Anak

200,000,000 250,000,000



Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

4,350,423,734 15,440,105,765

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

6,907,718,594 7,181,258,112

Program Pengendalian Penduduk 490,000,000 539,000,000

Program Pembinaan Keluarga
Berencana (KB)

6,717,705,140 7,468,347,654

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)

235,000,000 251,499,999

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan

28,485,368,471 28,678,082,758

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

9,058,776,771 9,096,491,058

Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

18,330,000,000 18,445,000,000

Program Pengelolaan Pelayaran 1,096,591,700 1,136,591,700

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika

15,239,338,935 15,744,837,832

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

10,579,338,935 11,001,837,832

Program Informasi dan
Komunikasi Publik

3,000,000,000 3,000,000,000

Program Aplikasi Informatika 1,660,000,000 1,743,000,000

Urusan Pemerintahan Bidang
Statistik

1,043,533,156 1,111,819,321

Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

1,043,533,156 1,111,819,321

Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian

406,200,000 426,510,000

Program Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

406,200,000 426,510,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal

5,351,070,826 5,862,020,710

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten 4,759,366,636

5,220,316,520

Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal 65,582,190

115,582,190

Program Promosi Penanaman
Modal

200,000,000 200,000,000

Program Pelayanan Penanaman
Modal

0 0



Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

326,122,000 326,122,000

Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman
Modal

0 0

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga

7,005,296,286 7,445,099,094

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

5,031,296,286 5,292,949,094

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

764,000,000 822,900,000

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

1,025,000,000 1,127,500,000

Program Pengembangan
Kapasitas Kepramukaan

185,000,000 201,750,000

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata

1,275,000,000 1,345,700,000

Program Peningkatan Daya Tarik
Destinasi Pariwisata

680,000,000 732,250,000

Program Pemasaran Pariwisata 300,000,000 300,000,000

Program Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

295,000,000 313,450,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan

6,346,882,640 8,760,049,401

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

5,412,291,157 7,181,998,770

Program Pembinaan
Perpustakaan

635,000,000 1,048,500,000

Program Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno

299,591,483 529,550,631

Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan

780,000,000 908,000,000

Program Pengelolaan Arsip 455,000,000 500,500,000

Program Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip

315,000,000 346,500,000

Program Perizinan Penggunaan
Arsip

10,000,000 61,000,000

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan

9,410,640,977 10,227,700,000

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

5,617,070,946 5,578,700,000



Program Pengelolaan Perikanan
Tangkap

1,021,000,000 1,144,000,000

Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya

1,550,000,000 1,770,000,000

Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

572,570,031 975,000,000

Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

650,000,000 760,000,000

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian

32,922,048,046 33,525,634,996

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

26,767,048,046 27,370,634,996

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

1,500,000,000 1,500,000,000

Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian

2,105,000,000 2,105,000,000

Program Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian

200,000,000 200,000,000

Program Penyuluhan Pertanian 2,350,000,000 2,350,000,000

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian

11,217,221,386 12,403,722,594

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

5,733,000,000 6,583,722,594

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

2,245,221,386 2,432,000,000

Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian

999,000,000 1,072,000,000

Program Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

1,070,000,000 1,123,000,000

Program Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian

290,000,000 301,500,000

Program Perizinan Usaha
Pertanian

550,000,000 561,500,000

Program Penyuluhan Pertanian 330,000,000 330,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah

10,267,454,200 10,573,862,298

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

9,367,454,200 9,673,862,298



Program Pelayanan Izin Usaha
Simpan Pinjam

100,000,000 100,000,000

Program Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

100,000,000 100,000,000

Program Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi

100,000,000 100,000,000

Program Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian

50,000,000 50,000,000

Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi

50,000,000 50,000,000

Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM)

400,000,000 400,000,000

Program Pengembangan UMKM 100,000,000 100,000,000

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan

2,760,000,000 2,760,000,000

Program Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

220,000,000 220,000,000

Program Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan

1,150,000,000 1,150,000,000

Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

500,000,000 500,000,000

Program Pengembangan Ekspor 600,000,000 600,000,000

Program Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen

200,000,000 200,000,000

Program Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam Negeri

90,000,000 90,000,000

Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian

2,350,000,000 2,350,000,000

Program Perencanaan dan
Pembangunan Industri

2,100,000,000 2,100,000,000

Program Pengendalian Izin
Usaha Industri Kabupaten

100,000,000 100,000,000

Program Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional

150,000,000 150,000,000

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah 83,589,000,710 0

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten 69,396,179,104

0

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

10,392,540,285 0

Program Perekonomian dan
Pembangunan

3,800,281,321 0

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat DPRD 86,503,709,922 92,290,548,457



Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

54,509,140,191 57,764,785,602

Program Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD

31,994,569,731 34,525,762,855

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan 12,024,725,517 13,024,481,916

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

8,880,123,974 9,079,880,373

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

1,044,601,543 1,244,601,543

Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

2,100,000,000 2,700,000,000

Penelitian dan Pengembangan 700,000,000 900,000,000

Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah

700,000,000 900,000,000

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga

0 0

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

0 0

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Keuangan 512,821,238,508 519,963,877,313

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

20,308,346,385 23,916,820,276

Program Pengelolaan Keuangan
Daerah

490,960,126,273 494,257,671,059

Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah

1,552,765,850 1,789,385,978

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Keuangan 26,014,908,565 27,712,268,007

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

20,602,732,858 21,623,906,246

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

5,412,175,707 6,088,361,761

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kepegawaian 8,778,749,981 10,390,999,999

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

6,119,029,620 7,433,999,999

Program Kepegawaian Daerah 2,659,720,361 2,957,000,000



Pendidikan dan Pelatihan 4,951,511,200 5,088,000,000

Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia

4,951,511,200 5,088,000,000

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah 6,085,577,925 6,893,989,722

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

5,428,303,725 5,602,288,208

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

631,097,000 1,264,794,714

Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

26,177,200 26,906,800
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